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Kasus penyalahgunaan faktur pajak yang dilakukan oleh PT. Putra Mandiri 

merupakan sederetan kasus penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh 

korporasi sebagai subjek hukum dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

perpajakan yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, penegakan hukum 

pidana sebagai ultimum remedium telah diakukan terhadap PT. Putra Mandiri melalui 

putusan majelis hakim PN Lhokseumawe nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm, dimana 

direktur perusahaan dijatuhi vonis pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar ketentuan perpajakan 

berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

Kontribusi pajak dalam menopang pembiayaan negara setiap tahun dituntut terus 

mengalami peningkatan sementara maraknya kasus faktur pajak fiiktiif oleih korporasii 

berpotensi menggerus pendapatan negara, beragam putusan terhadap korporasi pelaku 

yang diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan tidak ada aturan eksplisit dalam 

ketentuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku dan 

subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan multi 

penafsiran atas doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana, hal ini  menyebabkan 

proses penegakan hukum belum menjadi detterent effect dan belum mampu  memenuhi 

prinsip keadilan korektif sebagaimana dimaksud oleh Aristoteles dalam rangka 

mengoptimalkan pemulihan  kerugian negara. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder, Analisa data dilakukan secara 

preskriptif dan interpretative terhadap putusan nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm guna  

memberikan gambaran yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan 

menemukan formula ideal penegakan hukum terhadap korporasi pengguna faktur pajak 

fiktif dalam tindak pidana perpajakan.  

Hasil penelitian dan pembahasan atas putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm 

yang menempatkan Direktur PT. Putra Mandiri yang dimintai pertanggungjawaban 

pidana korporasi atas kasus penggunaan faktur pajak fiktif, pertanggungjawaban 

pidananya menggunakan teori vicarious liability, dimana pertanggungjawaban pidana 

korporasinya dibebankan kepada pengurus atau yang mewakili dan mengacu pada 

Peraturan Jaksa Agung No. PEiR-028/AJA/10/2014, berbeda dengan Putusan Nomor 

334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt Brt yang menempatkan PT. GSG sebagai korporasi yang 

dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pendekatan Identification Theory. 

Penegakan hukum pidana perpajakan atas korporasi pengguna faktur pajak fiktif 

mengedepankan asas ultimum remedium melalui serangkaian kegiatan mulai dari proses 

pemeriksaan bukti permulaan yang dilanjutkan dengan tahapan penyidikan oleh 

penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan pelimpahan tersangka kepada pihak 

kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan hingga keluarnya putusan pengadilan. 

 

iii 

Rudi Wahyudi 

Magister Hukum 

Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak 

Fiktif Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan PN 

Lhokseumawe No. 35/Pid.Sus/2022/PN.Lsm) 
(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H) 

 

RINGKASAN 



iv 

 

Name               :  

Study Program  : : 

Thesis Title    : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The case of misuse of tax invoices committed by PT Putra Mandiri is a series of 

cases of the use of fictitious tax invoices committed by corporations as legal subjects by 

violating tax provisions that cause losses to state revenue, criminal law enforcement as 

the ultimum remedium has been carried out against PT Putra Mandiri. Putra Mandiri 

through the decision of the panel of judges of the Lhokseumawe District Court number 

35/Pid.Sus/2022/PN Lsm, where the director of the company was sentenced to 

imprisonment and fines as a form of criminal responsibility for violating tax provisions 

based on Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. 

The contribution of taxes in supporting state financing every year is required to 

continue to increase while the rampant cases of fraudulent tax invoices by corporations 

have the potential to erode state revenues, various decisions against corporate 

perpetrators who are held criminally liable are due to the fact that there are no explicit 

rules in the general provisions of taxation stating that corporations as perpetrators and 

legal subjects can be held criminally liable, giving rise to multiple interpretations of the 

doctrine or theory of criminal liability, this causes the law enforcement process to not 

be a detterent effect and has not been able to fulfill the principle of corrective justice as 

intended by Aristotle in order to optimize the recovery of state losses. 

The research method used in this research is normative legal research, the data 

used is secondary data, data analysis is carried out prescriptively and interpretatively 

on decision number 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm in order to provide a clear picture of 

corporate criminal liability and find an ideal formula for law enforcement against 

corporations using fictitious tax invoices in tax crimes.  

The results of the research and discussion of Decision Number 

35/Pid.Sus/2022/PN Lsm which places the Director of PT Putra Mandiri who is held 

criminally liable for the corporation for the use of fictitious tax invoices, the criminal 

liability uses the theory of vicarios liability, where corporate criminal liability is 

imposed on the management or representative and refers to the Attorney General 

Regulation No. PEiR-028/AJA/10/2014, in contrast to Decision Number 

334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt Brt which places PT GSG as a corporation held criminally 

liable with the Identification Theory approach. Tax criminal law enforcement on 

corporations using fictitious tax invoices prioritizes the ultimum remedium principle 

through a series of activities starting from the preliminary evidence examination 

process followed by the investigation stage by the Directorate General of Taxes PPNS 

investigators and the transfer of suspects to the prosecutor's office for the prosecution 

process until the issuance of a court decision.  

 

Keywords: Corporations, criminal liability, law enforcement, fictitious tax invoices, 

justice, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan 

pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan sektor perpajakan merupakan 

salah satu sumber pemasukan terbesar bagi keuangan negara khususnya 

Indonesia. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan amanat konstitusi 

negara, dimana Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang,
1
  

Definisi Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2
  

Lembaga pemerintah yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak 

demi kemandirian pembiayaan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang merupakan salah satu unit eselon satu yang berada di bawah 

naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3
 DJP sebagai instansi 

pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, penyuluhan, pelayanan serta 

penegakan hukum yang berkolaborasi dengan fungsi pengawasan terkait 

pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. 

                                                 
1
 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 A. 

2
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pasal 1 ayat 1. 
3
  Salim, Agus dan Haeruddin, Dasar-dasar Perpajakan. Palu, LPP-Mitra Edukasi, 2019., 

hlm. 15-16. 

1 
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Kebutuhan akan pembiayaan negara yang terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk terus 

memaksimalkan fungsinya sebagai pemegang peran strategis dalam memajukan 

perekonomian nasional. Penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir, 

rentang tahun 2018-2022 yang dikutip dari data Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia terus menunjukkan kenaikan, tercatat penerimaan perpajakan tahun 

2018 sebesar Rp. 1.518, 78 Triliun mengalami kenaikan 33,12% di tahun 2022 

yaitu menjadi sebesar Rp. 2.034,6 Triliun.
4
 Postur Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2024, di proyeksikan penerimaan perpajakan senilai Rp. 

2.309,85 Triliun yang akan menopang 69,47% dari total pembelanjaan negara.
5
 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia menganut self 

assessment system dan Withholding system, dimana dalam self assessment system 

negara memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang
6
, sehingga menuntut peran aktif wajib pajak dalam  

menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor pajak yang terhutang sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), sementara 

otoritas pajak melakukan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan serta 

penegakan hukum agar efektifitas sistem pemungutan pajak bisa optimal, dan 

terhadap wajib pajak dituntut kesadaran dan itikad baik dalam menjalankan 

                                                 
4
 Kementerian Keuangan RI, 2023, Penerimaan Perpajakan 2005-2022. Diakses tanggal 

31 Agustus 2023 dari https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara. 
5
 Kementerian Keuangan RI, Informasi APBN 2024. Jakarta, 2023,  

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024-telah-disahkan:-perkuat-

perekonomian-melalui-transformasi-ekonomi-yang-berkelanjutan 22 September 2023. 
6
 Nugraheni, A.P dan S.A Khotijah, Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan. Magelang, Pustaka Rumah Cinta, 2022., hlm. 6. 



3 

 

pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan selain untuk 

meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan 

penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penegakan 

hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu: 

Penegakan Hukum Administrasi dan Penegakan Hukum Pidana. Penegakan 

hukum ini bisa dikenakan kepada setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun 

Korporasi yang melakukan pelanggaran maupun tindak kriminal di bidang 

perpajakan tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak.  

 Korporasi berperan sangat penting bagi perekonomian negara khususnya 

dalam bidang perpajakan. Tujuan dan cita-cita negara dalam memajukan 

kesejahteraan umum dapat tercapai melalui kontribusi yang diberikan oleh 

korporasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada 

intinya menjelaskan bahwa sistem perekonomian di Indonesia tersusun 

berdasarkan asas kekeluargaan dan usaha bersama dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia.
7
  

Negara menerima keuntungan dalam bentuk pajak yang wajib dibayarkan 

dalam hampir setiap kegiatan transaksi dan kegiatan korporasi yang lain. 

Beberapa kontribusi yang diberikan korporasi khususnya dalam perkembangan 

perekonomian di Indonesia yaitu melalui pemasukan negara dalam bentuk devisa 

                                                 
7
 Syahrin, Alvi. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Sofmedia, 2019., hlm.57. 
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maupun pajak yang dibayarkan dalam kegiatan transaksi dan meningkatkan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan 

korporasi menempati urutan kedua setelah negara dalam membangun 

perekonomian.  

Penguatan peran korporasi di dunia telah mendorong pula beberapa 

perubahan besar dalam hukum perdagangan dunia. Korporasi merupakan 

sekumpulan manusia atau organisasi yang dipersamakan di mata hukum sebagai 

manusia, karena korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti dalam proses 

digugat atau menggugat di Pengadilan, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas 

(PT).
8
 Dalam hukum pidana, korporasi memiliki arti luas jika dibandingkan arti 

korporasi dalam hukum perdata. Korporasi ditinjau dari hukum pidana dapat 

berupa badan hukum dan badan nonhukum. Badan hukum dalam hukum pidana 

bukan hanya berupa Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT), melainkan 

Firma dan Perseroan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu bentuk dari 

badan usaha yang termasuk badan non-hukum.
9
  

Perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan berkembangnya 

proses bisnis korporasi maka peluang untuk terjadinya kejahatan korporasi juga 

semakin berkembang. Kejahatan yang disebabkan oleh ulah korporasi biasa 

dikenal dengan istilah white collar crime atau kejahatan terstruktur yang 

dilaksanakan korporasi atau pejabat di korporasi seperti staf atau karyawan, 

                                                 
8
 Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang, Aneka, 1977., hlm.256. 

9
 Manulang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. 

Medan, LPPMUHN Press Universitas HKBP Nomensen, 2020., hlm.18. 
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manajer perusahaan, atau direksi terhadap orang-orang di sekitar perusahaan, 

kreditur, competitor, lingkungan, serta investor.  

Bentuk dari kejahatan korporasi salah satunya yaitu dalam tindak pidana 

pajak. Kejahatan dalam bidang perpajakan adalah penyampaian informasi pajak 

yang secara sengaja maupun tidak sengaja dipersalahkan oleh wajib pajak yang 

ada kaitannya dengan proses pembayaran pajak dengan mengajukan surat 

pemberitahuan yang dimana mengandung informasi tidak benar yang berpotensi 

mengakibatkan kerugian finansial bagi negara dan kejahatan lain berdasarkan 

aturan perpajakan.
10

 

Tindak Pidana pajak korporasi adalah perbuatan atau tindakan wajib pajak 

badan yang dilakukan dengan cara merekayasa laporan pajak, menghilangkan 

atau memalsukan data pendukung pengenaan pajak semestinya (Tax Evasion) 

karena kealpaannnya atau kesengajaannnya tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

dan berdampak pada timbulnya kerugian pada pendapatan negara maka dapat 

dikenakan sanksi pidana pajak.
11

 

Delik kejahatan perpajakan  di antaranya diatur dalam Pasal 39 A Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 

                                                 
10

 Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 

ayat (3). 
11

 Basir, Abdul. Penegakkkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. Surabaya, Cipta 

Media Nusantara, 2022., hlm. 36. 
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Penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau 

lebih dikenal dengan istilah Faktur Pajak Fiktif, dimana dalam pasal tersebut 

diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan 

faktur pajak fiktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan 

maksimal 6 (enam) jumlah pajak dalam faktur pajak,
12

 

Penerapan self assessment system dalam pemungutan pajak memberi 

peluang bagi korporasi yang tidak memiliki itikad baik dalam memaksimalkan 

keuntungan sebagai subjek hukum untuk melakukan kecurangan pajak yang dapat 

merugikan pendapatan negara menyebabkan potensi penerimaan negara belum 

tergali secara optimal. Hal ini tercermin dari Laporan Tahunan 2021  Direktorat 

Jenderal Pajak Republik Indonesia  dimana modus operandi tindak pidana di 

bidang perpajakan masih didominasi oleh kasus terkait Faktur Pajak Tidak 

Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)
13

 atau biasa dikenal sebagai Faktur 

Pajak Fiktif yang dilakukan oleh korporasi sebagai upaya illegal untuk 

menghindari atau mengurangi pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat 

merugikan pendapatan negara, sehingga dibutuhkan upaya penegakan hukum 

yang optimal dan berkeadilan serta adanya kepastian hukum dalam 

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan khususnya oleh korporasi 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena 

                                                 
12

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan Pasal 39A. 
13

 Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2022, Laporan Tahunan DJP 2021, dari 

http://pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-

%20Bahasa.pdf. Diiunduh tanggal 11 Agustus 2023. 
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Pajak (JKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
14

 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak maupun ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena 

Pajak.
15

 

Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang 

terbit Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak yang 

diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP)
16

. Ketentuan Pidana dalam Pasal 39A disisipkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang 

perpajakan khususnya penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif  yang tujuan 

akhirnya bagi para kriminal adalah: (1) mengurangi jumlah PPN kurang bayar 

terutang Wajib Pajak khususnya pengguna Faktur Pajak tidak sah; dan (2) 

mengambil keuntungan dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai  dalam Surat 

Pemberitahuan  (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai  secara melawan hukum.
17

  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang hanya dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai yang terjadi dalam masing-masing proses produksi/ 

perdagangan dan ditujukan untuk ditanggung (destinaris) hanya oleh konsumen 

akhir. Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem perhitungan pengkreditan 

                                                 
14

 Indonesia, Undang undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Pasal 1 angka 23. 
15

 Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur 

Pajak. Pasal 3(2). 
16

 Perpajakan.ddtc.co.id.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 

Poin E Angka 1a. diakses dari https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-

edaran-direktur-jenderal-pajak-se-17pj2018. 
17

 Bina Yumanto, 2021, Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana 

dalam Pasal 39A UU No 28 Tahun 2007, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia 

Vol. 3 No. 1  diunduh dari https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55 hal. 169. 
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PPN Masukan (PM) yang berasal dari pembelian bahan/ barang dagangan dengan 

PPN Keluaran (PK) dari penjualan barang dagangan/ hasil produksi, dimana PPN 

hanya disetorkan jika terdapat kelebihan PK dibanding PM. 

Wajib Pajak yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti Wajib Pajak 

eksportir, Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, dan 

Wajib Pajak lainnya yang penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan PPN, 

maka keseluruhan PM dari pembeliannya yang telah dipungut oleh pihak penjual 

dapat seluruhnya dilakukan restitusi atau kompensasi ke masa pajak berikutnya. 

Hal ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menerbitkan dan 

menjual Faktur Pajak fiktif  

Modus Tindak Pidana Perpajakan yang paling banyak dilakukan oleh 

korporasi adalah dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dimana korporasi 

tersebut sengaja membeli Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya 

(TBTS) untuk dapat dikreditkan/diperhitungkan dalam SPT Masa PPN untuk 

mengurangi jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas Negara setiap 

masa pajaknya, dengan membayar sejumlah persentase tertentu saja (misalnya 

10%) dari nilai PPN yang tertera dan akan dikreditkannya dalam SPT Masa PPN 

sehingga dapat menghemat PPN yang harus disetorkan. 

Penegakan hukum Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin 

adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
18

  Kemudian 

                                                 
18

 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2006., hlm. 244. 
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Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.
19

  

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan 

oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak 

memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti dalam hal 

menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta 

membayar pajak pada waktunya. Sarana penegakan hukum dapat meliputi sanksi 

administrasi dan atau sanksi pidana.  

Kasus PT. Gemilang Sukses Garmindo diwakili Liaw Nany merupakan 

salah satu contoh kasus korporasi yang telah terbukti merugikan keuangan negara 

sekurang-kurangnya Rp. 9.981.505.876,- (Sembilan milyar sembilan ratus 

delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam 

rupiah). Terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garmen 

tersebut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), menggunakan faktur pajak fiktif, dan mengajukan 

permohonan restitusi PPN. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

                                                 
19

 Rani Nurfaziah, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan 

Dalam UU Perpajakan di Kanwil DJP Riau dan Kepri, Jurnal Onine Mahasiswa FH Univ. Riau, 

Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, diakses dari 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/22019/21309., hlm. 6. 
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dan Tatacara Perpajakan, dijatuhi pidana denda terhadap terdakwa PT. Gemilang 

Sukses Garmindo sebesar Rp. 29.944.517.628,- (Dua puluh sembilan milyar 

sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua 

puluh delapan rupiah).
20

 

Kasus lai in de ingan korporasi i se ibagai i wajiib pajak, tiidak meine impatkan 

korporasi i se ibagaii te irsangka maupun teirdakwa dalam kasusnya. Se ibagai imana 

yang te irjadii pada kasus PT. Eine irgi i Manunggal Iinti i dan PT. Noor Riie ika Jaya, 

de ingan te irdakwa Muhammad Noor. Dalam kasus teirseibut Muhammad Noor 

se ilaku Di ireiktur PT. E ine irgi i Manunggal Iintii dan Di ire iktur Utama PT. Noor Ri ie ika 

Jaya me ilakukan peirbuatan yang me ine irbi itkan, meinggunakan, dan meingkre idi itkan 

faktur pajak masukan tahun pajak 2013 sampaii de ingan 2015 yang ti idak 

be irdasarkan transaksii yang se ibe inarnya se ijumlah 126 Faktur pajak diimana 

di ilakukan beirsama deingan saksi i dan diilakukan seicara beirlanjut (voortgeize ittei 

hande iliing) dalam reintang waktu ti iga tahun pajak (2013 – 2015) pada dua 

korporasi i badan hukum se ibagai i wajiib pajak badan yang me ingaki ibatkan keirugi ian 

pada Peindapatan Neigara se ijumlah Rp 4.351.137.522 ( Eimpat miilyar tiiga ratus 

liima puluh satu juta se iratus tiiga puluh tujuh ri ibu li ima ratus dua puluh dua rupi iah). 

Atas ti indakan teirse ibut, Muhammad Noor se ilaku Diire iktur PT. E ineirgi i Manunggal 

Iinti i dan Di ireiktur Utama PT. Noor Riie ika Jaya di ijatuhii hukuman peinjara seilama 3 

(tiiga) tahun dan piidana deinda se ibeisar Rp. 8.702.275.044,- (De ilapan miilyar tujuh 

ratus dua juta dua ratus tujuh puluh liima riibu e impat puluh eimpat rupiiah).
21

 

Se imeintara iitu, PT. E ine irgi i Manunggal Iinti i dan PT. Noor Ri ie ika Jaya se ilaku wajiib 

                                                 
20

 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2020, Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. 
21

 Pengadilan Tinggi Semarang, 2021, Putusan Nomor 258/PID/2021/PT.SMR. 
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pajak dalam kasus iini i di iuntungkan atas pe irbuatan teirse ibut tiidak di ikeinakan sanksi i 

pi idana apapun.  

Putusan pengadilan terhadap beberapa kasus di i atas, teirbuktii bahwa 

adanya pe ilaku yang be irbeida yang diimi intaii peirtanggungjawaban dalam 

pe injatuhan piidana atas tiindak pi idana peirpajakan teirkaiit faktur pajak fiikti if yang 

di ilakukan oleih korporasii se ibagai i subje ik pajak dalam peine igakan hukum dii biidang 

pe irpajakan. Korporasi i yang me irupakan se ibagai i subjeik hukum yang me ilakukan 

pe ilanggaran ataupun keijahatan teirkadang di iuntungkan ti idak meindapatkan sanksi i 

apapun dalam tiindak piidana peirpajakan, padahal korporasii dapat diijeirat deingan 

pi idana peinjara atau dapat diimi intaii peirtanggungjawaban atas peirbuatan piidana jiika 

korporasi i meindapatkan keiuntungan darii suatu tiindak piidana teirseibut.
22

 Korporasii 

juga seilaiin diijatuhkan piidana deinda dapat diijatuhkan piidana tambahan laiin seisuaii 

deingan peiraturan peirundang-undangan.
23

 

Tuntutan kontribusi pajak yang terus meningkat guna menopang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sementara maraknya nya kasus faktur pajak fiiktiif 

yang diilakukan oleih korporasii beibeirapa tahun teirakhiir yang berpotensi 

menggerus pendapatan negara dari sektor pajak, di sisi lain terdapat beragam 

putusan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi tantangan 

tersendiri dalam penegakan hukum perpajakan  Berdasarkan teori sistem hukum 

Lawrence M Friedman
[1]

, penegakan hukum yang efektif bergantung pada tiga 

unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum  

                                                 
22

 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 (1). 
23

 Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Poin 1. 
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Penulis menduga terdapat sistem pengawasan faktur pajak yang belum 

optimal dan mispersepsi penerapan ketentuan pemidanaan serta 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menyebabkan proses penegakan 

hukum belum menjadi detterent effect sehingga kasus tindak pidana perpajakan 

khusunya faktur pajak fiktif masih terus terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk 

di ikajii meilaluii pe inde ikatan teori peine igakan hukum, teiori i pe irtanggungjawaban 

pi idana dan teori keadilan untuk meimpe iroleih gambaran seicara kompreihe insi if 

teintang pe ine igakan hukum dan pe irtanggungjawaban pi idana atas keijahatan yang 

di ilakukan oleih korporasi i selaku pengguna faktur pajak fiiktiif. 

B.  Rumusan Masalah 

Be irdasarkan pe irmasalahan seibagai imana yang te ilah di iuraiikan di i atas, 

pe inuliis me irumuskan beibe irapa peirtanyaan pe ineili itiian beiri ikut iini i: 

1. Bagai imana peirtanggungjawaban piidana korporasi i seibagai i pe ingguna faktur 

pajak fiiktiif dalam tiindak pi idana peirpajakan dalam putusan Pengadilan 

Negeri Lhokseumawe Nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm  

2.  Bagaimana peine igakan hukum di i bi idang pe irpajakan teirkai it Faktur Pajak 

Fi iktif terhadap kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 

Nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm 

C.  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun tujuan dalam peine iliitiian i inii adalah se ibagai i be iriikut:  

1.  Untuk meingkaji i dan meinganali isi is peirtanggungjawaban piidana korporasii 

se ibagai i pe ingguna faktur pajak fiiktiif dalam tiindak piidana perpajakan  
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2.  Untuk me ingkaji i dan me inganaliisi is pe ine igakan hukum di i bi idang pe irpajakan 

teirkai it korporasi pengguna faktur pajak fiiktiif  

Pe ine iliitiian i inii di ilakukan deingan harapan mampu meimbe iriikan manfaat, 

baiik manfaat teioriiti is maupun manfaat praktiis:  

a. Manfaat teiori itiis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana 

dan hukum pajak pada khususnya serta memperluas cakrawala berpikir 

dengan pemahaman dan perspektif baru bagi masyarakat luas dan mahasiswa 

tentang penegakan hukum dan tanggung jawab pidana korporasii se ibagai i 

pe ingguna faktur pajak tiidak be irdasarkan transaksi i se ibe inarnya dalam ti indak 

pi idana peirpajakan 

b. Manfaat Praktiis yakni i de ingan adanya pe ineili itiian i inii di iharapkan dapat meinjadi i 

wacana baru, seikaliigus me imbe iri ikan pe imahaman yang le ibi ih me indalam 

meinge inai i pe irtanggung jawaban piidana korporasi i seibagai i pe ingguna faktur 

pajak tiidak beirdasarkan transaksii seibe inarnya dalam tiindak piidana peirpajakan 

yakni i, se ibagai i be iriikut:  

1) Bagii Peimeiriintah/Aparat Hukum Teirkaiit, diiharapkan peineiliitiian iinii dapat 

meimbeiriikan masukan seirta eivaluasii atas upaya penegakan hukum yang efektif 

dan pertanggung jawaban pidana korporasi yang berkeadilan dalam tiindak 

piidana peirpajakan;  

2)  Bagii Korporasii, sebagai Wajib Pajak Badan diharapkan dapat menjadi bahan 

edukasi agar terus meningkatkan kepatuhan perpajakan dan terhindar dari 

perbuatan melawan hukum; 
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3)  Bagi Peneliti sendiri, tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas 

Malikussaleh, dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, 

khususnya mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi 

korporasi dalam Tindak Pidaa Perpajakan 

D. Penelitian Terdahulu 

Maraknya pe irbuatan meilawan hukum dalam tiindak pi idana peirpajakan 

khususnya te irkai it faktur pajak fiikti if dan saat iinii meinjadii i isu yang mulai i banyak 

di iteiliiti i, de ingan be irbagai i sudut pandang pe ine iliitiian. Ada be ibe irapa kajiian yang 

be irkaiitan deingan i isu Pe ine igakan hukum faktur pajak fiiktiii if dan 

pe irtanggungjawaban pi idana korporasii se ihi ingga me inuntut pe ineili itii untuk 

meimbe iriikan gambaran peine iliiti ian teirdahulu yang te ilah diiteiliitii oleih pe ineili itii laiin. 

Hal i ini i be irtujuan agar tiidak ada tumpang ti indi ih kajiian atau dupliikasi i deingan 

pe ineili itii se ibe ilumnya. Be ibe irapa peineili itiian te irdahulu adalah seibagai i be iri ikut: 

Pe irtama, Peine iliiti ian oleih Di iana Malameita Gi intiing de ingan judul 

“Pe ineigakan hukum teirhadap wajiib pajak se ibagai i korporasii: kajiian atas keipatuhan 

dan keipasti ian hukum”.
24

 Pe ine iliiti ian iini i meingkaji i te intang  keipasti ian hukum 

teirhadap peineirapan aturan peirpajakan dalam rangka peineigakan hukum keipada 

wajiib pajak korporasii yang me ilakukan pe ilanggaran keite intuan peirpajakan seicara 

admiini istrasii yang be irpe ingaruh te irhadap ti ingkat ke ipatuhan wajiib pajak dalam 

                                                 
24

 Ginting, Diana Malemita. Doctoral Thesis: “Penegakan hukum terhadap wajib pajak 

sebagai korporasi: kajian atas kepatuhan dan kepastian hukum”. Jakarta: Universitas Pelita 

Harapan, 2020., hlm. ix. 
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meilakukan peimeinuhan keiwaji iban peirpajakan.  Adapun pe irbeidaan deingan 

pe ineili itiian yang di ilakukan oleih peine iliiti i adalah objeik kajiian peine igakan hukum 

di ikhususkan pada tiindak piidana peirpajakan deingan modus peingge ilapan pajak 

meilaluii pe inggunaan Faktur Pajak fiikti if. 

Ke idua, Pe ine iliitiian diilakukan oleih Al-Fi irdaus de ingan judul “Studii 

E iksploratiif Peinanganan Faktur Pajak yang Ti idak Be irdasarkan Transaksii yang 

Se ibe inarnya”.
25

 Pe ineili itiian teirse ibut me imbahas se icara ge ine iral kasus peinggunaan 

faktur pajak yang ti idak sah. Hasi il pe ine iliitiian meinyi impulkan bahwa peinggunaan 

faktur pajak fiiktiif dan proseis biisni is pada Kantor Peilayanan Pajak meinjadi i 

pe inye ibab kasus yang te irus be irulang maka diipe irlukan peimbaharuan meikaniisme i 

pajak peirtambahan niilaii. Se ihubungan de ingan hal te irse ibut, dari i tiinjauan pustaka 

teirse ibut dapat diiteimukan tiiti ik peirsamaan dan peirbe idaan deingan pe ine iliitiian i inii. 

Adapun ti itiik pe irsamaannya yakni i meimbahas meikaniisme i peinggunaan faktur pajak 

Tiidak Be irdasarkan Transaksii Seibe inarnya (TBTS), se ime intara peirbe idaannya 

teirle itak pada peirtanggungjawaban pi idana korporasi i 

Ke iti iga, Antoni ius Le ionard Tariigan, de ingan judul “Peirtanggungjawaban 

Pi idana Korporasi i Atas Prakti ik Transfe ir Priici ing Bi idang Pe irpajakan di i 

Iindone isi ia”.
26

 Hasi il pe ineili itiian meinunjukkan bahwa peirtanggungjawaban piidana 

korporasi i dii Iindone isi ia dapat diikeinakan keipada para diireiksi i (peingurus) suatu 

korporasi i se iteilah meimeinuhi i unsur ke ialpaan dan keise ingajaan. De ingan de imiiki ian, 

dapat teirjadii peimi idanaan teirhadap korporasi i beirdasarkan konseip peilaku 

                                                 
25

 Al-Firdaus, F. (2018). “Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak 

Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya”. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax 

Review), 1(2)., hlm. 14–30. https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194. 
26

 A.L. Tarigan.  Thesis: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer 

Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia.” Medan: USU, 2016., hlm. ix. 
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fungsi ional (functiioneie il dadeirschap). Pe ine iliitiian iini i meimi iliiki i peirsamaan teintang 

subje ik hukum peilaku tiindak piidana namun pe irbeidaannya adalah modus tiindak 

pi idana yang di ilakukan.  

Keempat, Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana korupsi,
27

 Penelitian ini mengkaji tentang putusan 

kasus pidan korupsi PT. Mandiri Air Line dimana Pertanggungjawaban pidana 

korporasi sebagai pelaku tindak korupsi dalam kasus PT. MNA adalah 

pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yang 

diidentifikasikan sebagai directing mind dari PT. MNA. Dasar pertimbangan 

hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pengurus adalah terpenuhinya 

unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang 

memberatkan maupun meringankan. Namun berdasarkan analisis terhadap kasus 

dengan memperhatikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta teori-teori 

pertanggungjawaban pidana korporasi, PT. MNA semestinya dapat juga dibebani 

pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan 

terhadap konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana namun 

terdapat perbedaan dalam objek kasus yang akan dikaji oleh peneliti. 

Kelima, Disertasi Dwisetyo Budi Utomo dengan judul “Rekontruksi 

Penegakan Hukum Pidana Denda Terhadap Pelanggaran di Bidang Perpajakan 

Berasaskan Nilai Keadilan”
28

 Dalam penelitian tersebut peneliti menguraikan dan 

                                                 
27

 Sofia Yonas, “Pertanggungjawaban Pidan Korporasi Sebegai Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines” Journal Soedirman Law review, 

Vol.3, No.2 (2021)., hlm.66. 
28

 Dwi Setyo Budi Utomo, Doctoral Thesis: Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana 

Denda Terhadap Pelanggaran di Bidang Perpajakan Berdasarkan Nilai Keadilan. (Semarang: 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)., hlm. viii. 
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merekonstruksi penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran di bidang 

perpajakan di masa yang akan datang dengan berdasarkan pada nilai keadilan. 

Adapun hasil dari penelitian disertasi ini ditemukan fakta bahwa pelaksanaan 

pidana pajak memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya kedudukan pidana 

kurungan pengganti pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan 

ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan 

diteliti terkait penegakan hukum pidana di bidang perpajakan namun memiliki 

beberapa perbedaan pada fokus penelitian, dimana disertasi tersebut fokus pada 

pemidanaan dalam hal ini pidana denda dan mengkaji penegakan hukum secara 

umum, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penegakan 

hukum atas kasus penggunaan faktur pajak fiktif dan pertanggung jawaban pidana 

korporasi. 

Keenam, Al Ghifari
29

 dengan judul penelitiannya “Tinjauan Perubahan 

Penegakan Hukum Pidana dalam UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada 

Pendapatan Negara”. Dalam penelitian ini peneliti membahas efektifitas 

penerapan asas ultimum remedium dalam penegakkan hukum pidana perpajakan 

secara umum dalam rangka restorative justice melalui pengembalian kerugian 

pada pendapatan negara sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diterapkan serta 

permasalahannya. Adapun titik pembeda penelitian ini dengan yang akan diteliti 

oleh penulis adalah terletak pada subjek yang akan diteliti (korporasi) dan objek 

                                                 
29

 Al Gifary, Muhammad. Tinjauan Perubahan Penegakan Hukum Pidana dalam 

UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara. KTTA thesis, Jakarta: 

Politeknik Keuangan Negara STAN,2022., hlm. xv. 
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atau modus tindak pidana yang dilakukan lebih spesifik mengarah pada faktur 

pajak fiktif. 

Ketujuh, Disertasi Abdul Bashir
30

 dengan judul “Ultimum Remedium 

dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian 

Kerugian Pada Pendapatan Negara”. Penelitian ini membahas penegakan hukum 

pidana yang mengedepankan asas ultimum remedium terhadap pelaku (wajib 

Pajak) korporasi dalam rangka restorative justice terhadap pendapatan negara, 

perbedaan penelitian ini dengan yang akan dikaji oleh penulis adalah pada delik 

pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut, penulis akan memfokuskan pada 

perbuatan melawan hukum yang sedang marak terjadi yaitu penyalahgunaan 

faktur pajak fiktif atau Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). 

E. Kerangka Teori 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan basis teori 

sebagai dasar untuk menganalisis secara sistematis permasalahan terkait 

penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pengguna 

faktur pajak fiktif dalam tindak pidana perpajakan. Teori yang digunakan sebagai 

alat bantu agar penelitian ini menjadi lebih terarah.  

Ada tiga tipe teori yang digunakan yaitu:  

1. Grand theory, menggunakan teori Penegakan Hukum, dengan teori ini 

peneliti akan menganalisis aturan perundang-undangan dan turunannya 

terkait Penegakan Hukum dalam kasus Faktur Pajak Fiktif 

                                                 
30
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2. Middle theory, menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, 

teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan pihak yang 

dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam 

tindak pidana perpajakan dalam studi putusan kasus yang akan diteliti  

3. Applied theory, menggunakan Teori Keadilan untuk menganalisis proses 

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap korporasi pengguna 

faktur pajak fiktif dalam tindak pidana perpajakan sesuai putusan PN 

Lhokseumawe 35/Pid.Sus /2022/PN.Lsm dan dibandingkan dengan 

putusan PN Jakarta Barat Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. 

1.  Teori Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
31

  

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit 

oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana 

merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, 

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara 

nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut 

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang 

dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk 
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menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno 

menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan 

bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-aturan, yaitu:  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di 

sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 

diancamkan.  

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut.
32

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toerekenbaarheid, criminal 

responbility, criminal liability. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan 

untuk menentukan apakah seseorang tersangka /terdakwa dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua 

macam doktrin, yaitu doktrin Strict Liability (tanggung jawab ketat atau tanggung 

jawab mutlak) dan doktrin Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti). 

Namun karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus 
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mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh 

Muladi
33

, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang 

dikenal dengan sebutan identification theory. 

1). Identification Theory (Teori Identifikasi) atau Direct Liability Doctrine).  

Doktrin pe irtanggungjawaban langsung atau doktrin ideintifikasi adalah 

salah satu teiori atau doktrin yang digunakan se ibagai salah satu justifikasi atau 

alasan peimbe inar untuk meine irapkan siste im peirtanggungjawaban pidana 

korporasi meiskipun korporasi bukanlah se isuatu yang dapat be irdiri se indiri. 

Me inurut doktrin ini, suatu korporasi dapat meilakukan tindak pidana seicara 

langsung me ilalui “peijabat seinior” se ihingga pe irbuatan teirse ibut dapat 

diideintifikasi seibagai pe irbuatan dan keiheindak dari peirusahaan atau korporasi itu 

se indiri. Dalam teiori ini, agar suatu korporasi dapat dibeibani peirtanggungjawaban 

se icara pidana maka orang yang me ilakukan tindak pidana atau keijahatan teirse ibut 

harus dapat diideintifikasi teirle ibih dahulu. Pe irtanggungjawaban pidana baru dapat 

be inar-be inar dibeibankan keipada korporasi apabila tindak pidana atau keijahatan 

yang dilakukan teirse ibut dilakukan oleih orang yang me irupakan “direicting mind” 

dan meirupakan peijabat seinior dari korporasi teirse ibut.  

2). Strict Liability atau Absolutei Liability (Peirtanggungjawaban Ke itat atau 

Pe irtanggungjawaban Mutlak).  

Pe irtanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keiharusan untuk 

meimbuktikan adanya ke isalahan dari pe ilaku. Hamzah Hatrik meinde ifinisikan 
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bahwa Strict Liability adalah peirtanggungjawaban tanpa keisalahan (liability 

without fault), yang dalam hal ini si peimbuat sudah dapat dipidana jika ia teilah 

meilakukan peirbuatan yang dilarang se ibagaimana teilah dirumuskan dalam 

undang-undang, tanpa meilihat leibih jauh sikap batin si peimbuat.  

Hanafi dalam bukunya yang be irjudul “Strict Liability dan Vicarious 

Liability dalam hukum Pidana” meine igaskan bahwa dalam peirbuatan pidana yang 

be irsifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau peinge itahuan dari peilaku 

(teirdakwa), sudah cukup meinuntut pe irtanggungjawaban pidana dari padanya. 

Jadi, tidak dipeirsoalkan adanya me ins re ia kareina unsur pokok Strict Liability 

adalah actus reius (pe irbuatan) seihingga yang harus dibuktikan adalah actus reius 

(pe irbuatan) bukan meins re ia (ke isalahan).  

3). Vicarious Liability Doctrinei atau Peirtanggungjawaban Pe ingganti  

Teiori ini se iring diartikan seibagai pe irtanggungjawaban pe ingganti 

(pe irtanggungjawaban meinurut hukum dimana seise iorang atas peirbuatan salah 

yang dilakukan oleih orang lain). Pada dasarnya, te iori ini diambil dari konseip 

hukum peirdata yang diteirapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya 

be irlaku dalam hukum peirdata yang me ingatur meinge inai pe irbuatan meilawan 

hukum (thei law of torts) beirdasarkan doctrine i of reisponde iat supe irior.  

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah peirbuatan yang dilakukan 

oleih dire iksi dan atau peigawai dari suatu korporasi, pada seitiap tingkatannya yang 

meinjalankan tugas dan fungsi se irta bisa dianggap be irtindak meiwakili korporasi, 

yang dapat meingakibatkan tanggungjawab pidana. Baik keipada korporasinya 
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maupun beirsama deingan pe igawainya se icara pribadi dapat diminta 

pe irtanggungjawaban pidana. 

3.  Teori Keadilan 

Ke iadilan (Geire ichtikeiit) adalah salah satu cita cita hukum yang se ilalu 

harus dicapai dalam peineigakan hukum se ihingga me inciptakan keipastian hukum 

dan kemanfaatan hukum. Ke iadilan pun juga me injadi salah satu konseip teirkait 

dimana dapat diartikan seibagai timbal balik dari apa yang te ilah dilakukan. baik itu 

pe irbuatan baik maupun peirbuatan buruk.
34

 Di dalam peineigakan hukum se indiri, 

ke iadilan masih meinjadi reilatif dan meimiliki banyak pandangan teirkait konseip 

ke iadilan yang dimana masih teirke isan sulit untuk dipahami kareina masing masing 

orang me imiliki kacamata yang be irbe ida te irkait konseip ke iadilan.  

Teiori Ke iadilan dalam Bahasa Inggris dise ibut theiory of justicei, atau dalam 

Bahasa Be ilanda dikeinal deingan the iorie i van re ichtvaadirgheiid. Aristote ileis dalam 

karyanya yang be irjudul E itika Nichomache ia meinje ilaskan peimikiran peimikirannya 

teintang ke iadilan. Bagi Aristote ileis, ke iutamaan, yaitu ke itaatan teirhadap hukum 

(hukum polis pada waktu itu, teirtulis dan tidak teirtulis) adalah keiadilan. Deingan 

kata lain keiadilan adalah keiutamaan dan ini beirsifat umum.  

Theio Huijbe irs me injeilaskan meinge inai ke iadilan meinurut Aristote ileis di 

samping ke iutamaan umum, juga ke iadilan se ibagai ke iutamaan moral khusus, yang 

be irkaitan deingan sikap manusia dalam bidang te irteintu, yaitu meine intukan 

hubungan baik antara orang-orang, dan ke ise iimbangan antara dua pihak. Ukuran 

ke ise iimbangan ini adalah keisamaan numeirik dan proporsional. Hal ini kareina 
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Aristote ile is meimahami keiadilan dalam pe inge irtian keisamaan. Dalam keisamaan 

numeirik, se itiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya se imua orang sama 

di hadapan hukum. Ke imudian keisamaan proporsional adalah meimbe irikan keipada 

se itiap orang apa yang me injadi haknya, se isuai ke imampuan dan preistasinya.
35

 

Se ilain itu Aristoteileis juga me imbeidakan antara keiadilan distributif deingan 

ke iadilan koreiktif.  

Ke iadilan distributivei meinurutnya adalah keiadilan yang be irlaku dalam 

hukum publik, yaitu be irfokus pada distribusi, honor keikayaan, dan barang-barang 

lain yang dipe iroleih ole ih anggota masyarakat. Ke imudian keiadilan koreiktif 

be irhubungan deingan pe imbe itulan seisuatu yang salah, meimbeirikan kompeinsasi 

ke ipada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pe ilaku keijahatan. 

Se ihingga dapat diseibutkan bahwa ganti rugi dan sanksi me irupakan keiadilan 

akoreiktif meinurut Aristoteile is. Te iori ke iadilan meinurut Arsitoteile is yang 

dikeimukakan oleih Theio Huijbe irs adalah se ibagai beirikut:
36

 

1)   Ke idilan dalam peimbagian jabatan dan harta beinda publik. Disini beirlaku 

ke isamaan ge iomeitris. Misalnya se iorang Bupati jabatannya dua kali leibih 

pe inting dibandingkan deingan Camat, maka Bupati harus meindapatkan 

ke ihormatan dua kali leibih banyak daripada Camat. Ke ipada yang sama pe inting 

dibeirikan yang sama, dan yang tidak sama pe inting dibeirikan yang tidak sama. 

2)  Ke iadilan dalam jual-be ili. Meinurutnya harga barang te irgantung ke idudukan dari 

para pihak. Ini seikarang tidak mungkin dite irima. 
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3) Ke iadilan se ibagai keisamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. 

Kalau se iorang me incuri, maka ia harus dihukum, tanpa meimpeidulikan 

ke idudukan orang yang be irsangkutan. Se ikarang, kalau peijabat teirbukti seicara 

sah meilakukan korupsi, maka peijabat itu harus dihukum tidak peiduli bahwa ia 

adalah peijabat. 

4) Ke iadilan dalam bidang pe inafsiran hukum. Kare ina Undang-Undang itu be irsifat 

umum, tidak meiliputi se imua peirsoalan konkre it, maka hakim harus 

meinafsirkannya se iolah-olah ia seindiri teirlibat dalam peiristiwa konkreit 

teirse ibut. Me inurut Aristote ile is, hakim teirse ibut harus meimiliki eipikeiia, yaitu 

“suatu rasa teintang apa yang pantas”. 

Thomas Aquinas me inge imukakan keiadilan de ingan me imbe idakan keiadilan 

meinjadi 2 (dua) keilompok, yaitu ke iadilan umum (justitia geineiralis) dan ke iadilan 

khusus. Ke iadilan umum adalah keiadilan meinurut ke iheindak undang-undang, yang 

harus ditunaikan deimi keipeintingan umum, seidangkan ke iadilan khusus adalah 

ke iadilan atas dasar keisamaan atau proporsionalitas.  

Ke iadilan khusus dibe idakan meinjadi 3 (tiga) jeinis, yaitu:
37

   

1)   Ke iadilan distributif (justitia distributiva) yaitu ke iadilan yang se icara 

proporsional diteirapkan dalam lapangan hukum publik seicara umum. Seibagai 

contoh, neigara hanya akan meingangkat se ise iorang me injadi hakim, apabila 

orang itu meimiliki keicakapan untuk meinjadi hakim;  

 2)   Ke iadilan komutatif adalah keiadilan yang me impeirsamakan antara preistasi dan           

kontrapreistasi;  

                                                 
37
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3)   Ke iadilan vindikatif adalah keiadilan dalam hal meinjatuhkan hukuman atau 

ganti ke irugian dalam tindak pidana. Se iorang dianggap adil apabila ia 

dipidana badan atau deinda seisuai deingan beisarnya hukuman yang te ilah 

diteintukan atas tindak pidana yang dilakukannya.  

Notohamidjojo meinge imukakan jeinis ke iadilan antara lain yaitu, ke iadilan 

kre iatif (justitia creiativa) dan keiadilan proteiktif (justitia proteictiva). Ke iadilan 

kre iatif adalah keiadilan yang meimbe irikan keipada seitiap orang untuk beibas 

meinciptakan seisuatu seisuai de ingan daya kre iatifitasnya, se idangkan ke iadilan 

proteiktif adalah keiadilan yang me imbe irikan peingayoman keipada se itiap orang, 

yaitu pe irlindungan yang dipe irlukan dalam masyarakat.  

Roscoe i Pound, salah se iorang pe inganut Sociological Jurisprudeince i 

berpandangan bahwa keiadilan dapat dilaksanakan deingan hukum atau tanpa 

hukum. Ke iadilan tanpa hukum dilaksanakan se isuai deingan ke iinginan  atau  intuisi  

se ise iorang yang di dalam meingambil ke iputusan meimpunyai ruang lingkup 

diskre isi yang luas se irta tidak ada keiteirikatan pada peirangkat aturan teirteintu.
38

 

Ke iadilan beirasal dari kata adil, yang be irarti tidak se iwe inang-we inang, tidak 

meimihak, tidak beirat seibeilah. Ke iadilan se itidaknya dapat dibeidakan meinjadi tiga 

jeinis yaitu keiadilan umum atau keiadilan leigal, ke iadilan khusus, seirta aeiquitas. 

Ke iadilan leigal adalah keiadilan meinurut undang-undang, yang harus ditunaikan 

de imi keipe intingan umum
39

, seikaligus pada saat yang be irsamaan tidak 

meingorbankan manusia se ibagai individu. Ke iadilan khusus adalah keiadilan atas 
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dasar keisamaan atau proporsionalitas. Seidangkan aeiquitas adalah keiadilan yang 

be irlaku umum, obye iktif dan tidak meimpeirhitungkan situasi daripada orang-orang 

yang be irsangkutan.
40

 

 

F. METODE PENELITIAN 

Bakhe ir dan Zubaiir meimbeiri ikan pandangan te intang deifi ini isi i peine iliitiian 

“Pe ineili itiian pada dasarnya adalah upaya me irumuskan masalah, me ingajukan 

pe irtanyaan peirtanyaan teirse ibut, deingan meine imukan fakta dan me imbeiriikan 

i inteirpre itasii yang be inar. Namun se icara leibi ih di inamiis, pe ine iliitiian me imiiliiki i fungsi i 

dan tujuan iinve inti if, yai itu teirus me ine irus meimpe irbaharuii ke isi impulan dan teiori i 

yang te ilah diiteiri ima beirdasarkan fakta dan ke isi impulan yang te ilah di iteimukan”.
41

  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jeini is peine iliitiian yang di igunakan untuk meingkaji i dan meinganaliisi is 

pe irsoalan hukum dalam pe ineili itiian iini i adalah yuri idi is normatiif. Pe ine ili itiian iini i 

be irfokus pada norma konse ip, teiori i, asas, se irta pe iraturan dan peineili itiian i ini i 

meime irlukan bahan Pustaka atau bahan se ikundeir se ibagai i objeik kajiian utama 

teirkai it peirmasalahan yang di ite iliitii agar peineili itii meimeiri iksa ada tiidaknya 

konsi iste insi i dan keise isuai ian antara suatu pe iraturan dan konstiitusi i atau dii antara 

hukum dan peiraturan, seirta kaiitannya de ingan pe ine irapan dalam prakteik.   

Pe ine iliitiian iinii beirsiifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan 
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atau fakta yang ada dikaitkan dengan norma atau ketentuan yang berlaku guna 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dalam penegakan hukum terhadap korporasi pengguna faktur pajak 

fiktif dalam tindak pidana perpajakan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pe ini iliitiian i inii di ilakukan meilalui i  tiga peinde ikatan yai itu: 

1) Pe inde ikatan peirundangan undangan (statute i approach) deingan 

meinganali isi is beibe irapa peiraturan yang ada kai itannya de ingan Penegakan 

hukum terhadap korporasi penggunan faktur pajak fiktif dalam tindak 

pidana perpajakan.  

2) Pe inde ikatan konseiptual (conceiptual approach) se ibagai i sarana untuk 

meine imukan suatu gagasan, i idei maupun peimi ikiiran yang nanti inya 

meilahiirkan se ibuah konse ip, pe inge irti ian, dan be irbagai i asas hukum yang 

re ileivan, se ibagai i sandaran dalam meingkontruksi i argume intasii hukum  

3) Pe inde ikatan kasus (casei approach) deingan meingkaji i putusan Peingadi ilan 

Ne ige iri i Lhokse iumawe i No.35/Pi id.Sus/2022/PN.Lsm dan se ibagai i 

pe imbandiing de ingan meinggunakan Pe ingadi ilan Neige ira Jakarta Barat 

Nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN.JktBrt. 

 

3. Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, 
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pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-

buku dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.  

Sumber data peine iliiti ian iini i terdiri data data primer yang di idapatkan 

meilaluii wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam penegakan hukum 

tindak pidana perpajakan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya melalui studii keipustakaan (liibrary reiseiarch) seperti (buku-buku 

teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan lain 

sebagainya) yang dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun internet. Pe ineili itiian 

i inii be irtujuan untuk meindapatkan konseip konse ip, te iori i-te iori i dan i informasii se irta 

pe imiiki iran konseiptual darii peineili itiian peindahulu baiik beirupa peiraturan peirundang-

undangan dan karya i ilmiiah laiinnya. Data se ikunde ir teirdi irii darii :  

a. Bahan Hukum Pri ime ir  

Yai itu bahan-bahan hukum yang di ipe iroleih dari i Pe iraturan Peirundang-

Undangan yang be irkai itan deingan obje ik pe ineili itiian, yai itu:  

1)  Undang-Undang Dasar (UUD) Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 

2)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Teintang Keiteintuan dan Tata Cara 

Peirpajakan 

3)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Teintang Harmoniisasii Peiraturan 

Peirpajakan 

4)   Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Teintang Pajak Peirtambahan Niilaii 

5)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 teintang Peirseiroan Teirbatas  

6)  Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP)  

7)  Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana (KUHAP) 

8)  Peiraturan Meinteirii Keiuangan Nomor 177/PMK.03/2022 teintang Tata Cara 

Peimeiriiksaan Buktii Peirmulaan Tiindak Piidana dii Biidang Peirpajakan 
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9)  Peiraturan Diireiktur Jeindeiral Pajak(DJP) No. PEiR-16/PJ/2018 Teintang 

Peirubahan atas PEiR-19/PJ/2017 Teintang Peirlakuan teirhadap Peineirbiitan 

dan/atau Peinggunaan Faktur Pajak tiidak Sah oleih Wajiib Pajak  

10)  Peiraturan Jaksa Agung Reipubliik Iindoneisiia Nomor PEiR-028/AJA/10/2014 

Teintang Peidoman Peinanganan Peirkara Piidana Deingan Subjeik Hukum 

Korporasii  

11)  Peiraturan Mahkamah Agung (PEiRMA) RIi No. 13 Tahun 2016 Teintang 

Tata Cara Peinanganan Peirkara Tiindak Piidana Oleih Korporasii 

12)  Surat Eidaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 teintang Peineirapan 

Beibeirapa Keiteintuan dalam Peinanganan Tiindak Piidana dii Biidang 

Peirpajakan 

13) Putusan Peingadiilan Neigeirii Lhokseiumawei Nomor 35/Piid.Sus/2022/ 

PN.Lsm 

b. Bahan Hukum Se ikundeir,  

Bahan hukum yang e irat hubungannya de ingan bahan hukum pri ime ir yang 

dapat meimbantu meinganali isi is dan meimahamii bahan hukum priime ir, yai itu 

be iriisi ikan putusan peirkara nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN Jkt.Brt se ibagai i 

pe imbandiing se irta buku dan karya i ilmiiah yang be irkai itan deingan pe ine iliitiian pada 

pe inuliisan hukum iini i.  

c. Bahan Hukum Te irsi ie ir,  

Bahan hukum peinunjang yang me imbeiri ikan iinformasii meinge inai i bahan 

hukum pri imeir dan bahan hukum seikunde ir, se ipe irtii kamus be isar Bahasa Iindone isi ia, 

jurnal meinge inaii pe irtanggungjawaban piidana korporasii, jurnal meinge inai i tiindak 

pi idana peirpajakan, artiikeil meinge inai i pajak dan iinformasii yang di i dapatkan dari i 

i inteirne it.  

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Pe ingumpulan data pada pe ine iliitiian iini i meinggunakan teikni ik studi i 

dokumeinte ir be irupa buku-buku, tuli isan-tuliisan para ahlii hukum artiinya data yang 

di ipeirole ih meilaluii pe ineilusuran keipustakaan baiik se icara dariing maupun luriing 

yang di itabulasii ke imudi ian diisi iste imatiisasi ikan de ingan me imiili ih pe irangkat-pe irangkat 

hukum yang re ile ivan de ingan objeik pe ineiliiti ian. Dalam penelitian ini juga akan 

dilakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai bahan analisis untuk 

memberikan gambaran yang jelas praktik penegakan hukum dalam tindak pidana 

perpajakan khususnya delik Faktur Pajak fiktif yang dilakukan oleh korporasi 

pengguna faktur pajak. 

5. Analisa Data 

Pe ingurai ian data seipe irtii bahan hukum priimeir dan seikunde ir akan diianaliisi is 

meinggunakan meitode i yuri idi is kuali itatiif, yai itu peineili itiian iini i beirtiiti ik tolak 

pe iraturan peirundang-undangan se ibagai i hukum posi itiif yang ke imudi ian diianaliisi is 

se icara kualiitatiif se irta tanpa meinggunakan statiisti ik dan mateimatiik.  

De ingan i ini i, pe ineili itii meinganali isi is data yang di ipe irole ih meinge inai i:  

a. Peirtanggungjawaban piidana korporasii se ibagai i peingguna faktur pajak fiikti if 

dalam tiindak piidana peirpajakan, beserta peine irapan sanksii yang di ilakukan 

oleih pe ineigak hukum dalam peinye ile isai ian tiindak piidana korporasii dii bi idang 

pe irpajakan beirdasarkan putusan Peingadi ilan Neige iri i Lhokse iumawe i 

No.35/Pi id.Sus/2022/PN.Lsm dan se ibagai i peimbandiing de ingan me inggunakan 

Pe ingadi ilan Ne ige iri Jakarta Barat Nomor 334/Pi id.Sus/2020/PN.JktBrt. 

b.  Upaya Penanganan dan Pe ine igakan Hukum dalam Ti indak Pi idana Peirpajakan 

teirkai it penyalahgunaan faktur pajak. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERPAJAKAN, PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA KORPORASI DAN PENEGAKAN HUKUM 

 

A. Tinjauan Umum Perpajakan 

De lifinisi pajak dalam Ulndang-u lndang nomor 16 Tahuln 2009 yang 

melirulpakan pelirulbahan kelie limpat dari Ulndang ulndang Nomor 6 tahuln 1983 te lintang 

Ke lite lintulan Ulmulm dan Tata Cara Pelirpajakan, Pasal 1 ayat 1 me linyatakan bahwa 

pajak adalah kontribulsi Wajib Pajak kelipada Neligara yang te lirultang ole lih Orang 

Pribadi ataul Badan yang be lirsifat me limaksa belirdasarkan Ulndang-Ulndang, de lingan 

tidak melindapatkan imbalan selicara langsulng dan di gulnakan ulntulk ke lipe lirlulan 

ne ligara bagi se libe lisar-be lisarnya ke limakmulran rakyat.
42

  

Be lirdasarkan delifi iniisi i di i atas, telirdapat be libelirapa ulnsulr darii pe linge lirti ian 

pajak, yai itul: 

a. Kontri ibu lsi i waji ib darii masyarakat kelipada neligara 

b. Pe limulngultannnya be lirdasarkan Ulndang-Ulndang dan atulran pe lilaksanaannya 

se lihi ingga sanksi inya te ligas dan bi isa di ipaksakan 

c. Tanpa kontra prelistasi i se licara langsulng yang dapat diitulnjulk 

d. Di ipulngu lt ole lih pe limeliri intah telirhadap sulbjelik pajak (Orang pri ibadii, Badan) 

e li. Di igulnakan ulntulk melimbiiayai i pe lilaksanaan pelimeliri intahan delimii ke limakmulran 

masyarakat. 

Pe liranan pajak dalam pelimbangu lnan nasi ional, melinulrult Si itii Re lismi i

43
 

melimi iliiki i dula fulngsi i yai itul Fulngsi i Anggaran (Buldge litaiir) dan Fulngsi i Me lingatulr 

(Religulle lire lid) 

                                                 
42

 Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Andi Publisher, 2010., hlm.1.   
43

 Resmi,Siti. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi Ketujuh. Jakarta, Salemba 

Empat, 2019., hlm.3. 
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a)   Fulngsi i Anggaran  

Fulngsi i pajak se libagai i anggaran, arti inya pajak selibagai i salah satul sulmbe lir 

bagi i pe limeliri intah ulntulk melimbiiayai i pe linge lilularan – pelinge lilularannya. 

b)   Fulngsi i Me lingatulr 

Fulngsi i pajak se libagai i melingatulr, arti inya pajak diigu lnakan se libagai i alat ulntulk 

melingatulr ataul me lilaksanakan kelibi ijakan pe limeliri intah dalam biidang sosi ial 

dan elikonomii, contoh pajak yang tiinggi i diike linakan telirhadap miinulman 

ke liras dan barang me liwah ulntulk me lingulrangi i ti ingkat konsulmsi i masyarakat. 

Pe limulngultan pajak adalah sulatul rangkai ian keligi iatan mullaii dari i 

pe linghi impulnan data objelik dan sulbje lik Pajak, pelinelintulan belisarnya pajak yang 

telirultang sampaii ke ligi iatan pelinagi ihan pajak ke lipada Wajiib Pajak selirta pelingawasan 

pe linye litorannya.
44

 Di i Iindone lisi ia me linge linal tiiga si istelim pe limulngultan pajak yai itul:
45

 

a. Offiiciial Asselissmelint Systelim, yaiitul siistelim pelimulngultan pajak yang melimbelirii 

weliwelinang kelipada pelimeliriintah (fiiskuls) ulntulkmelinelintulkan belisarnya pajak 

telirultang olelih Wajiib Pajak. 

b. Selilf Asselissmelint Systelim, yaiitul siistelim pelimulngultan pajak yang melimbelirii 

weliwelinang selipelinulhnya kelipada wajiib pak ulntulk melinghiitulng, 

melimpelirhiitulngkan, melimbayar, dan melilaporkan selindiirii belisarnya pajak 

telirultang. 

c. Wiith Holdiing Systelim, yaiitul sulatul siistelim pelimulngultan yang melimbelirii 

weliwelinang kelipada piihak kelitiiga ulntulk melinelintulkan belisarnya pajak yang 

telirultang.  

                                                 
44

 Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. 
45

 Pudyatmoko, Y.S, Pengantar Hukum Pajak -Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset, 

2006., hlm.7. 
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Asas pe limulngultan pajak melirulpakan sulatul asas ulntulk me lincapaii tuljulan 

pe limulngultan pajak, yang me lirulpakan  pelidoman yang di igulnakan ole lih pelime liriintah 

saat melimbulat peliratulran ataul melilakulkan pe limulngultan pajak, melinulrult Adam Smi ith 

dalam bulkulnya We lialth of Nati ions de lingan teliori inya The li Foulrth Maxi ims, asas 

pe limulngultan pajak se libagaii be liri ikult:
46

 

a. Asas E liqulali ity and Eliquli ity 

Asas E liqulali ity ataul kelisamaan, artiinya ke liadaaan yang sama ataul orang yang 

dalam keliadaan yang sama haru ls diike linakan pajak yang sama (non 

di iscri imi inatiion), Eliquli ity, artiinya ke liadiilan ataul kelipatultan, eliquliity dalam 

hulkulm melinulrult Si ir Paull Vi inogradov adalah selibagai i i iuls adjulvandi i (ulntulk 

melinye lisulai ikan hulkulm), iiuls Sulpplelindi i (ulntulk melinambah hulkulm) dan iiuls 

corri ie ligelindi i (ulntulk melingore liksi i hulkulm). 

b. Asas Ce lirtai inty 

Asas Ce lirtai inty ataul Ke lipasti ian, diimana se limula pulngultan pajak haruls 

be lirdasarkan ulndang-ulndang se lihi ingga yang me lilanggar ke lite lintulan telirse libult 

akan diike linakan sanksii. 

c. Asas Conve lini ie linceli of Paymelint 

Asas i ini i dapat diiariikan se libagai i asas yang te lipat waktul ataul asas 

ke lise linangan, belirdasarkan asas iini i maka pajak haruls di ipulngult pada waktul 

yang te lipat bagi i wajiib pajak, miisalnya saat wajiib pajak melineliri ima 

pe linghasi ilan. 

d. Asas E liconomi ic of Collelictiion (Asas E lifi isi ielinsi i  ataul Asas E likonomi i) 
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 Soemitro, Rocmat dan D.K Sugiharti. Asas dan Dasar Perpajakan 1 Cetakan Kedua. 

Bandung, Refika Aditama, 2010., hlm. 14. 
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Bi iaya pe limulngultan pajak haruls di iulsahakan se lihe limat mulngki in se lihi ingga 

jangan sampaii telirjadii biiaya pe limulngultan pajak lelibi ih be lisar darii hasiil 

pe limulngultan. 

Pe linggolongan pajak melimi iliiki i banyak kri ite liri ia se libagai i dasar 

pe linge lilompokkannya, namuln se licara gariis be lisar belirdasarkan kriite liriia keliwe linangan 

dalam pelimulngultannya maka pajak diigolongkan se libagai i be liri ikult:
47

 

a. Pajak Pulsat (Pajak Neligara) 

Pajak iinii di ipulngult olelih pe limeliri intah pulsat se lihiingga hasi ilnya masulk keli Kas 

Ne ligara, dasarnya Ulndang-Ulndang dan Pe liratulran Pe lilaksanaannya. 

Pe linge lilolanya adalah Diire liktorat Jelindeliral Pajak dan Diire liktorat Jelindeliral Be lia 

Culkaii dan di ipulngult de lingan si iste lim pelimulngultan Se lilf Asse lissme lint Systelim dan 

Wi ith Holdi ing Syste lim. Adapuln je lini is pajak yang di ike lilolanya adalah; Pajak 

Pe linghasi ilan (PPh), Pajak Pe lirtambahan Ni ilaii dan Pajak Pelinjulalan atas 

Barang Me liwah (PPN &PPnBM), Be lia Matelirai i (BM), Fi iskal Lu lar Ne lige liri i, 

Pajak Elikspor Iimpor dan lai in-laiin. 

b. Pajak Daelirah 

Pajak iinii di ipulngult ole lih Pelime liriintah Dae lirah (Propiinsi i,Kabulpate lin/Kota) 

se lihi ingga hasi ilnya masulk ke li Kas Dae lirah. Dasarnya adalah Ulndang-Ulndang 

dan Pe lilaksanaannya di iatulr dalam Peliratulran Dae lirah, pelinge lilolaannya ole lih 

Di inas Pe lindapatan Daelirah, de lingan si iste lim pelimulngultan Offi iciial Asse lissme lint 

Systelim dan Wi ithholdi ing Systelim. 
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 Susyanti,Jeni dan Ahmad Dahlan. Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. Malang, 

Empat Dua Media, 2015., hlm. 2-3. 
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Sulbje lik Pajak adalah sulbjelik hulkulm yang olelih ulndang-ulndang pajak diibe liri i 

ke liwajiiban pe lirpajakan, belirdasarkan atulran pe lirpajakan
48

 yang me linjadi i sulbje lik 

pajak adalah: 

a. Orang Pri ibadi i 

b. Wari isan yang be lilulm telirbagi i se libagai i satul ke lisatulan melingganti ikan yang be lirhak. 

c. Badan, dan 

d. Be lintulk Ulsaha Te litap. 

Obje lik Pajak melimi iliiki i banyak ragamnya, se ligala se lisulatul yang ada dalam 

masyarakat dapat diijadiikan sasaran ataul objelik pajak, baiik keliadaan, pelirbulatan 

maulpuln pe liri istiiwa
49

. Pada u lmulmnya pe liri isti iwa telirse libult adalah peliri isti iwa pe lirdata 

yang te lirkaiit de lingan hulkulm dan/ataul hulbulngan hulkulm antara selisama sulbjelik 

hulkulm ataul antara sulbjelik hulkulm de lingan obje lik yang te lirkaiit pe linge linaan pajak 

be lirdasarkan peliratulran pelirulndang-ulndangan pe lirpajakanyang be lirlakul. 

Waji ib Pajak
50

 adalah orang priibadi i ataul badan, meliliipultii pe limbayar pajak, 

pe limotong pajak, dan pelimulngult pajak yang me limpulnyai i hak dan keliwajiiban 

pe lirpajakan selisulaii de lingan ke litelintulan peliratulran pelirulndang-ulndangan pe lirpajakan. 

Se libagai i wajiib pajak, selise liorang me limiiliiki i hak dan keliwajiiban yang haruls di ipe linulhi i. 

Hak dan ke liwaji iban iini ilah yang di ili indu lngi i ole lih pe limeliri intah melilalulii ulndang-

ulndang.  

a. Ke liwaji iban Wajiib Pajak 

Pe limelinulhan keliwaji iban pelirpajakan olelih wajiib pajak haruls di ilaksanakan 

de lingan be linar, kare lina jiika ti idak maka akan me liniimbullkan konse likulelinsi i pe linjatulhan 
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 Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang 

telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 un 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan Pasal 2. 
49

 Soemitro, Rahmat. Asas dan Dasar Perpajakan 1, op.cit., hlm.99. 
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 Indonesia, Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1. 
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sanksi i pelirpajakan baiik selicara admiiniistrasi i maulpuln piidana. Ke liwajiiban wajiib 

pajak yang haruls di ilaksanakan antara laiin:
51

 

1)  Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi 

persyaratan.  

2)  Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan 

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak.  

3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang 

rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain 

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.  

7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan 

melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.   

 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen  yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 
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yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang 

terutang pajak, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 

yang  dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 

memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.   

b.  Hak-hak Wajiib Pajak  

1) Melilaporkan belibelirapa masa pajak dalam 1 (satul) Sulrat Pelimbeliriitahulan Masa.  

2) Melingajulkan sulrat kelibeliratan dan bandiing bagii Wajiib Pajak delingan kriiteliriia    

telirtelintul. 

3)  Melimpelirpanjang jangka waktul pelinyampaiian Sulrat Pelimbeliriitahulan tahulnan 

Pajak Pelinghasiilan ulntulk paliing lama 2 (dula) bullan delingan cara 

melinyampai ikan pelimbeliri itahulan se licara telirtulliis ataul delingan cara laiin ke lipada 

Di ire liktorat Jelindeliral Pajak. 

4) Me limbelitullkan Sulrat Pelimbe liriitahulan yang te lilah diisampaiikan delingan 

melinyampai ikan selicara telirtulliis, de lingan syarat Di ire liktorat Jelinde liral Pajak 

be lilulm melilakulkan tiindakan pelime liriiksaan.  

5) Me lingajulkan pe lirmohonan pelinge limbali ian ke lilelibi ihan pelimbayaran pajak.  

6) Me lingajulkan ke libeliratan kelipada Diire liktulr Jelinde liral Pajak atas sulatul:  

a) Sulrat kelitelitapan pajak kulrang bayar,  

b) Sulrat kelite litapan pajak kulrang bayar tambahan, 

c) Sulrat kelitelitapan pajak niihiil,  

d) Sulrat kelite litapan pajak lelibiih bayar, 

e li) Pelimotongan ataul pelimulngultan pajak olelih piihak kelitiiga be lirdasarkan 

ke litelintulan peliratularan pelirulndang-u lndangan pe lirpajakan.  

7) Me lingajulkan pelirmohonan bandiing ke lipada badan peliradi ilan pajak atas sulrat 

ke lipultulsan ke libe liratan.  

8) Me linulnjulk se liorang ku lasa de lingan sulrat kulasa khulsuls ulntulk me linjalankan hak 

dan melimelinulhii ke liwajiiban selisulai i delingan kelite lintulan peliratulran pelirulndang-

ulndangan pe lirpajakan.  
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Faktu lr Pajak adalah bulkti i pulngu ltan pajak yang di ibulat olelih Pe lingulsaha 

Ke lina Pajak (PKP) atas pelinye lirahan Barang Ke lina Pajak (BKP) dan/atau l Jasa Ke lina 

Pajak (JKP) Pajak Pe lirtambahan Niilaii (PPN).
52

 Pe lingulsaha Ke lina Pajak (PKP) 

wajiib me limbulat faktulr pajak ulntulk se litiiap pe linye lirahan Barang Ke lina Pajak ataul Jasa 

Pajak maulpuln elikspor Barang Ke lina Pajak tiidak be lirwuljuld ataul Jasa Ke lina Pajak.
53

 

Pe line lirbiitan faktulr pajak melirulpakan bagi ian pelinti ing dari i proselidulr 

pe limulngultan PPN namuln dalam prakti iknya pe lingi isi ian dalam faktulr pajak 

se liri ingkali i di itelimulkan keliti idakselisulai ian de lingan ke liadaan se libe linarnya me liski ipuln te lilah 

di ilakulkan se licara elileliktroniik. Faktulr yang pe linelirbi itannya ti idak se lisulai i de lingan fakta 

yang se libe linarnya dan/ataul di ibulat olelih pe lingulsaha ke lina pajak yang ti idak 

di ikulkulhkan olelih ulndang-ulndang me lirulpakan faktulr pajak yang ti idak sah ataul 

Faktulr pajak fiikti if.  

Hulkulm Pajak di ise libult julga hulkulm fi iskal adalah kelise lilulrulhan dari i 

pe liratulran-pe liratulran yang me liliipultii we liwe linang ataul hak pelime liriintah ulntulk 

melingambi il ke likayaan se lise liorang dan an melimbe liriikannya ke limbalii ke li masyarakat 

melilaluli i kas neligara, se lihi ingga hulkulm pajak bagi ian darii hulkulm pu lbliik yang 

melingatulr hu lbulngan hulkulm antara ne ligara dan orang-orang ataul badan-badan 

hulkulm yang be lirke liwaji iban melimbayar pajak
54

 

Hulkulm pajak se libagai i dasar yulri idi is bagi i pe lineligak hulkulm pajak dalam 

melinggulnakan we liwe linang dan ke liwaji ibannya ulntulk me lineligakkan hulkulm pajak, 

bagi i wajiib pajak melirulpakan pelidoman dalam melilaksanakan keliwajiiban dan 
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melinggulnakan hak dalam rangka melimpe lirolelih pelirli indulngan hulkulm selibagai i 

konse likule linsi i darii pe lineligakan hulkulm pajak. 

Hulkulm pajak berdasarkan kriteria fungsi hukum dapat diibelidakan melinjadii 

2 (dula) bagi ian
55

, yai itul: 

a. Hulkulm Pajak Mate liriii il,  

Hulkulm Pajak yang me lingatulr te lintang norma yang me linjelilaskan ke liadaan, 

pe lirbulatan ataul pe liriisti iwa hulkulm yang di ikelinakan pajak, siiapa saja yang haruls 

di ikelinakan pajak, belisaran pajak dan laiin-lai in, delingan kata laiin hulkulm yang 

melingatulr se ligala se lisulatul melinge linai i tiimbullnya, hapulsnya dan belisarnya ultang 

pajak, pola hulbulngan anti ira pelimeliri intah delingan waji ib pajak.  

b. Hulkulm Pajak Formi il 

Hulkulm Pajak Formi il ataul diise libu lt julga hulkulm acara
56

 adalah peliratulran 

melinge linai i cara ulntulk melinjalankan hulku lm mateliri iiil pelirpajakan melinjadii sulatul 

ke linyataan, melimulat cara pelinye lile linggaraan melinge linai i sulatul pe line litapan ultang pajak, 

ke lindalii pelimeliri intah atas pelinye lile linggaraan, ke liwajiiban dan hak wajiib pajak selirta 

pi ihak kelitiiga dan prose lidulr pe limulngultan. Hulkulm pajak formiil be lirtuljulan 

melili indulngi i fi iskuls dan waji ib pajak. 

Ulndang-ulndang pe lirpajakan dii Iindone lisi ia melinge linal dula jelini is sanksi i, 

be lirulpa sanksii pi idana dan admiini istrasi i. Ancaman telirhadap pelilanggaran sulatul 

norma pelirpajakan ada yang di iancam delingan sanksi i admiini istrasii saja, ada yang 

di iancam delingan sanksi i pi idana saja, dan ada pulla yang di iancam delingan sanksi i 

admiini istrasii dan sanksi i pi idana. 
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a. Sanksi i admiini istrasii me lirulpakan pelimbayaran ke lirulgi ian ne ligara, khulsulsnya 

yang be lirulpa de linda, bulnga, dan ke linaiikan.  

b. Sanksi i pi idana iialah sanksi i belirulpa si iksaan ataul pe lindeliri itaan, melirulpakan 

sulatul alat telirakhi ir ataul be linteling hulkulm yang di igulnakan fiiskuls agar norma 

pe lirpajakan diipatulhi i. 

Sanksi i piidana diike linakan apabiila telirdapat pe lilanggaran be lirat ataul ke lijahatan 

yang be lirdampak telirhadap tiimbullnya ke liru lgi ian pada pelindapatan neligara baiik ada 

ulnsulr ke lise lingajaan maulpuln tanpa ulnsulr ke lise lingajaan. Pelilanggaran dan kelijahatan 

telirse libult dapat belirulpa ke litiidakbelinaran data, pe linye limbulnyi ian data, pelimalsulan data 

hi ingga ti idak melinye litorkan pajak. Sanksi i pi idana adalah langkah telirakhi ir 

pe limeliri intah selibagai i ulpaya pe line ligakan ke lipatulhan melimbayar pajak. 

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  

Pe linge lirti ian Korporasi i, dalam Black‟s Law Di icti ionary adalah selibagai i 

be liriikult:
57

 

“Corporati ion. An arti ifi iciial pe lirson or le ligal e lintiity cre liatelid by or ulnde lir the li 

aulthori ity of theli laws of a state li or natiion, compose lid, i in some li rare li 

i instancelis, of a si ingleli pe lirson and hi is sulcce lissors, be lii ing the li iinculmbe lints of a 

parti icullar offi iceli, bu lt ordi inari ily consi istiing of an associ iati ion of nulme lirou ls 

i indiivi idulals”. (Korporasi i. Orang yang (se limul) ataul badan hulkulm yang 

di ibulat olelih ataul di i bawah kelikulasaan hulkulm sulatul ne ligara ataul bangsa, 

yang telirdi iri i, dalam belibe lirapa kasuls langka, darii satul orang dan para 

pe linelirulsnya, kare lina para pelimi impiin i indulstri i kantor telirte lintul, te litapii bi iasanya 

telirdi iri i darii se libulah asosiiasi i be lirbagai i iindi ivi idul). 

Korporasi i me lirulpakan i isti ilah yang bi iasa di igulnakan ole lih ahlii hulkulm pi idana 

dan kriimiinologi i ulntulk melinye libult apa yang dalam biidang hulkulm pelirdata selibagai i 
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badan hulkulm. Badan hulkulm dalam bahasa Be lilanda diise libult re licht pelirsoon ataul 

dalam Bahasa Iinggri is di ise libult leligal pe lirson ataul leligal body.
58

 

Korporasi i menurut Moenaf H. Regar adalah badan ulsaha (baiik yang 

be lirbadan hulkulm maulpuln yang ti idak belirbadan hulkulm) yang ke libe liradaannya dan 

statulsnya di isamakan delingan manulsi ia (orang) tanpa melili ihat belintulk 

organi isasi inya.
59

 Me linulrult Sultan Relimi i Sjahde liiini i pelinge lirti ian korporasii dalam arti i 

se limpiit adalah selibagai i badan hulkulm, korporasi i melirulpakan fiigulr hu lkulm yang 

e liksi istelinsi i dan keliwe linangannya ulntulk dapat ataul belirwe linang me lilalulii pelirbulatan 

hulkulm diiaku lii olelih hulkulm pelirdata. Pelinge lirti ian korporasii selicara lulas selibagai i 

pe linge lirti ian korporasii dalam hulkulm pi idana, korporasi i meliliipulti i baiik badan hulkulm 

maulpuln bulkan badan hulkulm.
60

 

Pe lirtanggulngjawaban pi idana dalam bahasa asing di ise libu lt se libagai i 

toelire like linbaarhe liiid, cri imi inal re lisponbi iliity, criimi inal li iabiili ity. Bahwa 

pe lirtanggulngjawaban pi idana diituljulkan ulntulk meline lintulkan apakah selise liorang 

telirsangka /te lirdakwa di ipelirtanggulngjawabkan atas sulatul ti indak pi idana yang te lirjadi i 

ataul tiidak. 

Iilmul hulkulm pi idana selicara ulmulm melinyatakan bahwa pelirtanggulngjawaban 

telirhadap su latul tiindak piidana adalah sulatul prose lis di ilanjultkan celilaan 

(velirwi ijtbaarhe liiid) yang obye likti if telirhapad pe lirbulatan yang di inyakan se libagai i tiindak 

pi idana olelih hulkulm piidana dan ipelilakul me lirulpakan sulbjelik hulkulm yang di ianggap 
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melime linulhii pe lirsyaratan ulntulk diijatulhi i pi idana. Beliri ikult pelindapat ahlii telirkai it 

pe lirtanggulngjawaaban piidana “teliore like linbaarhe lii id”, selibagai i be liriikult: 

Moe lilyatno melinyatakan;
61

 

“Bahwa ajaran Kontorwi ieliz, antara pelirbulatan piidana dan 

pe lirtanggulngjawaban piidana dalam hulkulm piidana, ada hulbu lngan e lirat 

se lipe lirtii halnya de lingan pe lirbulatan dan orang yanag me lilakulkan pelirbulatan, 

pe lirbulatan piidana barul, me limpulnyai i artii kalaul di isampiingnya adalah 

pe lirtanggulngjawaban, se libaliiknya tiidak mulngki in ada pelirtanggulngjawaban, 

jiika tiidak ada pelirbulatan piidana. Ke lisalahan adalah ulnsulr bahkan syarat 

multlak bagi i adanya pe lirtanggulngjawbaan be lirulpa pelinge linaan piidana.”  

Pe limbahasan melinge linai i pe lirtanggulngjawaban piidana se litiidaknya dula aliiaran 

yang se lilama i inii di ianult, yai itul aliiran i inde litelirmi ini isme li dan ali iran delitelirmi ini isme li. 

Ke lidula ali iran telirse libult me limbiicarakan hulbu lngan atara ke libelibasan ke lihelindak de lingan 

ada ataul ti idaknya ke lisalahan, selibagai i be liri ikultnya;
62

 

a. Kaulm i inde lite lirmi ini isme li, yang pada dasarnya be lirpe lindapat bahwa manulsi ia 

melimpulnyai i ke lihelindak be libas dan iini i melirulpakan selibab darii se ligala ke lipultulsan 

ke lihelindak. Tanpa ada kelibelibasan ke lihelindak maka tiidak ada kelisalahan, apabiila 

tiidak ada kelisalahan maka tiidak ada pelincelilaan, selihi ingga ti idak ada pelimi idanaan.  

b. Kaulm de litelirmi ini is, me lingatakan, bahwa manulsi ia ti idak melimpulinyai i ke lihe lindak 

be libas, ke lipultulsan ke lihe lindak di itelintulkan se lipe linulhnya ole lih watak (dalam artii 

nafsul manulsi ia dalam hulbulngan ke likulatan satul sama laiin) dan motiif-moti if, iialah 

pe lirangsang datang dari i dalam ataul dari i lular yang me lingaki ibatkan watak 

telirse libult. Se lise liorang ti idak dapat diicelila atas pelirbu latan nya ataul di inyakan 

melimpulnyai i ke lisalahan, selibab iia tiidak pulnya ke lihe lindak belibas. Namuln, 
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meliski ipuln di iakulii bahwa orang yang me lilakulkan tiindak piidana tiidak dapat 

di ipelirtanggulngjawabkan atas pelirbulatannya.  

Korporasi i se libagai i sulbje lik hulkulm, melinjalankan keligi iatannya se lisulai i de lingan 

pri insi ip elikonomi i yai itul melincarii keliulntulngan se libe lisar-be lisarnya, dan me limpulnyai i 

ke liwajiiban ulntulk melimatulhi i peliratulran hulkulm dii bi idang e likonomii yang di igulnakan 

pe limeliri intah ulntulk meliwuljuldkan kelise lijahte liraan masyarakat dan keliadi ilan sosiial. 

Pe lirtanggulngjawaban pi idana korporasii pe lirtama kalii diite lirapkan olelih ne ligara-ne ligara 

common law, diikarelinakan selijarah relivolulsi i iindulstri i yang te lirjadii dahullulnya. 

Pe lingakulan pe lirtanggulngjawaban piidana korporasi i dii pelingadi ilan Iinggri is mullai i 

pada tahuln 1842, saat korporasi i gagal di i de linda karelina gagal me linjalankan 

tulgasnya me linulrult pe liratulran pelirulndang-ulndangan.
63

  

Tuljulan dari i pelimi idanaan kelijahatan korporasi i adalah lelibi ih ke lipada agar 

adanya pe lirbai ikan dan gantii rulgi i, be lirbe lida de lingan pe limiidanaan kelijahatan laiin yang 

konve linsi ional yang be lirtuljulan ulntulk melinangkap dan me linghulkulm.
64

 

C. Penegakan Hukum  

Pe line ligakan hulkulm melinulrult Satjiipto Rahardjo
65

 adalah proselis ulntulk 

melimbulat kelii ingi inan hulkulm melinjadii ke linyataan. Ke liiingi inan hulkulm yang di imaksuld 

di i si inii adalah pelimiiki iran badan pelimbulat u lndang-ulndang yang di irulmulskan dalam 

pe liratulran pelirulndang-ulndangan. Se lime lintara iitul, peline ligakan hulkulm pelirpajakan 

dapat diimaknaii se libagai i ulpaya pe lilaksanaan hulkulm, telirmasulk me linge limbaliikan 
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hulkulm yang te lirlanggar agar di ite ligakkan ke limbalii. Ulpaya pe line ligakan hulkulm pajak 

adalah tiindakan prelive lintiif, se lidangkan pe limulliihan hulkulm yang di ilanggar adalah 

tiindakan re lipre lisi if.  

Soe lidarto 
66

 melimbeliri ikan batasan ataul pelinge lirti ian telintang hulkulm piidana 

se libagai i atulran hulkulm yang me lingi ikat sulatul pe lirbulatan yang me lime linulhi i pelirsyaratan 

telirte lintul sulatul akiibat yang be lirulpa piidana. De lingan batasan telirse libult, maka melinulrult 

Soe lidarto, hulkulm piidana belirpangkal pada dula pokok, yai itul: Pe lirbulatan yang 

melime linulhii syarat-syarat te lirtelintul; dan Piidana.  

Pe lirbu latan yang me limelinulhi i syarat-syarat telirtelintul iitul, diimaksuldkan 

pe lirbulatan yang di ilakulkan olelih orang, yang me limulngki inkan adanya pe limbe liriian 

pi idana. Pelirbu latan selimacam iitul dapat diise libult pelirbulatan yang dapat diipi idana ataul 

dapat diisi ingkat pe lirbulatan jahat. Olelih kare lina dalam “pelirbulatan jahat” iini i haruls 

ada orang yang me limpelirlakulkannya, maka pe lirsoalan telintang “pe lirbulatan telirte lintul” 

i itul di ipe liriinci i melinjadii dula, yai itul pelirbulatan yang di ilarang dan orang yang 

melilanggar larangan iitul. Se limelintara yang di imaksuld de lingan pi idana adalah 

pe lindeliri itaan yang se lingaja diibe libankan kelipada orang yang me lilakulkan pelirbulatan 

yang me limelinulhi i syarat-syarat te lirtelintul i itul, yang me linulru lt Soe lidarto telirmasulk julga 

apa yang di ise libult ti indakan tata telirtiib.  

Le limai ire li

67
 melimbatasii pelinge lirti ian hulkulm pi idana selibagai i norma-norma 

yang be liri isi i ke liwaji iban dan larangan yang (olelih pe limbe lintulk ulndang-ulndang) te lilah 

di ikaiitkan delingan sanksi i be lirulpa hulkulman, yai itul sulatul pe linde liri itaan yang be lirsi ifat 
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khulsuls. De lingan de limiiki ian, dapat pulla diikatakan, bahwa hulkulm piidana iitul 

melirulpakan sulatul si iste lim norma yang me linelintulkan pelirbulatan mana dan dalam 

si itulasii bagai imana hulkulman diijatulhkan, se lirta hulkulman yang bagai imana yang 

dapat diijatulhkan bagi i pe lirbulatan telirse libult. Salah satul fulngsi i hulkulm se libagai imana 

di ikelimulkakan Soelirjono Soe likanto
68

 adalah hulkulm se libagai i melikaniisme li 

pe linge lindaliian sosi ial, yang mana melirulpakan fulngsi i yang te lilah di irelincanakan dan 

be lirsi ifat melimaksa agar anggota masyarakat ulntulk me limatulhi i norma-norma hulkulm 

ataul tata telirtiib hulkulm yang se lidang be lirlakul. Be lintulk pe linge lindali ian sosi ial iini i 

di iklasiifi ikasiikan melinjadii dula, yakni i ulpaya pre livelinti if dan ulpaya re lipre lisi if. 

Telirkai it peline ligakan hulkulm melimi iliiki i artii yang sangat lulas me liliipulti i se ligi i 

pre livelinti if dan seligi i re lipre lisi if.  

1.  Pe line ligakan hulkulm pre livelintiif  

Pe line ligakan hulkulm yang be lirsi ifat pre live linti if melirulpakan ke lipatulhan yang di iawasi i, 

ke lipada peliratulran tanpa kelijadiian langsulng yang me linyangkult pe liri isti iwa nyata 

yang me liniimbullkan sangkaan bahwa peliratulran hulkulm telilah diilanggar. Fulngsi i 

pe lineligakan hulkulm pre live linti if adalah melinceligah te lirjadiinya pe lilanggaran telirhadap 

ke litelintulan hulkulm.  

2.  Pe line ligakan hulkulm re lipre lisi if.  

Pe line ligakan hulkulm re liprelisi if, bi iasanya di ilakulkan ke litiika sulatul pe lirbu latan suldah 

melilanggar pe liratulran. Si ifatnya me lingatasi inya dalam belintulk pe linye lile lisaiian 

se lingke lita ataul melimulliihkan keliadaan.  
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Romlii Atmasasmiita
69

, menyatakana bahwa hulku lm pi idana dapat diikatakan 

be lirfulngsi i ji ika telirci ipta kelinyamanan, kelibahagi iaan dan kelimakmulran masyarakat 

banyak di ise lirtaii delingan melini ingkatnya kelite lirtiiban dan kelite liratulran proselis 

pe lineligakan hulkulm. Tuljulan ultama hulkulm pi idana Iindone lisi ia pada khulsulsnya adalah 

melinci iptakan pelirdamaiian dan kelimanfaatan bagii para piihak yang be lirse lite lirul dan 

julga masyarakat. Se lidangkan tuljulan se likulnde lirnya adalah melinciiptakan kelitelirtiiban, 

ke lipastiian, dan keliadiilan.  

Jelire limy Be lintham
70

 dalam ajaran utilitarianismenya menyatakan tuljulan 

hulkulm haruls di ibulat selicara ultiili itariisti ik, di imana hulkulm haruls melimiili ikii manfaat 

yang be lisar bagi i masyarakat, yang di iulku lr dari i se libe lirapa belisar dampaknya bagi i 

ke lise lijahteliraan dan kelibahagiiaan masyarakat. Melinulrult ajaran telirse libult, tuljulan 

hulkulm diibulat ulntulk me limbeliri ikan selibanyak-banyaknya ke libahagi iaan bagi i se libagi ian 

be lisar masyarakat (greliate list happiine lis for theli gre liatelist nulmbe lir).
71

 Ulntulk 

meliwuljuldkan ke libahagi iaan masyarakat maka pelirulndang-u lndangan haruls me lincapai i 

e limpat tuljulan: 

 (1) to proviide li sulbsi iste linceli (ulntulk melimbeliri i nafkah hiidulp);  

(2) to Proviide li abulndanceli (ulntulk me limbeliri ikan kelili impahan);  

(3) to proviide li se liculri ity (ulntulk me limbeliri ikan pe lirliindulngan); dan  

(4) to attaiin eliquli ity (ulntulk melincapaii pelirsamaan). 

Be lintham belirpelindapat bahwa dalam lapangan hulkulm piidana, piidana tiidak 

melimpulnyai i pe limbelinaran jiika se limata-mata diijatulhkan ulntulk me linambah lelibi ih 
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banyak pe lindeliri itaan ataul kelirulgi ian pada masyarakat
72

.  Be lirawal darii pelimiiki iran 

ultiili itariianiisme li hulkulm i iniilah mulncull aliiran modelirn dalam hulkulm piidana yang 

be lirtuljulan melili indulngi i masyarakat darii ke lijahatan, delingan postullat leli salult dul 

pe liulpleli elist la sulprême li loii yang be lirartii hulkulm telirtiinggi i adalah pelirli indulngan 

masyarakat.  

Ali iran modelirn melinghe lindaki i hulkulm piidana yang be lirori ielintasi i pada pelilakul 

ataul dadelirstrafre licht, delingan ti iga pi ijakan ultama yai itul pe lirtama ulntulk melimelirangi i 

ke lijahatan, kelidula delingan me limpelirhatiikan bi idang i ilmul laiinnya, kare lina melime lirangi i 

ke lijahatan tiidak biisa diilakulkan selimata de lingan hulkulm piidana namuln julga haruls 

melimpe lirhatiikan iilmul kriimi inologi i, sosi iologi i ataul psi ikologi i; dan kelitiiga adalah 

ulltiimulm re lime lidi iulm
73

.  Se lihi ingga dari i ajaran ulti iliitariian yang ke limuldi ian me linjadii 

aliiran modelirn i ini ilah mulncu ll priinsi ip-pri insi ip hulkulm pi idana selibagai i ulpaya te lirakhiir 

pe linye lile lisaiian masalah ataul ulltiimulm relime lidi iulm 

Pe line ligakan hulkulm pajak melirulpakan sulatul hal yang multlak haruls 

di ilakulkan karelina peline ligakan hulkulm pajak dapat diiwuljuldkan de lingan tuljulan 

hulkulm, yai itu l: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tanpa peline ligakan 

hulkulm pajak, hulkulm pajak hanya se likadar tulli isan dii atas ke lirtas belirulpa norma 

hulkulm pajak yang ti idak melimiiliiki i artii dan makna dii kalangan Wajiib Pajak, 

pe litulgas pajak dan pelingadi ilan pajak
74
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BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENGGUNA 

FAKTUR PAJAK FIKTIF 

 

 

A. Tindak Pidana Perpajakan 

 

Siste lm pelmulngultan pajak di Indone lsia adalah sellf asse lssme lnt, dimana 

Wajib Pajak dibelri ke lpelrcayaan pe lnulh be lrdasarkam Ulndang-Ulndang Nomor 6 

Tahuln 1983 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan (KUlP) yang 

tellah diulbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2009 dan Ulndang Ulndang 

Nomor 21 Tahuln 2021 Te lntang Harmonisasi Pe lratulran Pe lrpajakan, ulntulk 

mellaksanakan kelwajiban selbagai Wajib Pajak. Dalam praktelk baik wajib pajak 

orang pribadi maulpuln wajib pajak badan akan sellalul melncari ulpaya ulntulk 

melnghe lmat pe lmbayaran pajak, Ulpaya te lrse lbult biasanya dilakulkan delngan, tax 

planning, tax avoidancel dan tax elvasion. Tax planning (pe lrelncanaan pajak) 

melnulrult Sulsan M. Lyons adalah “arrange lme lnt of a pelrson‟s bulsine lss and/or 

privatel affair in ordelr to minimizel tax liability”,
75

 Mulhammad Zain belrpelndapat, 

tax planning adalah prosels melngorganisasi ulsaha wajib pajak ataul ke llompok 

wajib pajak seldelmikian rulpa selhingga ultang pajaknya, baik pajak pelnghasilan 

maulpuln pajak lain-lainya be lrada dalam posisi paling minimal.
76

 

Tax Avoidancel (pe lnghindaran pajak) adalah tindakan lelgal, dapat 

dibelnarkan karelna tidak mellanggar ulndang-ulndang, kare lna tidak ada sulatul 

pe llanggaran hulkulm yang dilakulkan, tuljulannya adalah me lnelkan ataul 
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melminimalisasi julmlah pajak yang haruls dibayar. 
77

 Tax planning dan tax 

avoidancel melrulpakan praktik pelnghindaran pajak yang dianggap sah me lnulrult 

hulkulm. Pelrbe ldaanya, tax planning melminimalkan pajak telrultang me llaluli skelma 

yang te llah jellas diatulr dalam ulndang-ulndang pe lrpajakan dan tidak melnimbullkan 

pe lrse llisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak, seldangkan Tax avoidance l 

melngulrangi be lban pajak delngan me lmanfaatkan kellelmahan keltelntulan pelrpajakan 

(loophole l) se lhingga dianggap sah julga dan tidak mellanggar hulkulm. 
78

 

Tax planning dan tax avoidancel me lrulpakan praktik pelnghindaran 

pajakyang dianggap sah me lnulrult hulkulm, namuln hal ini teltap melrulgikan ne lgara 

karelna me lngulrangi pe lndapatan nelgara dari se lktor pajak. Telmulan telrse lbult 

diulmulmkan olelh Tax Julsticel Neltwork mellaporkan akibat pelnghindaran pajak, 

Indone lsia dipe lrkirakan rulgi hingga UlS$ 4,86 miliar pelr tahuln. Dalam 

laporan Tax Julsticel Ne ltwork yang be lrjuldull The l Statel of Tax Julsticel 2020: Tax 

Julsticel in thel time l of Covid-19 angka telrse lbult, se lbanyak UlS$ 4,78 miliar seltara 

Rp 67,6 triliuln diantaranya me lrulpakan bulah dari pelngindaran pajak korporasi di 

Indone lsia, se ldangkan sisanya UlS$ 78,83 julta ataul se lkitar Rp 1,1 triliuln belrasal 

dari wajib pajak orang orang pribadi.
79

 

Tax e lvasion melrulpakan tindakan mellanggar pe lratulran 

pe lrulndangulndangan pe lrpajakan dalam hal melngulrangi pajak yang te lrultang 

de lngan me lre lkayasa laporan pajak, melnghilangkan maulpuln me lmalsulkan data 

                                                 
77

 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia – Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2010. Hlm. 213 
78

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-

taxevasion- anti-avoidance-rule (diaksen tanggal 17/07/2021, pukul 16.10) 
79

 https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687- 

triliun-ini-kata-dirjen-pajak (diakses tanggal 18/07/2021, pukul 9.41) 



51 

 

pe lndulkulng pe lnge lnaan pajak yang se lme lstinya.
80

 Pe lmbe ldanya me lnulrult Simon 

Jamels dan Chistohelr Nobe ls, dide lkati dari aspe lk lelgalitas, tax avoidancel dianggap 

se lbagai ulpaya tax managelme lnt yang le lgal karelna lelbih banyak me lmanfaatkan 

“loopholels” yang ada dalam pelratulran pelrpajakan yang be lrlakul (lawfulll), 

se ldangkan tax elvasion melngarah pada sulatul tindak pidana pelrpajakan yang illelgal 

(ulnlawfulll).
81

 

Rambul-rambul yang dipakai ulntulk melne lntu lkan apakah sulatul tax 

manage lme lnt itul lelgal (tax avoidacel) ataul illelgal (tax e lvasion) yaitul mellanggar 

ke ltelntulan tindak pidana pelrpajakan diatulr dalam pasal 38, 39 dan 39A UlUl KUlP. 

Pi idana meliru lpakan sulatul pe linde liriitaan yang se lingaja di ibe liriikan ole lih ne ligara pada 

se lise liorang ataul be libelirapa orang se libagai i akiibat atas pelirbulatan-pelirbu latan yang 

mana melinulru lt atulran hulkulm piidana adalah pe lirbulatan yang di ilarang.
82

 

Tiindak pi idana melinulrult Moe liljatno adalah Pe lirbulatan yang ole lih sulatu l 

atulran hulkulm diilarang dan diiancam piidana, asal saja dalam pada i itul diii ingat 

bahwa larangan di ituljulkan kelipada pelirbulatan, yai itul sulatul keliadaan ataul kelijadiian 

yang di itiimbullkan olelih kelilakulkan orang se lidangkan ancaman piidananya di ituljulkan 

ke lipada orang yang me lini imbullkan kelijadiian i itul.
83

 

Ke lisalahan adalah faktor pelinelintul pe lirtanggulngjawaban pi idana karelina tiidak 

se lipatultnya me linjadii bagi ian pelirbulatan piidana. Melinulrult Jonkelirs, pelirbulatan piidana 
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adalah sulatul pelirbulatan delingan se lingaja ataul alpa yang di ilakulkan delingan melilawan 

hulkulm olelih se lise liorang yang dapat di ipelirtanggulngjawabkan.
84

 

Se litiiap tiindakan dapat diianggap se libagai i tiindak pi idana selilama tiindakan 

yang di ilakulkan melingaki ibatkan sulatul peliri istiiwa pi idana. Peliri isti iwa piidana adalah 

sulatul kelijadiian yang me lingandulng ulnsu lr-ulnsulr pe lirbulatan yang di ilarang olelih 

ulndang-ulndang, se lihi ingga si iapa yang me liniimbullkan peliri isti iwa iitul dapat diike linai i 

sanksi i pi idana. Sulatul pe liriisti iwa agar dapat diikatakan selibagai i sulatul pe liri isti iwa 

pi idana haruls melimelinulhi i syarat-syarat se lipe lirtii be liri ikult;
85

 

a. Haruls ada sulatul pelirbulatan 

b. Pe lirbulatan haruls se lisulai i selibagai imana yang di irulmulskan dalam ulndang-ulndang 

c. Haruls ada ke lisalahan yang dapat di ipe lirtanggulngjawabkan 

d. Haruls ada ancaman hulkulmannya. 

Pe lirbu latan piidana pelirpajakan diibagi i dalam dula be lintulk, yai itul pe lilanggaran 

dan ke lijahatan. Pelilanggaran adalah pelirbulatan pelilakul ti indak pi idana pelirpajakan 

tanpa selingaja, se lidangkan kelijahatan adalah pelirbulatan tiindak pi idana pelirpajakan 

de lingan se lingaja.
86

 Ke lijahatan diirulmulskan dalam bulkul ke lidula KUlHP, dan ti indak 

pi idana pelilanggaran di irulmulskan dalam bulkul ke litiiga KUlHP. 

De lfinisi tindak pidana pelrpajakan adalah adalah informasi yang tidak 

be lnar melnge lnai laporan yang te lrkait de lngan pe lmulngultan pajak delngan 

melnyampaikan sulrat pelmbelritahulan, teltapi yang isinya tidak be lnar ataul tidak 

lelngkap ataul mellampirkan keltelrangan yang tidak be lnar selhingga dapat 
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melnimbullkan kelrulgian pada nelgara dan ke ljahatan lain yang diatulr dalam ulndang-

ulndang yang me lngatulr pelrpajakan
87

 

Tindak Pidana di bidang pelrpajakan melrulpakan pelrbulatan yang diancam 

de lngan sanksi pidana se lbagaimana diatulr dalam Ulndang-Ulndang Ke lte lntulan 

Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan, Ulndang-Ulndang Pajak Bulmi dan Bangulnan, 

Ulndang-Ulndang Be la Me lte lrai, Ulndang-Ulndang Pe lnagihan Pajak delngan Sulrat 

Paksa, dan Ulndang-Ulndang Akse ls Informasi Ke lulangan ulntulk Ke lpe lntingan 

Pe lrpajakan
88

, maka dapat dikelnakan sanksi pidana kulrulngan ataul pe lnjara. Ulnsulr-

ulnsulr tindak pidana di bidang pe lrpajakan diatulr dalam pasal 38, 39 dan 39A UlU l 

KUlP dan UlUl Harmonisasi Pe lratulran Pelrpajakan (HPP) yaitul se lbagai be lrikult;
89

 

1. Apabila pe llanggaran te lrse lbult karelna kelalpanya se lsu lai pasal 38 UlUl KUlP dan 

UlUl HPP, yaitul;  

“Se ltiap orang yang kare lna kelalpaannya: 

a. Tidak melnyampaikan Sulrat Pe lmbelritahulan; ataul 

b. Me lnyampaikan Sulrat Pelmbe lritahulan, teltapi isinya tidak belnar ataul 

tidak lelngkap, ataul mellampirkan keltelrangan yang isinya tidak belnar, 

se lhingga dapat melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan nelgara 

de ldelnda paling se ldikit 1 (satul) kali julmlah pajak telrultang yang tidak 

ataul kulrang dibayar dan paling banyak 2 (dula) kali julmlah pajak 

telrultang yang tidak ataul kulrang dibayar, ataul dipidana kulrulngan 

paling singkat 3 (tiga) bullan ataul paling lama 1 (satul) tahuln”. 

2.  Apabila pe llanggaran telrse lbult karelna ke lse lngajannya se lbagaimana dalam pasal 

39 UlUl KUlP dan UlUl Cipta Ke lrja, yaitul: 
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 “(1) Se ltiap orang yang de lngan se lngaja: 

a. Tidak melndaftarkan diri ulntulk dibe lrikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

ataul tidak mellaporkan ulsahanya ulntulk dikulkulhkan se lbagai Pe lngulsaha 

Ke lna Pajak; 

b. Me lnyalahgulnakan ataul melnggulnakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak ataul Pe lngulkulhan Pe lngu lsaha Ke lna Pajak; 

c. Tidak melnyampaikan Sulrat Pe lmbelritahulan; 

d. Me lnyampaikan Sulrat Pelmbelritahulan dan/ataul kelte lrangan yang isinya 

tidak belnar ataul tidak lelngkap; 

e l. Me lmpelrlihatkan pelmbulkulan, pe lncatatan ataul dokulmeln lain yang 

palsul ataul dipalsulkan se lolah-olah belnar atau l tidak melnggambarkan 

ke ladaan yang se lbe lnarnya; 

f. Tidak melnye lle lnggarakan pe lmbulkulan ataul pelncatatan di Indonelsia, 

tidak melmpe lrlihatkan ataul tidak melminjamkan bulkul, catatan ataul 

dokulmeln lain; 

g. Tidak melnyimpan bulkul, catatan ataul dokulmeln yang me lnjadi dasar 

pe lmbulkulan ataul pelncatatan dan dokulmeln lain telrmasulk hasil 

pe lngolahan data dari pelmbulku lan yang dike llola selcara ellelktronik ataul 

dise llelnggarakan se lcara program aplikasi on linel di Indone lsia 

se lbagaimana dimaksuld dalam Pasal 28 ayat (11); ataul 

h. Tidak melnye ltorkan pajak yang te llah dipotong ataul dipulngu lt Se lhingga 

dapat melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan nelgara, dipidana 

de lngan pidana pelnjara paling singkat 6 (elnam) bullan dan paling lama 

6 (elnam) tahuln dan delnda paling se ldikit 2 (dula) kali julmlah pajak 

telrultang yang tidak ataul kulrang dibayar dan paling banyak 4 (e lmpat) 

kali julmlah pajak telrultang yang tidak ataul ku lrang bayar. 

(2) Pidana selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) ditambahkan 1 (satul) kali 

melnjadi 2 (dula) kali sanksi pidana apabila selse lorang mellakulkan lagi 

tindak pidana di bidang pe lrpajakan selbe llulm lelwat 1 (satul) tahuln, 

telrhitulng se ljak se llelsainya me lnjalani pidana pelnjara yang dijatulhkan. 

(3) Se ltiap orang yang me llakulkan pelrcobaan ulntulk me llakulkan tindak pidana 

melnyalahgulnakan ataul me lnggu lnakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib 

Pajak ataul Pe lngu lkulhan Pe lngulsaha Ke lna Pajak selbagaimana dimaksuld 

pada ayat (1) hulrulf b, ataul me lnyampaikan Sulrat Pelmbe lritahulan 

dan/ataul ke ltelrangan yang isinya tidak be lnar ataul tidak lelngkap, 

se lbagaimana dimaksuld pada ayat (1) hulrulf d, dalam rangka 

melngajulkan pe lrmohonan relstitulsi ataul mellakulkan kompelnsasi pajak 

ataul pe lngkre lditan pajak, dipidana delngan pidana pelnjara paling singkat 

6 (e lnam) bullan dan paling lama 2 (dula) tahuln dan delnda paling se ldikit 
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2 (dula) kali julmlah relstitulsi yang dimohonkan dan/ataul kompe lnsasi 

ataul pe lngkre lditan yang dilakulkan”. 

3. Pasal 39A UlUl KUlP dan UlUl HPP, me lnye lbultkan:  

“Se ltiap orang yang de lngan se lngaja: 

a.  melnelrbitkan dan/ataul me lnggulnakan faktulr pajak, bulkti pelmulngultan 

pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti se ltoran pajak yang 

tidak belrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya; ataul 

b. melne lrbitkan faktulr pajak teltapi bellulm dikulkulhkan selbagai Pe lngulsaha 

Ke lna Pajak dipidana delngan pidana pelnjara paling singkat 2 (dula) 

tahuln dan paling lama 6 (elnam) tahuln se lrta delnda paling se ldikit 2 

(dula) kali julmlah pajak dalam faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, 

bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti se ltoran pajak dan paling 

banyak 6 (e lnam) kali julmlah pajak dalam faktulr pajak, bulkti 

pe lmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bu lkti seltoran 

pajak”. 

De lfe lnisi Tindak Pidana bidang Pe lrpajakan julga diatulr dalam pelnjellasan 

Pasal 33 ayat (3) Ulndang-Ulndang Re lpu lblik Indone lsia Nomor 25 Tahuln 2007 

telntang Pe lnanaman Modal melne lntulkan:
90

 

“yang dimaksuld de lngan tindak pidana pe lrpajakan adalah informasi yang 

tidak belnar melnge lnai laporan yang te lrkait delngan pe lmulngultan pajak 

de lngan melnyampaikan sulrat pelmbelritahulan, teltapi yang isinya tidak belnar 

ataul tidak lelngkap ataul mellampirkan kelte lrangan yang tidak belnar 

se lhingga dapat melnimbullkan kelrulgian pada nelgara dan Ke ljahatan lain 

yang diatulr dalam ulndang-ulndang yang me lngatulr pe lrpajakan”. 

Pe lratulran pelrulndang-ulndangan tellah melmbelrikan sanksi bagi wajib pajak 

yang me llaku lkan tindak pidana pelrpajakan, namuln hingga saat ini masih banyak 

timbull belrbagai tindak pidana pelrpajakan. Pe lnge lrtian tindak pidana ataul dellik itul 

se lndiri adalah sulatul pe lrbulatan yang pe llakulnya dapat dikelnakan sanksi pidana. 

Apabila kelte lntulan yang dilanggar be lrkaitan delngan .ulndang-ulndang pe lrpajakan, 
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maka tindak pidana telrse lbult dikatakan se lbagai tindak pidana pelrpajakan dan 

pe llakulnya dike lnakan sanksi pidana. Pelmbelrian sanksi pidana, telrmasulk yang 

diatulr dalam ulndang-ulndang pe lrpajakan melrulpakan sarana telrakhir (ulltimulm 

re lmeldiulm). 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif 

Korporasi be lrpe lran sangat pelnting bagi pe lrelkonomian nelgara khulsulsnya 

dalam bidang pelrpajakan. Tuljulan dan cita-cita nelgara dalam melmajulkan 

ke lse ljahtelraan ulmulm dapat telrcapai me llaluli kontribulsi yang dibe lrikan olelh 

korporasi belrdasarkan UlUlD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang pada intinya 

melnje llaskan bahwa sistelm pelre lkonomian di Indone lsia telrsulsuln be lrdasarkan asas 

ke lkellulargaan dan ulsaha be lrsama delngan tuljulan ulntulk me lningkatkan taraf hidulp 

Warga Ne lgara Indone lsia. 

Ne lgara me lnelrima kelulntulngan dalam belntulk pajak yang wajib dibayarkan 

dalam hampir seltiap kelgiatan transaksi dan kelgiatan korporasi yang lain. 

Be lbe lrapa kontribulsi yang dibe lrikan korporasi khulsulsnya dalam pelrke lmbangan 

pe lrelkonomian di Indone lsia yaitul me llaluli pe lmasulkan ne lgara dalam belntulk de lvisa 

maulpuln pajak yang dibayarkan dalam kelgiatan transaksi dan melningkatkan 

lapangan pelke lrjaan bagi masyarakat se lkitar. Hal telrse lbult melngakibatkan 

korporasi melne lmpati ulrultan keldula se lte llah nelgara dalam melmbanguln 

pe lrelkonomian. Delngan melngulatnya pe lran korporasi di dulnia, melndorong pulla 

be lbelrapa pelrulbahan belsar dalam hulkulm pe lrdagangan dulnia.  

Korporasi menurut Yan Pramadya Pulspa melrulpakan se lkulmpullan manulsia 

ataul organisasi yang dipe lrsamakan dimata hulkulm selbagai manulsia, karelna 
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korporasi melmiliki hak dan kelwajiban se lpe lrti dalam prosels digulgat ataul 

melnggulgat di Pe lngadilan, salah satulnya yaitul Pe lrse lroan Te lrbatas (PT) Dalam 

hulkulm pidana, korporasi melmiliki arti lulas jika dibandingkan arti korporasi dalam 

hulkulm pelrdata. Korporasi ditinjaul dari hulkulm pidana dapat belrulpa badan hulkulm 

dan badan non-hulkulm. Badan hulkulm dalam hulkulm pidana bulkan hanya be lrulpa 

Yayasan, Kope lrasi, dan PT, mellainkan Firma dan Pelrse lroan Komanditelr (CV) 

julga me lrulpakan salah satul be lntulk dari badan ulsaha yang te lrmasulk badan non-

hulkulm. Jadi, dapat disimpullkan bahwa Firma dan CV adalah belntulk dari 

korporasi.  

Korporasi se lbagai sulatul e lntitas ataul sulbjelk hulkulm yang ke lbe lradaannya 

melmbe lrikan kontribulsi yang be lsar dalam melningkatkan pelrtulmbulhan elkonomi 

dan pelmbangulnan nasional, faktanya ju lga ke lrap mellakulkan pelrbagai tindak 

pidana yang be lrdampak pada kelrulgian ne lgara dan masyarakat. Korporasi se llain 

dapat melnjadi telmpat ulntulk melnye lmbulnyikan harta kelkayaan hasil tindak pidana 

yang tidak te lrse lntulh prose ls hulkulm dalam pe lrtanggulngjawaban pidana julga dapat 

mellakulkan belrbagai tindak pidana de lngan melmanfaatkan pelrke lmbangan 

telknologi dan prose ls bisnis. Ke ljahatan yang dise lbabkan ole lh ullah korporasi biasa 

dikelnal delngan istilah whitel collar crime l ataul ke ljahatan telrstrulktulr yang 

dilaksanakan korporasi ataul pe ljabat di korporasi se lpe lrti staf ataul karyawan, 

manajelr pe lru lsahaan, ataul dire lksi telrhadap orang-orang di se lkitar pe lrulsahaan, 

kre lditulr, compeltitor, lingkulngan, se lrta inve lstor.  

Be lntu lk dari keljahatan korporasi salah satulnya yaitul dalam tindak pidana 

pajak. Ke ljahatan dalam bidang pe lrpajakan be lrdasarkan Pasal 33 ayat (3) UlUl No. 
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25 Tahuln 2007 te lntang Pe lnanaman Modal adalah pelnyampaian informasi pajak 

yang se lcara selngaja maulpu ln tidak selngaja dipelrsalahkan olelh wajib pajak yang 

ada kaitannya de lngan prose ls pe lmbayaran pajak delngan melngajulkan sulrat 

pe lrtanggulngjawaban yang dimana melngandulng informasi tidak belnar yang 

be lrpotelnsi melngakibatkan kelrulgian finansial bagi ne lgara dan keljahatan lain 

be lrdasarkan atulran pelrpajakan. 

Salah satul moduls Tindak Pidana Pe lrpajakan yang dilakulkan olelh 

korporasi adalah delngan me lnggulnakan Faktulr Pajak Fiktif dimana korporasi 

telrse lbult se lngaja melmbelli Faktulr Pajak Tidak Be lrdasarkan Transaksi Selbe lnarnya 

(TBTS) ulntu lk dapat dikrelditkan/dipelrhitulngkan dalam SPT Masa PPN ulntulk 

melngulrangi julmlah PPN kulrang bayar yang haruls diseltor kel kas Nelgara se ltiap 

masa pajaknya, de lngan melmbayar se ljulmlah pelrse lntasel telrte lntul saja (misalnya 

10%) dari nilai PPN yang te lrte lra dan akan dikre lditkannya dalam SPT Masa PPN 

se lhingga dapat melnghe lmat PPN yang haruls dise ltorkan ataul bahkan dapat diminta 

pe lnge lmbalian mellaluli skelma relstitulsi pajak. 

Ke lte lntulan Pidana dalam Pasal 39A Ulndang-Ulndang Nomor 28 Tahuln 

2007 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan (UlUl KUlP) yang 

be lrbulnyi :  

“Se ltiap orang yang de lngan se lngaja:  

a.   melne lrbitkan dan/ataul melnggulnakan faktulr pajak, bulkti pelmulngultan 

pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti se ltoran pajak yang 

tidak belrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya; ataul  

b.   melnelrbitkan faktulr pajak teltapi bellulm dikulkulhkan se lbagai Pe lngulsaha 

Ke lna Pajak  

dipidana delngan pidana pelnjara paling singkat 2 (dula) tahuln dan paling 
lama 6 (elnam) tahuln se lrta de lnda paling se ldikit 2 (dula) kali julmlah pajak 

dalam faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, 

dan/ataul bulkti seltoran pajak dan paling banyak 6 (e lnam) kali julmlah pajak 
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dalam faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, 

dan/ataul bulkti se ltoran pajak.” 

Faktu lr pajak se lbagai bulkti pulngultan pajak melrulpakan sarana administrasi 

yang sangat pe lnting dalam pellaksanaan kelte lntulan Pajak Pelrtambahan Nilai. 

De lmikian julga bulkti pe lmotongan pajak dan bulkti pelmulngultan pajak melrulpakan 

sarana ulntulk pe lngkre lditan ataul pe lngulrangan pajak telrultang se lhingga se ltiap 

pe lnyalahgulnaan faktulr pajak, bulkti pelmotongan pajak, bulkti pelmulngultan pajak, 

dan/ataul bulkti se ltoran pajak dapat melngakibatkan dampak nelgatif dalam 

ke lbelrhasilan pelmulngultan Pajak Pelrtambahan Nilai dan Pajak Pelnghasilan. Olelh 

karelna itul, pe lnyalahgulnaan te lrse lbult be lrulpa pe lnelrbitan dan/ataul pe lnggulnaan 

faktulr pajak, bulkti pelmotongan pajak, bulkti pelmulngultan pajak, dan/ataul bulkti 

se ltoran pajak yang tidak belrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya ataul lelbih dikelnal 

de lngan faktulr pajak fiktif dikelnai sanksi pidana. 

Ke lte lntulan Pasal 39A UlUl KUlP te lrse lbult be lrtulju lan ulntulk melncelgah dan 

melmbe lrantas tindak pidana di bidang pe lrpajakan khulsulsnya pe lne lrbitan dan 

pe lnggulnaan Faktulr Pajak fiktif yang tuljulan akhirnya bagi para kriminal adalah: 

melngulrangi julmlah PPN kulrang bayar te lrultang Wajib Pajak khulsulsnya pe lnggulna 

Faktulr Pajak tidak sah; dan melngambil kelulntulngan dari relstitulsi Pajak 

Pe lrtambahan Nilai dalam Sulrat Pe lmbelritahulan (SPT) Masa Pajak Pe lrtambahan 

Nilai selcara mellawan hulkulm.
91

  

Korporasi se lbagai salah satul dari sulbje lk hulkulm pidana yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan se lcara pidana ataul dapat ditulntult dalam pelrsidangan, 

                                                 
91

 Bina Yumanto, 2021, Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 

39A UU No 28 Tahun 2007, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Vol. 3 No. 1  

diunduh dari https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/250/55 hal. 169. 
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melnimbullkan pelrtanyaan be lsar be lrkaitan de lngan siapa yang dapat dijatulhkan 

pe lrtanggulngjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi. 

Asas le lgalitas melru lpakan asas fulndamelntal yang biasa ditelmuli dalam 

lingkulp hulku lm pidana. Asas ini diatulr dalam Pasal 1 ayat (1) KUlHP yang pada 

intinya me lnjellaskan bahwa sulatul pelrbu latan keljahatan tidak dapat dihulkulm 

apabila tidak diatulr dalam sulatul pe lratulran pelrulndang-ulndangan. Maka apabila 

aparat pelne lgak hulkulm ingin me lnjelrat se lse lorang yang te llah mellakulkan tindak 

pidana, wajib dikeltahuli te lrlelbih dahullul apakah pelrbulatan yang me llanggar te lrse lbult 

tellah diatulr dalam ulndang-ulndang. De lngan adanya asas le lgalitas ini, khulsulsnya 

bagi hakim, tidak dipelrke lnankan ulntulk melnjatulhkan sanksi pidana sellama 

ke ltelntulan pidana telrse lbult tidak diatulr dalam ulndang-ulndang yang be lrlakul 

se lbe llulm dilakulkannya pe lrbulatan itul. 

Pe lrsoalan akan mulncull ke ltika telrjadi adanya ke lkosongan hulkulm 

khulsulsnya dalam tindak pidana korporasi. Pe lrkelmbangan melnge lnai keltelntulan 

tindak pidana korporasi yang diatulr dilular KUlHP se lbagai le lx gelne lralis masih 

melnimbullkan adanya pe lrmasalahan dalam implelme lntasinya. Ke lkosongan hulkulm 

telrse lbult melnimbullkan kelsullitan dalam melne lgakkan hulkulm selrta melmiliki 

dampak dalam minimnya pultulsan pe lngadilan yang me lnjatulhkan pidana telrhadap 

korporasi hingga saat ini.  

Ulndang – ulndang Nomor. 28 Tahuln 2007 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan 

Tata Cara Pelrpajakan, tidak diatulr me lnge lnai pelmbelbanan pidana telrhadap 

korporasi ataul korporasi selbagai sulbje lk hulkulm. Pe lrsoalan akan mulncu ll manakala 

ditelmulkan adanya kasuls korporasi yang me llakulkan tindak pidana pajak. 
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Be lrdasarkan asas lelgalitas, apabila maje llis hakim ingin melnjatulhkan sanksi 

pidana telrhadap korporasi, maka hal telrse lbult tidak dipelrke lnankan. Dikarelnakan 

pe lnge lrtian dari asas lelgalitas itul se lndiri melngatulr bahwa sulatul pe lrbu latan tidak 

dapat dikelnakan pelrtanggulngjawaban pidana apabila tidak diatulr dalam sulatul 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan. Jadi, ulntulk me lngatasi hal telrse lbult, kelkosongan 

hulkulm dapat diatasi delngan hakim mellakulkan pelne lmulan hulku lm delngan 

be lrsulmbelr ke lpada doktrin.  

Telrdapat belbelrapa pihak yang dapat dibe lbani pelrtanggulngjawaban pidana 

yang dilaksanakan olelh badan hulkulm/non-hulkulm ataul korporasi belrdasarkan 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan dilular KUlHP. Pihak-pihak telrse lbult antara lain 

se lbagai be lrikult:  

1. Pe lngu lruls dan orang yang me lwakili pe lngulruls, hal ini telrcantulm dalam 

Pasal 15 ayat (3) UlUl Darulrat No. 7 Tahuln 1955 dan Pasal 20 UlUl No. 20 

Tahuln 2001.  

2. Korporasi, hal ini diatulr dalam Pasal 15 ayat (1) UlUl Darulrat No. 7 Tahuln 

1955, Pasal 20 UlUl No. 20 Tahuln 2001 dan Pasal 6 UlUl No. 8 Tahuln 2010.  

3. Pe lnge lndali Korporasi, diatulr dalam Pasal 6 ayat (1) UlUl No. 8 Tahuln 2010.  

4. Korporasi dan Pe lngulruls, ditulr dalam UlUl Darulrat No. 7 Tahuln 1955 dan 

UlUl No. 20 Tahuln 2001.  

Mardjono Relksodipultro melnyatakan telrdapat tiga jelnis ataul be lntulk 

pe lrtanggulngjawaban pidana telrhadap korporasi yaitul:  

1. Pe lngulruls korporasi se lbagai pe lmbulat dan pelngulruls korporasi yang 

be lrtanggulngjawab.  

2.  Korporasi se lbagai pelmbulat dan pelngulruls be lrtanggulngjawab.  

3. Korporasi se lbagai pelmbulat dan julga korporasi yang be lrtanggulngjawab   
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Pe lrtanggulngjawaban tindak pidana telrhadap korporasi salah satulnya diatulr 

dalam Pelratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 te lntang Pe ldoman 

Pe lnanganan Pe lrkara Pidana delngan Sulbje lk Hulkulm Korporasi. Se lmakin komplelks 

dan melningkatnya ke ljahatan korporasi se lhingga me lnimbullkan kelsullitan dalam 

melne lntulkan pelrtanggulngjawabannya me lrulpakan salah satul pe lrtimbangan dalam 

melne lrbitkan pelratulran ini. Pelratulran ini julga dituljulkan se lbagai pe ldoman dalam 

melnangani tindak pidana delngan sulbje lk hulkulm korporasi. Pe ldoman ini belrtuljulan 

se lbagai peldoman dalam melnangani pelrkara korporasi ditingkat pelnyidikan, 

pe lnulntultan, dan pellaksanaan pultulsan pe lngadilan dalam pelnanganan pelrkara 

pidana delngan sulbje lk hulkulm korporasi telrhadap Pe lngulruls, Korporasi dan/ataul 

Pe lngulruls dan Korporasi.  

Ditinjaul mellaluli Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 

telntang Pe ldoman Pelnanganan Pe lrkara Pidana Delngan Sulbje lk Hulkulm Korporasi, 

pe lrlul dike ltahuli telrlelbih dahullul rulang lingkulp dari Pe lratulran Jaksa Agulng 

telrse lbult. Be lrikult melrulpakan rulang lingkulp dari Pelratulran Jaksa Agulng RI No. 

PE lR-028/A/JA/10/2014:  

1. Dalam hal ulndang-ulndang me lngatulr sulbjelk hulkulm korporasi, maka 

tulntultan pidana diajulkan kelpada:  

a. Korporasi;  

b. Pe lngulruls korporasi;  

c. Korporasi dan pe lngulruls korporasi.  

2. Dalam hal ulndang-ulndang tidak melngatulr sulbje lk hulkulm korporasi, maka 

tulntultan diajulkan kelpada pelngulruls.  
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3. Telrhadap korporasi bulkan belrbadan hulkulm, pelrtanggu lngjawaban 

pidananya dibe lbankan kelpada pelngulruls se lrta dapat dikelnakan pidana 

tambahan dan/ataul tindakan tata telrtib telrhadap korporasi.  

UlUl No. 28 Tahuln 2007 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara 

Pe lrpajakan tidak melngatulr korporasi se lbagai sulbje lk hulkulm pidana. Frasa “Se ltiap 

orang” dalam UlUl Pajak hanya me lngacul pada sulbjelk hulkulm orang, bulkan 

korporasi. Maka dari itul, UlUl No. 28 Tahuln 2007 apabila dikaitkan delngan 

Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 se lsulai de lngan klaulsull 

nomor 2 yaitul pe lrtanggulngjawaban pidana ataul tulntultan akan diajulkan ke lpada 

pe lngulruls apabila dalam ulndang-ulndang tidak melngatulr sulbje lk hulkulm korporasi.  

Pe lrbu latan pelngulruls korporasi yang dapat dibelbani pelrtanggulngjawaban 

pidana julga diatulr dalam Bab II hulrulf B Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-

028/A/JA/10/2014, yaitul se lbagai be lrikult:  

1. Se ltiap orang yang me llakulkan, tulrult se lrta mellakulkan, melnyulrulh me llakulkan, 

melnganjulrkan me llakulkan, ataul me lmbantul mellaku lkan tindak pidana;  

2. Se ltiap orang yang me lmiliki kelndali dan we lwe lnang ulntulk me lngambil 

langkah pelncelgahan tindak pidana telrse lbult namuln tidak melngambil 

langkah yang se lharulsnya dan me lnyadari akan melne lrima relsiko yang culkulp 

be lsar apabila tindak pidana telrse lbult telrjadi;  

3. Se ltiap orang yang me lmpulnyai pe lnge ltahulan akan adanya re lsiko yang culkulp 

be lsar culkulplah apabila ia tahul bahwa tindak pidana telrse lbult dilakulkan olelh 

korporasi; dan/ataul  

4. Se lgala belntulk pe lrbulatan lain yang dapat dimintakan pelrtanggu lngjawaban 

korporasi melnulrult ulndang-ulndang.  

Ke lte lntulan lain yang me lngatulr telntang pe lrtanggulngjawaban pidana 

korporasi Korporasi diatulr dalam Pelratulran Mahkamah Agulng Re lpulblik 
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Indone lsia Nomor 13 tahuln 2016 telntang Tata Cara Pelnanganan Pe lrkara Tindak 

Pidana olelh Korporasi, atulran ini melmbe lri peldoman bagi pelne lgak hu lkulm gulna 

melngisi ke lkosongan hulkulm khulsulsnya hulkulm acara pidana delngan pe llakul 

korporasi. Korporasi se lbagai e lntitas dapat dimintakan pelrtanggulngjawaban 

pidana selsulai delngan ke lte lntulan pidana Korporasi dalam ulndang-ulndang yang 

melngatulr te lntang Korporasi, dimana pelnjatulhan pidana olelh hakim telrhadap 

korporasi mellihat ulnsulr ke lsalahan korporasi yaitul: 

 a. Korporasi dapat melmpelrolelh ke lulntulngan ataul manfaat dari tindak pidana 

telrse lbult ataul tindak pidana telrse lbult dilakulkan ulntulk ke lpe lntingan 

Korporasi;  

b.  Korporasi me lmbiarkan telrjadinya tindak pidana; ataul 

c.  Korporasi tidak mellakulkan langkah-langkah yang dipe lrlulkan ulntulk 

mellakulkan pelncelgahan, me lncelgah dampak yang le lbih be lsar dan 

melmastikan kelpatulhan telrhadap keltelntulan hulkulm yang be lrlakul gulna 

melnghindari te lrjadinya tindak pidana. 

Pe lnjatulhan pidana selbagai be lntulk pe lrtanggulngjawaban atas tindak pidana 

yang dilakulkan olelh korporasi melngacul pada pasal 23 PElMA nomor 13 tahuln. 

2016, dimana hakim dapat melnjatulhkan pidana kelpada korporasi selbagai elntitas 

ataul pelngulru ls, ataul bisa selkaliguls ulntulk ke ldulanya yaitul korporasi dan pelngulruls 

se lrta tidak telrtultulp bagi pihak lain yang tellah telrbulkti ikult te lrlibat dalam tindak 

pidana telrse lbult dapat dimintai pelrtanggulngjawaban pidana belrdasarkan kelte lntulan 

pidana pada masing-masing ulndang-ulndang yang me lngatulr ancaman pidana 

telrhadap korporasi dan/ataul pe lngulruls.  
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Pe lnjatulhan pidana telrhadap korporasi dalam  pultulsan hakim belrulpa pidana 

pokok dan ataul pidana tambahan, dimana pidana pokoknya adalah pidana delnda. 

Dalam hal pidana delnda yang dijatulhkan ke lpada Korporasi, Korporasi dibe lrikan 

jangka waktul 1 (satul) bullan seljak pultulsan be lrkelkulatan hulkulm teltap ulntulk 

melmbayar de lnda telrse lbult, namuln jika telrdapat alasan kulat, maka jangka waktul 

se lbagaimana dapat dipelrpanjang paling lama 1 (satul) bullan. Apabila telrpidana 

Korporasi tidak melmbayar de lnda maka harta belnda Korporasi dapat disita olelh 

jaksa dan dilellang ulntulk melmbayar de lnda. Selmelntara jika pidana delnda 

dijatulhkan kelpada Pe lngulruls, Pe lngulruls dibelrikan jangka waktul 1 (satul) bullan 

se ljak pultulsan be lrkelkulatan hulkulm teltap ulntulk melmbayar de lnda telrse lbult dan jika 

telrdapat alasan kulat, jangka waktul telrse lbult dapat dipelrpanjang paling lama 1 

(satul) bullan dan apabila delnda tidak dibayar se lbagian ataul se llulrulhnya, Pe lngulruls 

dijatulhkan pidana kulrulngan pe lngganti de lnda yang dihitulng se lcara proposional 

dan dilaksakan seltellah se ltellah belrakhirnya hulkulman pidana pokok 

Pihak yang dapat dimintakan pe lrtanggulngjawaban pidana dalam tindak 

pidana perpajakan  adalah Wajib Pajak, baik orang pribadi maulpuln badan. Namuln 

se lsulai delngan Pasal 32 UlUl KUlP dimana dalam melnjalankan hak dan kelwajiban 

pe lrpajakan Wajib Pajak Badan diwakili olelh pe lngulruls se lbagai wakil dari badan, 

ini julga be lrimplikasi pada pihak yang dapat dimintai pelrtanggulngjawaban pidana 

atas tindak pidana pelrpajakan yang dilakulkan olelh badan baik pidana pelnjara 

maulpuln pidana de lnda (komullatif). Hal ini akan sullit dalam ulpaya pe lnge lmbalian 

ke lrulgian pada pelndapatan nelgara bila pe lngulruls tidak melmpulyai ase lt ulntulk 

melmbayar de lnda ataul de lnda disulbsidelr de lngan kulrulngan. 
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Penolakan ulntulk me lmpelrtanggulngjawabkan korporasi dalam pelrkara 

pidana, awalnya timbul karena korporasi tidak melmpulyai pe lrasaan selpe lrti 

manulsia se lhingga korporasi tidak mulngkin me llakulkan kelsalahan. Karelna 

ke lsalahan adalah keladaan jiwa orang yang me llaku lkan pelrbulatan itul dan 

hulbulngannya de lngan pe lrbulatan yang dilakulkan itul se lde lmikian rulpa selhingga 

orang itul dapat dicella mellakulkan pe lrbulatan telrse lbult. Jadi kelsalahan itul hanya ada 

pada manulsia, se lse lorang yang te llah mellakulkan tindak pidana dapat dipidana dan 

dapat diminta pelrtanggulngjawaban se lcara pidana kalaul ada kelsalahan, selsulai 

de lngan asas “tiada pidana tanpa kelsalahan”. 

Dampak nelgatif yang ditimbullkan olelh ke lgiatan korporasi memerlukan 

pertanggungjawaban korporasi dalam pe lrkara pidana. Olelh kare lna itul pe lrlul 

dilakulkan pe lmbaharulan di bidang hulkulm pidana delngan me lngakuli bahwa asas 

ke lsalahan bulkan satul-satulnya asas yang digulnakan dalam 

melmpe lrtanggulngjawabkan tindak pidana. Alasan ultama melne lrapkan pidana tanpa 

ke lsalahan ini adalah delmi pelrlindulngan masyarakat, karelna ulntulk melne lntulkan 

de llik-de llik telrtelntul (se lpe lrti tindak pidana korporasi) sangat sullit melmbulktikan 

adanya ulnsulr ke lsalahan. 

Pe lnulntultan dan pelnjatulhan pidana telrhadap korporasi selndiri melnulrult 

Mardjono Re lksodipulro adalah pelrlul, karelna ke lrulgian yang diakibatkan olelh 

macam keljahatan ini sangatlah belsar, u lntulk individul, masyarakat dan nelgara. 

Ole lh karelna itul me lnulrult Mulladi, pelrlul diteltapkan telrlelbih dahullul pelrbulatan-

pe lrbulatan apa yang dinyatakan selbagai pe lrbulatan telrlarang ataul tindak pidana 

korporasi. Telrdapat belbelrapa Ulndang-Ulndang dilular KUlHP yang suldah 
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melnjadikan badan (korporasi) selbagai sulbjelk hulkulm pidana dan ada tiga syste lm 

pe lrtanggulngjawaban korporasi selbagai sulbjelk tindak pidana dalam pelrkelmbangan 

hulkulm pidana di Indone lsia, yaitul; 

a. Pe lngulruls koporasi se lbagai pe llakul, maka pe lngulrulslah yang be lrtanggulng jawab. 

Doktrin yang dite lrapkan adalah doktin pe lrtanggulng jawaban strict liability, 

yaitul pe lrtanggulngjawaban tanpa mellihat ke lsalahan, ulnsulr ultamanya adalah 

pe lrbulatan (actuls re luls), se lhingga yang haruls dibulktikan adalah actuls re luls 

bulkan melns re la. Dalam pelrtanggulngjawaban korporasi asas kelsalahan tidak 

multlak belrlakul, se lse lorang yang te llah me llakulkan pelrbulatan telrlarang (actuls 

re luls) se lbagaimana dirulmulskan dalam ulndang-ulndang suldah dapat dipidana 

tanpa melmpe lrsoalkan apakah si pellakul me lmpulnyai ke lsalahan (melns re la) ataul 

tidak. 

b.Korporasi diakuli dapat mellakulkan tindak pidana, teltapi pelrtanggulngjawabannya 

dibelbankan kel pelngulruls, pe lngatulran telrse lbult ada dalam Ulndang-Ulndang No. 7 

Tahuln 1992 Jo. Ulndang-Ulndang No. 10 Tahuln 1998 Te lntang Pe lrbankan Pasal 

46 ayat (2), barang siapa melnghimpu ln dana dari masyarakat dalam belntulk 

simpanan belrulpa giro, de lposito belrjangka, se lrtifikat delposito, tabulngan, 

dan/ataul be lntulk lainnya yang dipe lrsamakan de lngan itul tanpa izin ulsaha dari 

Me lntelri yang dilakulkan ole lh badan hulkulm yang be lrbe lntulk pe lrse lroan te lrbatas, 

pe lrse lrikatan, yayasan ataul kope lrasi, maka pe lnulntultan telrhadap badanbadan 

dimaksuld dilakulkan baik telrhadap melre lka yang me lmbe lri pelrintah mellakulkan 

pe lrbulatan itul ataul yang be lrtindak selbagai pimpinan dalam pelrbulatan itul ataul 

telrhadap keldula-dulanya. Doktrin yang dite lrapkan adalah pelrtanggulngjawaban 
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pe lngganti (vicariouls liability doctrinel), doktrin ini julga ditelrapkan dalam 

tindak pidana pajak dalam UlUl KUlP, yaitul bahwa selse lorang yang tidak 

melmiliki kelsalahan pribadi, belrtanggulng jawab atas tindakan orang lain. 

Pe lrtanggu lngjawaban se lpe lrti ini hampir se lmulanya dituljulkan pada dellik dalam 

ulndang-ulndang. Vicoriuls liability julga melngatulr atasan (principal) haruls 

be lrtanggulng jawab te lrhadap tindakan-tindakan yang dilaku lkan olelh 

bawahannya (age lnt) se lpanjang tindakan telrse lbult dilakulkan dalam lingkulp 

ke lwe lnangannya (scope l of aulthority/elmployelme lt) ataul lelbih dikelnal delngan 

asas re lsponde lat sulpe lrior dimana ada kore llasi antara mastelr dan se lrvant ataul 

principal dan agelnt. 

c. Korporasi se lcara telgas diakuli se lbagai pe llakul tindak pidana dan dapat 

dipelrtanggulngjawabkan dalam hulkulm pidana, pelngatulran telrse lbult ada dalam; 

1) Ulndang-Ulndang Darulrat No. 7 tahuln 1955 telntang Pe lngulsultan, Pe lnulntultan 

dan Pe lradilan Tindak Pidana Elkonomi se lbagaimana diatulr dalam Pasal 15 

ayat (1) yaitul apabila sulatul tindak-pidana e lkonomi dilakulkan olelh ataul atas 

nama sulatul badan hulkulm, sulatul pelrse lroan, sulatul pe lrse lrikatan orang yang 

lainnya ataul sulatul yayasan, maka tulntultan pidana dilakulkan dan hulkulman 

pidana selrta tindakan tata-telrtib dijatulhkan baik telrhadap badan maulpuln 

telrhadap melre lka yang me lmbe lri pe lrintah ataul yang be lrtindak se lbagai 

pe lmimpin maulpuln keldula-dulanya. 

2) Ulndang-Ulndang No. 31 Tahuln 1999 Jo. Ulndang-Ulndang No. 20 Tahuln 

2001 Telntang Pe lmbe lrantasan Tindak Pidana Korulpsi se lbagaimana diatulr 

dalam Pasal 20, apabila tindak pidana korulpsi dilakulkan olelh ataul atas nama 
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sulatul korporasi, maka tulntultan dan pelnjatulhan pidana dapat dilakulkan 

telrhadap korporasi dan ataul pelngulrulsnya. Tindak pidana telrse lbult dilakulkan 

olelh korporasi apabila tindak pidana telrse lbult dilakulkan olelh orang-orang 

baik belrdasarkan hulbulngan ke lrja maulpuln be lrdasarkan hulbulngan lain, 

be lrtindak dalam lingkulngan korporasi telrse lbu lt baik selndiri maulpuln 

be lrsamasama. Pidana pokok yang dapat dijatulhkan te lrhadap korporasi 

hanya pidana delnda, delngan ke lte lntulan maksimulm pidana ditambah 1/3 (satul 

pe lrtiga). 

3) Ulndang-Ulndang No. 15 Tahuln 2002 Jo Ulndang-Ulndang No. 25 Tahuln 2003 

Telntang Tindak Pidana Pe lnculcian Ulang se lbagaiman ada dalam Pasal 4, 

yaitul apabila tindak pidana dilakulkan olelh pe lngulruls dan/ataul kulasa 

pe lngulru ls atas nama korporasi, maka pe lnjatulhan pidana dilakulkan baik 

telrhadap pe lngulruls dan/ataul kulasa pe lngulruls maulpuln te lrhadap korporasi dan 

pe lrtanggulngjawaban pidana bagi pe lngulruls korporasi dibatasi selpanjang 

pe lngulru ls me lmpulnyai kelduldulkan fulngsional dalam strulktulr organisasi 

korporasi. Sanksi pidana pokok yang dapat djatulhkan kelpada korporasi 

adalah pidana delnda (delngan ke lte lntulan maksimulm pidana delnda ditambah 

1/3) dan se llain pidana delnda, telrhadap korporasi dapat dijatulhuli pidana 

tambahan belrulpa belrulpa pelncabultan izin ulsaha dan/ataul pe lmbulbaran 

korporasi yang diikulti de lngan likulidasi (Pasal 5). 

4) Ulndang- Ulndang No. 23 Tahuln 1997 Jo. Ulndang-Ulndang No. 32 Tahuln 

2009 Telntang Pe lrlindulngan dan Pe lnge llolaan Lingkulngan Hidulp, yang 

diatulr dalam Pasal 116, yaitul apabila tindak pidana lingkulngan hidu lp 
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dilakulkan olelh, ulntulk, ataul atas nama badan ulsaha, tulntultan pidana dan 

sanksi pidana dijatulhkan kelpada badan ulsaha dan/ataul orang yang me lmbelri 

pe lrintah ulntulk mellakulkan tindak pidana te lrse lbult ataul orang yang be lrtindak 

se lbagai pe lmimpin kelgiatan dalam tindak pidana telrse lbult. Apabila tindak 

pidana lingkulngan hidulp dilakulkan olelh orang yang be lrdasarkan hulbulngan 

ke lrja ataul be lrdasarkan hulbulngan lain yang be lrtindak dalam lingkulp ke lrja 

badan ulsaha, sanksi pidana dijatulhkan telrhadap pelmbe lri pelrintah ataul 

pe lmimpin dalam tindak pidana telrse lbult tanpa melmpelrhatikan tindak pidana 

telrse lbu lt dilakulkan se lcara se lndiri ataul be lrsama-sama dan ancaman pidana 

yang dijatulhkan belrulpa pidana pelnjara dan de lnda dipelrbelrat de lngan 

se lpe lrtiga. Apabila tindak pidana lingkulngan hidulp dilakulkan olelh badan, 

sanksi pidana dijatulhkan ke lpada badan ulsaha yang diwakili olelh pelngulruls 

yang be lrwe lnang me lwakili di dalam dan di lular pe lngadilan selsu lai de lngan 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan se llakul pellakul fulngsional dan badan ulsaha 

dapat dikelnakan pidana tambahan ataul tindakan tata telrtib belrulpa: 

a) Pe lrampasan kelulntulngan yang dipe lrole lh dari tindak pidana, 

b) Pe lnu ltulpan sellulrulh ataul se lbagian telmpat ulsaha dan/ataul kelgiatan, 

c) Pe lrbaikan akibat tindak pidana, 

d) Pe lwajiban melnge lrjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataul 

e l) pelne lmpatan pelrulsahaan di bawah pelngampulan paling lama 3 (tiga) tahuln. 

Doktrin yang ditelrapkan dalam Tindak Pidana Elkonomi, Tindak Pidana 

Korulpsi, Tindak Pidana Pe lnculcian Ulang, Tindak Pidana Lingkulngan Hidulp 

adalah melne lrapkan direlct liability doctrine l (pe lrtanggulngjawaban langsulng) ataul 
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idelntification doctrinel yaitul telrhadap badan hulkulm (yang be lrbe lntulk pelrse lroan 

telrbatas, pelrse lrikatan, Yayasan ataul kope lrasi) ataul badan ulsaha ataul korporasi 

dikelnakan pelrtanggulngjawaban pidana dan sanksi pidana yang dijatulhkan adalah 

sanksi pidana delnda dan/ataul pidana tambahan. Dan pelrtanggulngjawaban 

pe lngganti (vicariouls liability doctrinel), yaitul pe lngulru ls dan/ataul badan ulsaha 

dikelnakan pelrtanggulngjawaban pidana. Jadi pelrtanggu lnjawaban pidana belrsifat 

komullatif-altelrnatif yaitul pelnjatulhan sanksi pidana dikelnakan telrhadap korporasi 

dan/ataul pe lngulrulsnya ataul keldula-dulanya. 

Dire lct liability doctrinel ataul idelntification doctrinel me lnye lbultkan” thel acts 

and state l of ins of pe lrson are l the l acts and state l of mind of the l corportatioan”, 

artinya tindakan dan kelhe lndak dari direlktulr adalah julga me lrulpakan tindakan dan 

ke lhelndak dari korporasi, doktrin ini melngharulskan korporasi be lrtanggulng jawab 

ke lpada orang yang me lmpulyai kelwe lnangan pe lmbulatan kelpultulsan atas hal-hal 

melnge lnai ke lbijakan korporasi. Telrkait de lngan tindak pidana pajak yang 

dilakulkan olelh Wajib Pajak badan sellama ini melne lrapkan vicarios liability, badan 

(korporasi) se lbagai pelmbulat dan pelngulruls yang be lrtanggulngjawab, se lse lorang 

tanpa kelsalahan pribadi belrtanggulng jawab atas tindakan orang lain dan doktrin 

ini melne lrapkan pelrtanggulngjawaban pidana tanpa kelsalahan (liability withoult 

faullt), selhingga tindak pidana pajak yang dilakulkan olelh badan yang be lrtanggulng 

jawab adalah pelngulruls ataul yang me lwakili, telrhadap Wajib Pajak badan tidak 

dikelnakan sanksi pidana sama selkali.  

Pe lrtanggulngjawaban pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakulkan 

olelh Wajib Pajak Badan (Korporasi) haruls me lmpelrtimbangkan ulnsulr ke lsalahan, 
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karelna tindak pidana pelrpajakan melrulpakan tanggulng jawab belrdasarkan 

ke lsalahan, maka mulncull telori barul yang dipe lrtahankan olelh Viscoulnt Haldane l 

yang dike lnal delngan the lory of primary corporate l criminal liability yang 

ke lmuldian dikelnal de lngan se lbultan ide lntification thelory se lbagaimana dijellaskan 

olelh Mulladi. Idelntification thelory me lmandang bahwa se lmula tindakan ataul tindak 

pidana yang dilakulkan olelh orang-orang yang dapat diidelntifikasikan delngan 

organisasi/korporasi ataul me lrelka yang dise lbult who constitultel its dire lcting mind 

will of thel corporation, dapat diidelntifikasikan selbagai pe lrbulatan ataul tindak 

pidana yang dilakulkan ole lh korporasi. Dire lcting mind adalah orang yang 

melne lntulkan arah kelbijakan dan kelgiatan pada sulatul korporasi. 

Telori ide lntifikasi di atas adalah salah satul te lori yang me lnjulstifikasi 

pe lrtanggulngjawaban pidana korporasi, bahwa tindakan dan kelhe lndak dari 

direlktulr adalah julga me lrulpakan tindakan dan ke lhelndak dari korporasi (thel acts 

and statel of ins of pelrson are l thel acts and statel of mind of thel corportatioan). 

Kare lnanya ada yang be lrpe lndapat bahwa telori idelntifikasi ini diselbult julga 

dire lcting mind thelory. Me lnulrult te lori ini dikelnal direlct re lsponsibility doctrinel 

(pe lrtanggulngjawaban korporasi se lcara langsulng), korporasi bisa me llakulkan 

tindak pidana selcara langsulng me llaluli orang-orang yang sangat belrhulbulngan e lrat 

de lngan korporasi ataul yang dise lbult julga se lbagai controlling officelr dan 

dipandang se lbagai korporasi itul se lndiri, se lpanjang tindakan yang dilakulkan itul 

be lrkaitan delngan dan ataul atas nama korporasi. 

Nina H.B. Jorge lnse ln menjelaskan bahwa Corporate l Criminal Liability, 

yaitul: idelntification dan impultion. Melnulrult telori idelntifikasi, “thel basic for 
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liability is that thel acts of celrtain narulral pe lrsons are l actulally thel of thel 

corporation. The lse l pelople l are l se leln not as the l agelnts of company bult as its velry 

pe lrson, and the lir gulilt is thel gu litl of thel company”. Dasar dari 

pe lrtanggulnggjawaban pidana korporasi adalah bahwa pelrbulatan orang-orang 

telrte lntul me lru lpakan pelrbulatan nyata korporasi. Orang-orang ini tidak dipandang 

se lbagai pe lngulruls ataul wakil dari korporasi te ltapi selbagai manulsia istimelwa dan 

ke lsalahan melrelka adalah kelsalahan dari korporasi. Melnu lrult telori impultation, “the l 

corporate l is liablel for thel acts and intelnt of its elmployele ls, acting on belhalf of the l 

corporation, which arel impulteld to thel elntity”. Korporasi belrtanggulng jawan atas 

pe lrbulatan dan kelsalahan dari karyawannya yang be lrtindak atas nama korporasi. 

Telori impultasi ini selbe lnarnya me lmakai dasar vicariuls liability. 

Pe lrtanggulngjawaban pidana korporasi menurut Oelmar Selno Aji le lbih 

celde lrulng me lnggulnanakan asas vicoriuls liability dan idelntification, karelna adanya 

sulatul elkulivale lnsi di Inggris dalam soal vicoriuls libality selbagai pelnge lculalian 

telrhadap strict liability, companiels itul be lrtanggulng jawab dalam dula hal, yaitu l 

se lcara vicariouls dan dibawah ide lntification doctrinel. Jadi tindak pidana pajak 

yang dilakulkan olelh Wajib Pajak Badan yaitul se lmula pelrbulatan ataul tindak pidana 

yang dilaku lkan olelh orang-orang yang dapat diidelntifikasikan delngan 

organisasi/badan (korporasi), baik dilaku lkan selndiri-se lndiri maulpuln be lrsama-

sama (aggrelgation doctrinel) yang be lrtindak ulntulk ke lpelntingan dan atas nama 

badan (korporasi) ataul me lrelka yang dise lbult who constitultel its dire lcting mind will 

of thel corporation (yaitul orang-orang se lpelrti para peljabat ataul pelgawai yang 

melmpulnyai tingkatan manage lr, yang tulgasnya tidak dibawah pelrintah ataul arahan 
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atasan dalam organisasi), dapat diidelntifikasikan selbagai pelrbulatan ataul tindak 

pidana yang dilakulkan ole lh badan (korporasi) itul se lndiri, se lhingga be lrdasarkan 

konse lp idelntification thelory ataul dire lcting mind doctrin, Wajib Pajak Badan dapat 

dikelnakan sanksi pidana. Delngan de lmikian tindak pidana yang dilakulkan olelh 

pe ljabat selnior dan melrulpakan dire lcting mind dari sulatul badan (korporasi) dapat 

diidelntifikasikan selbagai tindak pidana yang dilakulkan olelh badan (korporasi) 

melnulrult doktrin idelntifikasi.  

Prinsip doktrin idelntifikasi adalah bahwa pe lrbulatan-pelrbulatan dan sikap 

batin dari orang-orang yang me lnge lndalikan badan (direlcting mind) adalah 

pe lrbulatan dan sikap batin dan badan itul se lndiri. Jadi orang-orang yang dibe lri 

ke lwe lnangan ulntulk belrtindak atas nama dan ulntulk ke lpe lntingan badan (korporasi), 

maka ulnsulr me lns re la yang ada dalam dire lcting mind telrse lbult dianggap se lbagai 

me lns re la bagi badan (korporasi), selhingga korporasi haruls be lrtanggulngjawab atas 

pe lrbulatan yang dilakulkan olelh peljabat selnior, selpanjang tindakannya masih rulang 

lingkulp ke lwe lnangannya dalam korporasi. Doktrin idelntifikasi ataul dire lct 

re lsponsibility doctrinel (pelrtanggulngjawaban korporasi selcara langsu lng) adalah 

salah satul telori yang digulnakan se lbagai pe lmbelnaran bagi pelrtanggulngjawaban 

pidana kelpada Wajib Pajak Badan (korporasi). 

Ke lsullitan hakim dalam melnelrapkan pelmbulktian ulnsulr me lns re la yang 

dilakulkan olelh badan (korporasi) dalam pelrtanggulngjawaban pidana selsulai 

de lngan asas “tiada pidana (pelmidanaan) tanpa kelsalahan” ataul yang dike lnal 

de lngan istilah “Gele ln Straf Zondelr Schulld” dalam konselp Elropa Kontine lntal dan 

“Actuls Non Facit Relulm Nisi Me lns Sit Re la” dalam konselp Anglo Saxon (“An act 
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doe ls not constitulte l itsellf gulilt ulnle lss the l mind is gulilty”) se lbagaimana diatulr 

dalam Pasal 44 KUlHP. Pe lmbulktian telrhadap kelsalahan (me lns re la) pada korporasi 

dalam hulkulm pidana dapat melngacul ke lpada Pelratulran Mahkamah Agu lng Nomor 

13 Tahuln 2016 te lntang Tata Cara Pelnanganan Pe lrkara Tindak Pidana olelh 

Korporasi (Pe lrma 13/16), se lbagai pe ldoman bagi aparat pelnelgak hulkulm dalam 

pe lnanganan pelrkara pidana yang dilakulkan olelh Korporasi. Be lrdasarkan Pasal 4 

ayat (2) Pelrma 13/2016, dalam melnjatulhkan pidana telrhadap korporasi, hakim 

dapat melnilai kelsalahan korporasi antara lain delngan parameltelr se lbagai be lrikult:
92

 

a. Korporasi dapat dimintakan pelrtanggulngjawaban pidana selsu lai delngan 

ke ltelntulan pidana Korporasi dalam ulndang-ulndang yang me lngatulr te lntang 

Korporasi. 

b. Dalam melnjatulhkan pidana telrhadap Korporasi, Hakim dapat melnilai 

ke lsalahan Korporasi antara lain: 

1) Korporasi dapat melmpe lrolelh kelulntulngan ataul manfaat dari tindak pidana 

telrse lbult ataul tindak pidana telrse lbult dilakulkan ulntulk ke lpe lntingan Korporasi; 

2) Korporasi me lmbiarkan telrjadinya tindak pidana; ataul 

3) Korporasi tidak mellakulkan langkah-langkah yang dipe lrlulkan ulntulk 

mellaku lkan pelncelgahan, me lncelgah dampak yang le lbih be lsar dan 

melmastikan kelpatulhan telrhadap kelte lntulan hulkulm yang be lrlakul gulna 

melnghindari te lrjadinya tindak pidana. 

Dalam pelnjatulhan pidana telrhadap korporasi Pelrma 13/2016 melngatulr 

dalam Pasal 23 adalah selbagai belrikult; 

a. Pidana yang dapat dijatulhkan adalah te lrhadap Korporasi ataul Pelngulruls, ataul 

Korporasi dan Pe lngulruls. 

                                                 
92

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 29 Desember 2016 
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b. Pe lnjatulhan pidana telrhadap korporasi didasarkan pada masing-masing ulndang-

ulndang yang me lngatulr ancaman pidana telrhadap Korporasi dan/ataul Pe lngulruls. 

c. Pelnjatulhan pidana telrhadap Korporasi dan/ataul Pelngulruls tidak melnultulp 

ke lmulngkinan pe lnjatulhan pidana telrhadap pellakul lain yang be lrdasarkan 

ke ltelntulan ulndang-ulndang te lrbulkti telrlibat dalam tindak pidana telrse lbult. 

Tindak pidana pajak yang dilakulkan olelh Wajib Pajak Badan belrdasarkan 

pada direlct liability doctrinel ataul idelntification doctrinel ataul direlct mind doctrine l 

dan vicariouls liability doctrinel (pelrtanggulngjawaban pelngganti), yaitul yang 

dilakulkan olelh pelngulruls ataul pelgawai be lrdasarkan hulbulngan ke lrja ataul yang 

dise lbult julga se lbagai controlling officelr, baik dilakulkan selndiri-se lndiri maulpuln 

be lrsama-sama yang be lrtindak ulntulk ke lpelntingan dan atas nama badan ataul dapat 

dikatakan bahwa tindakan dan kelhe lndak dari direlktulr ataul yang dise lbult dire lcting 

mind adalah julga me lrulpakan tindakan dan ke lhelndak dari Badan, se lhingga Wajib 

Pajak Badan dapat ikult belrtanggulng jawab selcara pidana dan ataul de lngan 

pe lngulrulsnya de lngan pe lrtanggulngjawaban pidana yang be lrsifat komullatif 

altelrnatif.  

Badan (Korporasi) dapat dikelnakan pidana belrdasarkan asas vicoriuls 

liability atas keljahatan yang dilakulkan olelh pe lngulruls ataul pelrgawainya dan badan 

(korporasi) dapat dikelnakan pidana belrdasarkan idelntification thelory ataul dire lct 

mind thelory. Ulntulk pe lnulntultan dan pelmidanaan badan (korporasi) di belbe lrpa 

ne lgara lain biasanya me lnganult “bipulnishme lnt provisions” yaitul baik pe llakul 

(pe lngulruls) maulpuln badan (korporasi) itul se lndiri dapat dijadikan sulbjelk 

pe lmidanaan. Pelngadilan melngakuli tindakan dari anggota te lrtelntul dari badan 
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(korporasi) se llama tindakan telrse lbult be lrkaitan delngan badan (korporasi), 

dianggap tindakan dari badan (korporasi) te lrse lbult. 

Pe lmidanaan dan pelrtanggulngjawaban pidana telrhadap Wajib Pajak Badan 

dalam tindak pidana pajak hanya digulnakan selbagai sarana telrakhir (ulltimulm 

re lmidiulm) dan pelrlul ada formullasi rulmulsan norma yang me lmpelrhatikan dimelnsi 

pe lnelgakan hulkulm (relpre lsif), pelncelgahan (pre lvelntif) dan ulpaya pe lnge lmbalian 

ke lrulgian pada pelndapatan nelgara (re lstoratif) delngan be lrdasarkan pada nilai 

ke ladilan, yaitul pelrtanggulngjawaban pidana kelpada Wajib Pajak Badan dapat 

dilakulkan se lcara komullatif-altelrnatif telrhadap badan dan/ataul pe lngulru lsnya yang 

melrulpakan pe lncelrminan doktrin indelntifikasi dan doktrin vicariouls liability 

de lngan formu llasi selbagai be lrikult: 

a. Wajib Pajak Badan (Korporasi) ataul 

b. Me lre lka yang me lmbelrikan pelrintah ataul yang be lrtindak se lbagai pimpinan 

dalam pelrbulatan ataul tidak pidana itul, ataul 

c. Ke ldula-dulanya baik Badan (Korporasi) dan pelngulrulsnya.  

Pe lmbelbanan sanksi pidana kelpada pellakul (badan) tindak pidana pajak 

yang dituljulkan ulntulk melmbelrikan e lfelk je lra dan kelsadaran hulkulm telrhadap 

pe llakul tindak pidana pajak selcara sulbstantif tidak dapat melnghilangkan tanggulng 

jawab pellakul tindak pidana pajak ulntulk melnge lmbalikan kelru lgian pada 

pe lndapatan nelgara yang te llah dipelrhitulngkan be lrdasarkan pelratulran pelrulndang-

ulndangan yang be lrlakul. Hal ini me lmbelrikan jawaban bahwa, melmbelrikan sanksi 

pidana kelpada pellakul (badan) tindak pidana pajak tidak dapat melnghilangkan 
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ataul melnghapuls ke lwajiban pellakul tindak pidana pajak ulntulk melngganti se ltiap 

ke lrulgian yang dialami olelh nelgara. 

Pe lmidanaan dalam hulkulm pidana modelre ln belrorielntasi pada pellakul dan 

pe lrbulatan (daad-dadelr straafre lcht), Jelnis sanksi yang dite ltapkan tidak hanya 

sanksi pidana teltapi julga sanksi tindakan ataul yang dike lnal de lngan konse lp doulble l 

track systelm. Konse lp ataul gagasan siste lm sanksi ini dapat melnjadi dasar 

ke lbijakan dan pelnggulnaan sanksi dalam hulkulm pidana. Pelngakulan te lntang 

ke lse ltaraan antara sanksi pidana dan sanki tindakan inilah yang me lrulpakan 

hakelkat dasar dari konselp doulble l track syste lm. Pe lnelkanan doulble l track systelm 

telrkait delngan fakta bahwa ulnsulr pe lncellaan/pe lnde lritaan (lelwat sanksi pidana) dan 

ulnsulr pe lmbinaan (lelwat sanksi tindakan) sama-sama pelnting. 

M. Shole lhuldin menjelaskan  doulblel track syste lm adalah syste lm dula jalulr 

melnge lnai sanksi dalam hulkulm pidana, yaitul jelnis sanksi pidana disatul pihak dan 

jelnis tindakan dilain pihak. Sanksi pidana belrsulmbe lr pada idel dasar “melngapa 

diadakan pidana”, dan sanksi tindakan belrtolak dari idel dasar “ulntulk apa diadakan 

pe lmidanaaan itul”. Sanksi pidana belrorie lntasi pada pelngge lnaan sanksi te lrhadap 

pe llakul dan sanksi tindakan belrorie lntasi pada pelrlindulngan masyarakat. Adapuln 

sanksi ataul hulkulm yang dapat dijatulhkan telrhadap badan (korporasi) melnulrult 

Pasal 25 Pelrma 13/2016 adalah telrhadap badan (korporasi) dapat dijatulh pidana 

be lrulpa pidana pokok dan/ataul pidana tambahan, pidana pokok yang dijatulhkan 

telrhadap korporasi adalah pidana delnda dan pidana tambahan dapat dijatulhkan 

ke lpada korporasi selsulai se lsulai delngan ke lte lntulan pe lratulran pelrulndangulndangan. 
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Politik hulkulm pe lmidanaan telrhadap tindak pidana pajak yang dilakulkan 

olelh Wajib Pajak Badan se lharulsnya me lncelrminkan pelnde lkatan reltribultif 

(re lpre lsif) yang me lrulpakan implelmelntasi pandangan Kantianismel, maka pelngulruls 

dijatulhi sanksi pidana pelnjara dan Wajib Pajak Badan dijatulhi pidana delnda dan 

pidana tambahan selbagai be lntulk mane lfelstasi ultilitarian yang me lmadulkan 

ke ladilan distribultif dan ke ladilan komultatif selbagai implelmelntasi pandangan 

ultilitarian yang be lrorielntasi kel delpan (forward looking) dan belrsifat pelnce lgahan 

yang be lrsifat e lconomic liability, yaitul be lrulpa sanksi pidana de lnda se lbagai 

pe lngganti kelrulgian pada pelndapatan nelgara, sampai delngan pe lnyitaan, 

pe lmblokiran dan pellellangan aselt yang be lrtuljulan ulntulk pelnge lmbalian kelrulgian 

pada pelndapatan nelgara. 

Formullasi sanksi pidana de lnda dan/ataul sanksi pidana tambahan belrulpa 

tindakan lain dikelnal delngan istilah doulblel track systelm. Telntul pidana pokok 

yang dapat dijatulhkan ke l Wajib Pajak Badan adalah pidana delnda, de lngan 

pe lrtimbangan pidana delnda te lrhadap badan (korporasi) tidak dapat disulbside lr 

de lngan kulrangan se lbagaimana diatulr dalam Pasal 30 KUlHP, kare lna sulbside lr 

de lngan kulrulngan hanya be lrlakul ulntulk orang. Se ldangkan pidana tambahan yang 

dijatulhkan belrulpa tindakan lain selpelrti, pe lncabultan ijin-ijin telrtelntul (fasilitas tax 

holiday, angka pelnge lnal impor (API)), izin ulsaha dan lain-lain. Jika pidana 

tambahan delngan tindakan pelncabultan izin ulsaha haruls dipe lrtimbangkan selcara 

matang delngan me lmpelrtimbangkan kellangsulngan ulsaha, nasib para pelgawainya 

dan e lkonomi, karelna sanksi tindakan pelncabultan ulsaha adalah idelntik de lngan 
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pe lrampasan kelmelrde lkaan selbagaimana sanksi pidana pelnjara yang dijatulhkan 

ke lpada orang. 

Badan (Koporasi) itul tidak mulngkin dipidana pelnjara selbagaimana 

dikatakan Andi Hamzah, ulntulk korporasi yang me llakulkan tindak pidana telrse ldia 

pidana pokok delnda dan pidana tambahan dan se ljulmlah tindakan. Kare lna pidana 

mati, pidana pelnjara, pidana kulrulngan tidak ditelrapkan kelpada badan (korporasi) 

dikarelnakan olelh karaktelr dan sifat korporasi yang be lrbe lda delngan sulbje lk hulkulm 

manulsia. Pidana delnda kelpada Wajib Pajak Badan adalah selbagai pelngganti 

ke lrulgian pada pe lndapatan nelgara se lhingga apabila badan tidak dapat melmbayar 

pidana delnda dapat dilakulkan pelnyitaan, pe lmblokiran sampai delngan pe llellangan 

ase lt dari Wajib Pajak Badan dalam rangka ulntulk pelnge lmbalian kelrulgian pada 

pe lndapatan nelgara. 

Pidana tambahan dalam belntulk tindakan lain yang dapat dijatulhkan 

ke lpada korporasi melnulrult Sulprato adalah: 

a. Pe lnultulpan sellulrulhnya ataul se lbagian pe lrulsahaan si telrhulkulm ulntulk waktul 

telrte lntul, 

b. Pe lncabultan sellulrulh ataul se lbagaian fasilitas telrte lntul yang te llah ataul dapat 

dipelrole lhnya dari pelmelrintah olelh pelru lsahaan sellama waktul te lrtelntul, 

c.  Pe lnelmpatan pelrulsahaan dibawah pelngampulan se llama waktul telrte lntul. 

Pidana tambahan dalam belntulk tindakan lain adalah dalam rangka pelmbinaan 

ke lpada pellakul tindak pidana agar tidak me llakulkan tindak pidana pajak lagi. 

Dalam melne ltapkan kelbijakan lelgislasi pe lmbaharulan formullasi sistelm 

pe lmidanaan modell doulblel track systelm yang be lrkaitan delngan pe llaksanaan 
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pidana delnda julga pe lrlul melmpelrtimbangkan pelne ltapan belsarnya pidana delnda, 

batas waktul pelmbayaran de lnda dan tindakan lain dalam hal pidana delnda tidak 

dibayar dalam batas waktul yang tellah dite ltapkan selbagaimana dikatakan Mulladi 

dan Barda Nawawi Arie lf. Pidana delnda yang dapat dijatulhkan kelpada Wajib 

Pajak Badan adalah paling se ldikit 2 (dula) kali dan paling banyak 4 (e lmpat) kali 

julmlah pajak telrultang yang tidak ataul kulrang dibayar dan apabila dalam jangka 

waktul 1 (satul) bullan seltellah pultulsan pe lngadilan yang te llah melmpelrolelh ke lkulatan 

hulkulm teltap (inkrah) tidak dilakulkan pelmbayaran ole lh telrpidana, maka dilakulkan 

tindakan pelnyitaan, pelmblokiran sampai delngan pe llellangan aselt yang dimiliki 

olelh Wajib Pajak Badan dalam rangka ulntulk pelnge lmbalian kelru lgian pada 

pe lndapatan nelgara. 

Pe lmidanaan telrhadap Wajib Pajak Badan dapat dilakulkan delngan 

pe lnjatulhan sanksi pidana pelnjara telrhadap pe lngulrulsnya se lbagaimana diatulr dalam 

Pasal 39 dan 39A UlUl KUlP dan UlUl HPP. Ke lpada badannya dikelnakan formullasi 

doulblel track syste lm, yaitul sanksi pidana de lnda se lbagai pidana pokok dan/ataul 

pidana tambahan belrulpa tindakan lain telrhadap badan selbagaimana diatulr dalam 

Pasal 10 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP) dapat be lrulpa; 

a. Pelncabultan hak-hak telrtelntul yaitul belrulpa pelncabultan fasilitas pajak selpelrti tax 

holiday ataul fasilitas pajak lainnya, izin ulsaha dan lain-lain; 

b. Pe lrampasan barang telrtelntul yaitul be lru lpa aselt pelrulsahaan agar hal yang sama 

tidak belrullang; 

c. Pe lngulmulman pultulsan hakim. 

Tuljulan ultama pelmidanaan telrhadap badan belru lpa pidana delnda sampai 

de lngan pe lnyitaan aselt milik badan adalah dalam rangka pe lnge lmbalian kelrulgian 

pada pelndapatan nelgara. Pe lmidanaan dan pe lrtanggulngjawaban pidana Wajib 
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Pajak Badan selcara faktulal melnimbullkan distorsi keladilan, baik dari aspelk 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan (yulridis) yang be lrlakul maulpuln dari aspelk 

ke lpatulhan dan kelsadaran masyarakat dalam melmbayar pajak (sosiologis). Ole lh 

karelna itul, konse lp barul formullasi sanksi pidana doulblel track systelm haruls dapat 

melmbe lrikan langkah stratelgis yang dapat melmbe lrikan kelsimbangan se lcara 

proposional diantara kelpe lntingan nelgara se lbagai lelmbaga pulblik, kelpe lntingan 

ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan dan pellulang ke lpada individul-individul dalam 

masyarakat dalam melncapai kelse ljahtelraan se lrta kelpelntingan pe llakul tindak 

pidana. 

Konse lp barul be lrulpa Formullasi pe lmidanaan dan pelrtanggulngjawaban 

pidana telrhadap Wajib Pajak Badan te lntul haruls se llaras delngan ke lbijakan-

ke lbijakan (politik hulkulm) pe lmelrintah dalam arti lulas se lbagai bagian dari strulktulr 

hulkulm. Ke lbijakan hulkulm pelmelrintah (politik hulku lm) yang se llaras dalam 

implelmelntasi konse lp barul haruls diartikan se lcara mellulas bahwa, pe lmelrintah tidak 

hanya diartikan selbagai le lmbaga e lkse lkultif, te ltapi pelmelrintah julga haruls diartikan 

se lbagai lelmbaga lelgislative l dan lelmbaga yuldikatif yang se lcara langsulng dan tidak 

langsulng me lmbelrikan kontribulsi positif telrhadap prosels implelmelntasi konselp 

barul telrhadap pelrmasalahan-pe lrmasalahan pajak yang te lrjadi di dalam 

masyarakat. 

Tuljulan pe lmidanaan telrhadap tindak pidana pajak selcara filosifis dapat 

melwuljuldkan ke ladilan, karelna ke ladilan dalam sistim civil law adalah keladilan 

yang be lrsifat lelgalitas selbagaimana pandangan Hans Ke llse ln. Ke ladilan adalah 

lelgalitas, yaitul be lrlakulnya norma hulkulm dalam ulndang-ulndang be lrarti tellah 
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melme lnulhi keladilan. Delngan konse lp ke ladilan lelgalitas Hans Ke llse ln maka se lcara 

yulridis dapat melwuljuldkan kelpastian hulkulm yaitul ulndang-ulndang yang be lrlaku l 

dan se lcara sosioligis tuljulan hulkulm dapat melwuljuldkan ke lmanfaatan. 

C. Anali isi is Putusan Nomor 334/ Pi id.Sus/2020/PN.Jkt.Brt 

Pultulsan PN Jakarta Barat No.334/Pid.Suls/2020/PN Jkt.Brt te lgas 

melnjatulhkan pidana, Korporasi PT. Ge lmilang Sulkse ls Garmindo. Ditulnjulkkan 

amar pultulsan diantaranya: (1) PT. GSG be lrsalah mellakulkan tindak pidana Pasal 

39A hulrulf a UlUl KUlP; (2) Me lnjatulhkan pidana delnda kelpada PT GSG se lbe lsar 3 x 

Rp.9.981.505.876,- = Rp.29.944.517.628,- jika PT GSG tidak melmbayar de lnda 

paling lama satul bullan, maka harta belndanya dapat disita Jaksa dan kelmuldian 

dilellang ulntu lk melmbayar de lnda; (3) Selbagian barang bulkti belrulpa Relkelning 

Bank dirampas Ne lgara pelngulrang de lnda. 

Pultulsan te lrse lbult telrpisah delngan pultulsan pe lngulrulsnya, yakni Liaw E ldi 

Wirawan (Pe lmilik selkaliguls Dire lktulr Ultama PT GSG). Liaw E ldi Wirawan 

dipidana belrdasarkan pultulsan PN Jakarta Barat 334/Pid.Suls/2020./PN.Jkt Brt, 

dijatulhi pelnjara tiga tahuln dan de lnda 2 x Rp.9.981.505.876,- = 

Rp.19.963.011.752, 243 Me ldia Iulris, 5 (2) 2022: 231-258 jika dalam satul bullan 

tidak dibayar, harta be lnda telrdakwa disita Jaksa dan dilellang ulntulk me lmbayar 

de lnda. Dalam hal harta tidak melnculkulpi maka dijatulhi kulrulngan pe lngganti de lnda 

tiga bullan.
93

 Selhingga, adanya pultulsan telrhadap Liaw E ldi Wirawan, 

melnulnjulkkan bahwa ia melrulpakan pellakul matelriil dari tindak pidana PT.GSG, 
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de lngan kata lain orang yang se lsulnggulhnya me llakulkan tindak pidana
94

 

diatasnamakan PT.GSG. Adapuln pe lrtimbangan hakim dalam pultulsan pidana PT. 

GSG, dibanguln be lrdasarkan prosels pe lrsidangan di pelngadilan, disarikan selbagai 

be lrikult: 

a. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  

Dakwaan Pe lnulntult Ulmulm telrhadap PT.GSG te lrsulsuln se lcara altelrnatif, 

ringkasan te lrhadap pelristiwa hulkulmnya: 

 Telrdakwa   : PT.Ge lmilang Sulkse ls Garmindo (Korporasi) 

 Be lntulk Ulsaha  : Indulstri Garme ln melrk “Jackelrton”  

Diwakili   : Liaw Nany (Dire lktulr PT. GSG)  

Telmpuls de llicti  : Bullan Fe lbrulari s.d Julli 2018  

Loculs de llicti   : Kantor Pe llayanan Pajak Jakarta Tambora  

Pelrtama, me llanggar Pasal 39A hulrulf a UlUl KUlP, “de lngan se lngaja melnggulnakan 

faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak dan/ataul bulkti 

se ltoran pajak yang tidak be lrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya, be lrakibat dapat 

melrulgikan pe lndapatan nelgara se lbe lsar Rp.9.981.505.876,-“; Ataul  

Ke ldula, mellanggar Pasal 39 ayat (3) UlUl KUlP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUlHP, yaitu l 

mellakulkan “pelrbulatan pelrmullaan pe llaksanaan namuln tidak selle lsainya pe lrkara 

bulkan diselbabkan kelmaulannya se lndiri, yakni melnyampaikan SPT dan/ataul 

ke ltelrangan yang isinya tidak belnar ataul tidak lelngkap, dalam rangka melngajulkan 

pe lrmohonan relstitulsi, belrakibat dapat melrulgikan pe lndapatan Nelgara Rp. 

8.893.283.622,-“. 
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Tulntultan pelnulntult ulmulm dilandasi olelh pe lmbulktian di pelrsidangan, 

tulntultan pelrkara pada pokoknya, se lbagai be lrikult: 

(1)   Me lnyatakan telrdakwa PT.GSG be lrsalah atas dakwaan pelrtama;  

(2) Me lnjatulhkan pidana delnda PT.GSG, se lbe lsar 4 x Rp.9.981.505.876,- =  

Rp.39.926.023.504.-, jika tidak dibayar satul bullan, harta belnda disita olelh 

Jaksa dan dilellang ulntulk melmbayar de lnda;  

(3) Barang bulkti: se lbagian ulntulk pe lrkara lain (Telrdakwa Liaw E ldi Wirawan) dan 

se lbagian (Dana Relke lning Bank) dirampas Ne lgara pe lngulrang de lnda.  

 

Kajian terhadap Dakwaan dan Tuntutan  

Sulrat dakwaan adalah inti pelme lriksaan di pelrsidangan, karelna hakim 

melme lriksa pelrkara be lrdasarkan sulrat dakwaan pe lnulntult ulmulm, dan be lrdasarkan 

sulrat dakwaan julga pe lrkara dilimpahkan ke l pe lngadilan.
95

 Be lntulk dakwaan 

altelrnatif, maka hanya dibulktikan satul dari dakwaan-dakwaan telrse lbult, dalam hal 

ini dakwaan pelrtama. 

Pe lnulntult ulmulm dalam dakwaannya te llah melnduldulkkan Korporasi se lbagai 

telrdakwa, dan sellanjultnya masulk relqulisitoir/ tulntultan pelnulntult ulmulm, dapat 

dikatakan melrulpakan korelksi telrhadap pultulsan pelmidanaan korporasi telrdahullu l 

(pe lrkara AAG). Pada kasuls AAG, korporasi tidak pelrnah selbagai telrdakwa dan 

tidak masulk tulntultan pelnulntult ulmulm namuln pada akhirnya dijatulhi pidana.  

Korporasi PT. GSG di dalam dakwaan, diwakili olelh Liaw Nany se llakul 

Dire lktulr PT. GSG, dikare lnakan Dirult yakni Liaw E ldi Wirawan dalam tahanan 
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dan jalani prosels pe lnulntultan telrpisah. Apabila mellihat waktul telrjadinya tindak 

pidana (telmpuls de llicti) yakni tahuln 2018 maka saat itul tellah dikellularkan 

Pe lratulran Jaksa Agulng No: PE lR028/A/JA/10/2014 te lntang Pe ldoman Pe lnanganan 

Pe lrkara Pidana delngan Sulbje lk Hulkulm Korporasi (Pe lrja Korporasi) dan Pe lratulran 

Mahkamah Agulng Nomor 13 Tahuln 2016 telntang Tata Cara Pelnanganan Pelrkara 

Tindak Pidana olelh Korporasi (Pe lrma Korporasi). Ke ldula pe lratulran telrse lbult 

adalah dalam rangka melngisi ke lkosongan ke ltelntulan hulkulm dalam ulndang-

ulndang se lhulbulngan sulbje lk hulkulm pidana korporasi.  

Pe lrja dan Pe lrma Korporasi dapat melnjadi pe ldoman pelnanganan tindak 

pidana korporasi selrta telrmasulk se lbagai kelte lntulan yang be lrsifat lelx gelne lralis 

(ke ltelntulan ulmulm) telrhadap tindak pidana di bidang pe lrpajakan. Selbagaimana 

diakuli kelbe lradaan keldula pelratulran telrse lbult selrta melmiliki kelkulatan melngikat 

se lsulai Pasal 8 ayat (1) dan (2) Ulndang-Ulndang No 15 Tahuln 2019 telntang 

Pe lrulbahan atas Ulndang-Ulndang No 12 Tahuln 2011 telntang Pe lmbelntulkan 

Pe lratulran Pe lrulndang-Ulndangan, ke lndatipuln masih belrsifat insitultional yakni 

lelbih me lngikat telrhadap lelmbaga ataul institulsinya. Apabila melruljulk pe ldoman 

bagi pe lnulntu lt ulmulm, Pelrja Korporasi No. 28 Tahuln 2014, pada Bab II Sulb A, 

melne lntulkan kritelria pe lrbulatan korporasi yang dapat diminta pelrtanggulngjawaban, 

antara lain pelrbulatan:  

a) Yang be lrdasarkan kelpultulsan pelngulruls korporasi; 

b) Ulntulk ke lpelntingan korporasi karelna pelke lrjaan dan/ataul hulbulngan lain;  

c) Me lnggu lnakan SDM, dana dan/ataul fasilitas lain korporasi;  

d) Dilakulkan pihak keltiga atas pelrmintaan korporasi ataul pelngulrulsnya;  

e l) Dalam rangka mellaksanakan ulsaha selhari-hari korporasi; 

f) Me lngulntulngkan korporasi;  

g) Yang dite lrima/biasanya ditelrima olelh korporasi;  
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h) Korporasi se lcara nyata melnampulng hasil tindak pidana; dan/ataul  

i) Pe lrbulatan lain melnulrult ulndang-ulndang. 

 

Krite lria dalam Pelrja telrse lbult melnggulnakan kata pelnghulbulng “dan/ataul”, 

artinya ke ltika melnelntulkan korporasi ulntulk dapat diminta pelrtanggulngajawaban 

yaitul minimal salah satul ataul bisa lelbih dari satul kritelria telrpe lnulhi se lcara 

be lrsamaan. Be lrdasarkan dakwaan pelrkara a qulo, paling tidak belbelrapa kritelria 

telrpe lnulhi yaitul: ada dulgaan tindak pidana pelrpajakan dilakulkan pelngu lruls (Dirult 

PT.GSG); me lmiliki hulbulngan ke lrja delngan korporasi; selrta melngulntulngkan 

korporasi. Se lhingga te llah telpat apabila me lnduldulkkan Korporasi PT. GSG se llakul 

telrdakwa.  

b. Pertimbangan Majelis Hakim 

Majellis Hakim be lrdasarkan fakta-fakta di pelrsidangan dari ke ltelrangan 

saksi, telrdakwa, barang bulkti dan ahli, maka melndasarkan dakwaan kelsatul 

se lbagaimana Pasal 39A hulrulf a UlUl KUlP intisarinya ulnsulr-ulnsulr pasal, yaitul: 

Ad.1. Ulnsulr “se ltiap orang”  

Frasa „se ltiap orang‟ (Pasal 39A hulrulf a UlUl KUlP) tidak jellas, celrmat dan 

telrpe lrinci. Namuln, telori-te lori hulkulm pidana belrkelmbang dan be lbe lrapa 

pe lrulndang-ulndangan, “se ltiap orang” haruls diartikan orang pe lrse lorangan ataul 

korporasi. Se llanjultnya, haru ls dipastikan telrdakwa adalah Korporasi PT GSG yaitu l 

sulbje lk hulkulm yang dapat dimintai pelrtanggulngjawaban, delngan kata lain dalam 

dirinya tidak te lrdapat alasan pelmbelnar ataul pe lmaaf. Me lnulrult pe lrtimbangan 

hakim, belrdasarkan fakta pelrsidangan, korporasi (diwakili Liaw Nany) te llah 

“melmbelnarkan idelntitas telrtelra didalam sulrat dakwaan dan dalam keladaan se lhat 

jasmani dan rohani selrta mampul me lnjawab se ltiap pelrtanyaan yang diajulkan 
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majellis hakim, jaksa pelnulntult ulmulm maulpuln olelh pe lnase lhat hulkulm”. Delngan 

de lmikian, pelrbulatan telrdakwa korporasi dapat dipelrtanggulng jawabkan me lnulrult 

hulkulm dan tidak ada hal-hal lain yang dapat me lnghapulskan sifat mellawan 

hulkulmnya pe lrbulatan telrdakwa telrselbult. Ulnsulr “se ltiap orang“ tellah telrpelnulhi dan 

telrbulkti.  

Ad.2. Ulnsulr “de lngan se lngaja melne lrbitkan dan/ataul me lnggulnakan faktulr pajak, 

bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti seltoran pajak 

yang tidak belrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya”  

Majellis hakim melmpe lrtimbangkan melnge lnai “ke lse lngajaan” yang 

melrulpakan sikap bathin yang ada dalam diri telrdakwa yang ke lmuldian 

diaplikasikan dalam pelrbulatan, dilakulkan delngan sadar se lrta akibat-akibat 

pe lrbulatan dikelhe lndaki telrdakwa. Dimana niat jahat telrdakwa tellah se ljak awal 

telrlihat helndak mellakulkan tindak pidana pe lrpajakan.  

Pasal 39A hulrulf a UlUl KUlP tidak melnsyaratkan adanya ke lrulgian 

pe lndapatan nelgara, maka se lkalipuln tidak ada ke lrulgian te lrse lbult, pe lrbulatan teltap 

bisa di pidana, karelna tellah melmelnulhi ulnsulr sifat pelrbulatan mellawan hulkulm 

se lbagaimana rulmulsan de llik dan pelristiwa pidana tellah telrjadi yaitul pe lmelrintah 

ke lhilangan pelndapatan PPN se lbelsar nilai dalam faktulr pajak tidak belrdasarkan 

transaksi selbe lnarnya telrse lbult. 

Pe lrtimbangan hakim belrdasarkan fakta telrulngkap dipelrsidangan dipe lrolelh 

fakta-fakta hulkulm, diantaranya:  

(1) PT. GSG, se lngaja me lnggulnakan faktulr pajak tidak be lrdasarkan transaksi 

se lbe lnarnya (TBTS) atas nama PT. Makmulr Abadi Jaya yang dilaporkan 

dalam SPT Masa PPN, bullan Fe lbrulari - Julli 2018 selbe lsar Rp.9.981.505.876,- 
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(2) Faktulr te lrse lbult dipelrolelh Korporasi atas sulrulhan Liaw E ldi Wirawan (Dirult 

PT.GSG), faktanya tidak pelrnah telrjadi transaksi. Ke lmuldian digulnakan 

de lngan cara dikrelditkan dalam mellaporkan SPT Masa PPN PT.GSG.  

(3) Laporan SPT Masa PPN dari PT.GSG ada lelbih bayar (Mare lt-April 2018) 

dan diajulkan relstitulsi ke l KPP Pratama Jakarta, seljulmlah Rp 8.893.283.622,-  

(4) Akibat pe lrbulatan korporasi, tellah melngakibatkan kelrulgian pada pelndapatan 

ne lgara, Rp.9.981.505.876,-.  

Ulnsulr “se lngaja melnggulnakan faktulr pajak TBTS” telrpelnulhi dan telrbulkti; 

Me lnimbang se lmula ulnsulr dakwaan altelrnatif pelrtama telrbulkti, maka PT GSG 

telrbulkti se lcara sah melnyakinkan me llakulkan tindak pidana pelrpajakan 

melnggulnakan faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, 

dan/ataul bulkti se ltoran pajak TBTS, se lbagaimana Pasal 39A hulrulf a UlUl KUlP. 

Kajian te lrhadap Ke lsalahan Korporasi dalam Pe lrtimbangan Maje llis Hakim 

Pe lrtimbangan hakim, melnjellaskan belntulk kelsalahan belrulpa “kelse lngajaan” belrulpa 

yakni 1) ke lse lngajaan selbagai maksuld; 2) ke lse lngajaan delngan ke linsyafan pasti; 

dan 3) kelse lngajaan delngan ke linsyafan kelmulngkinan. Namu ln, dalam 

pe lrtimbangan telrse lbult tidak ditelmulkan bagaimana pelnelntulan ulnsulr ke lsalahan 

(be lrulpa kelse lngajaan telrse lbu lt), dapat dimiliki olelh sulbje lk hulkulm pidana korporasi 

yang didakwa mellakulkan tindak pidana pelrpajakan. Selbagaimana Moelljatno 

melmisahkan antara pelrbulatan delngan orang yang me llakulkan dalam sulatul 

pe lrbulatan pidana ataul pandangan dulalisme l.
96

 Selhingga dijellaskan, pelrbulatan 

pidana (criminal act) dipisahkan dari pe lrtanggulngjawaban pidana (criminal 

liability ataul re lsponsibility).
97

 Dipe lrjellas Chairull Hulda, bahwa tindak pidana 

hanya melnyangkult masalah pelrbulatan, dipisahkan delngan pe lrtanggulngjawaban 
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pidana yang me lnyangkult masalah dari pe lmbulat dari tindak pidana telrse lbult.
98

 

De lngan de lmikian, orang yang me llakulkan tindak pidana bellulm telntul dapat 

dipelrtanggulngjawabkan.  

Hulkulm pidana melmpulnyai asas me lndasar yaitul: “tidak dapat dibelrikan 

pidana, apabila tidak ada kelsalahan (dalam arti cellaan)”,
99

 ada pulla postullat nelmo 

pulnitulr sine linjulria, facto, selul delfalta artinya tidak ada selorang puln yang dihulkulm 

ke lculali ia tellah belrbulat salah.
100

 De lmikian halnya, tidak te lrkelculali tindak pidana 

olelh korporasi, ulntulk dapat dimintakan pe lrtanggulngjawaban pidana telrhadapnya 

adalah apabila korporasi melmiliki kelsalahan. Pelntingnya pe lne lntulan ke lsalahan 

korporasi adalah selbagai jelmbatan pelnghulbulng antara tindak pidana dan 

pe lrtanggulngjawaban pidana. Selbagaimana tellah dijellaskan, ulndang-ulndang 

pe lrpajakan bellulm melngatulr pe lne lntulan ke lsalahan korporasi. Maka analisis 

dilakulkan delngan me llihat kel ke ltelntulan pe lrulndang-ulndangan lainnya yang 

sifatnya le lx ge lne lralis se lrta kelpada doktrin-doktrin hulkulm pidana. Jan Relmmellink 

melmbe lrikan solulsi delngan me lngulraikan bahwa kelsalahan fulngsionaris pimpinan 

dan pelgawai korporasi diatribulsikan kelpada korporasi selsulai delngan strulktulr 

organisasi intelrnal korporasi.
101

  

Pe lrilakul korporasi akan sellalul melrulpakan tindakan fulngsional, dalam hal 

ini belrtindak dalam kontelks rangkaian ke lrjasama antar manulsia.
102

 Be lrdasarkan 

telori pe llakul fulngsional, korporasi tidak dapat mellakulkan tindak pidana tanpa 

pe llantara pelngulrulsnya, maka pelne lntulan kelsalahan korporasi adalah delngan 

                                                 
98

 Huda, Op.Cit.[18]. 
99

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Raja Grafindo Persada 2020).[90] 
100

 O.S, Op.Cit.[153 
101

 ibid.[203] 
102

 Kristian, Op.Cit. .[107] 



91 

 

mellihat apakah pelngulruls yang be lrtindak u lntulk dan atas nama korporasi melmiliki 

ke lsalahan.
103

 Delngan de lmikian belrdasarkan telori pellakul fulngsional, jika 

dihulbulngkan de lngan pe lrtimbangan hakim (pultulsan PT.GSG), maka be lntulk 

ke lsalahan pellakul matelriil adalah yang se lharulsnya diatribulsikan se lbagai ke lsalahan 

korporasi PT.GSG. De lngan kata lain, ke lsalahan korporasi yang be lrulpa 

ke lse lngajaan yang te lrbulkti, melnjadi ulnsulr tindak pidana pelrpajakan adalah 

be lrdasarkan kelse lngajaan dari pellakul matelriil tindak pidana pelrpajakan telrse lbult. 

Be lrbe lda halnya de lngan yang dite lntulkan dalam Pelrma Korporasi, bahwa 

hakim dapat melnilai kelsalahan korporasi antara lain:
104

  

(1) Korporasi dapat melmpelrolelh ke lulntulngan ataul manfaat dari tindak pidana ataul 

tindak pidana dilakulkan ulntulk ke lpelntingan korporasi;  

(2) Korporasi me lmbiarkan telrjadinya tindak pidana; ataul  

(3)Korporasi tidak mellakulkan langkah-langkah yang dipe lrlulkan ulntulk 

pe lncelgahan, melncelgah dampak yang le lbih belsar dan melmastikan kelpatulhan 

telrhadap kelte lntulan hulkulm yang be lrlakul gulna me lnghindari te lrjadi tindak 

pidana.  

Pasal 4 ayat (2) Pelrma Korporasi pada rulmulsannya dibulat selcara 

“altelrnatif”, selsulnggulhnya me lmuldahkan hakim dalam melne lntulkan kelsalahan 

korporasi. Culkulp jika salah satul rulmulsan telrpelnulhi maka dianggap korporasi 

mellakulkan kelsalahan. 

Pe lnullis selpakat apabila rulmulsan telrse lbult dibulat se lcara altelrnatif, selbab: 

pe lrtama, apabila korporasi dapat melmpe lrolelh kelulntu lngan ataul manfaat ataul 

ulntulk kelpe lntingannya, maka suldah jellas bahwa pelnjatulhan sanksi telrhadap 

korporasi se lbagai ulpaya optimal pelmullihan kelrulgian ne lgara di bidang pe lrpajakan 

yang timbull, artinya ke lsalahan korporasi akan se lbanding de lngan akibat tindak 
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pidana ataul ke lulntulngan yang dipe lrole lh korporasi; keldula, apabila korporasi 

mellakulkan pelmbiaran ataul tidak mellakulkan pelncelgahan tindak pidana ataulpuln 

dampak lelbih belsar tindak pidana, maka belrtelntangan kelwajiban fulngsi 

ke lmasyarakatan dari korporasi. 

Indikator ke lsalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi 

melnjalankan fulngsi ke lmasyarakatannya yang te lrmasulk tapi tidak telrbatas ulntulk 

melnghindari te lrjadinya tindak pidana. Hulkulm me lngharapkan korporasi ulntulk 

melnjalankan fulngsi ke lmasyarakatannya de lngan baik selhingga se ljaulh mulngkin 

dapat melnghindari telrjadi tindak pidana. Delngan kata lain, sellagi telrbulka 

ke lmulngkinan korporasi ulntulk „dapat belrbulat lain‟ sellain tindak pidana, maka 

harapan telrse lbult haruls telrce lrmin dari ke lbijakan dan cara pelngope lrasiannya. 

Telrhadap korporasi pelnilaian adanya ke lsalahan ditelntulkan olelh bagaimana 

korporasi melmelnulhi fulngsi ke lmasyarakatannya, se lhingga „dapat dicella‟ keltika 

sulatul tindak pidana telrjadi karelnanya.
105

 

Pe lnullis be lrpelndapat sesuai doktrin maulpuln Pe lrma telrse lbult, bahwa se lcara 

komprelhe lnsif pe lnelntulan kelsalahan korporasi dapat didasarkan pada kombinasi 

ke ldulanya. Ole lh karelna itul, ulntulk me lnelntulkan kelsalahan korporasi dapat 

didasarkan dula kritelria, pelrtama pelngulru ls ataul pe llakul matelriil yang me llakulkan 

tindak pidana (actuls re luls) ulntulk dan atas nama korporasi melmiliki kelsalahan 

(me lns re la). Se llanjultnya, me lngingat ke lsalahan telrhadap korporasi tidak sama 

se lpe lrti kelsalahan yang dimiliki sulbjelk hulkulm manulsia alamiah maka kritelria 

ke ldula, belru lpa kritelria yang dirulmulskan altelrnatif (pilihan), yakni apakah 
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korporasi: (1) dapat melmpelrole lh ke lulntulngan ataul manfaat dari tindak pidana ataul 

tindak pidana dilakulkan ulntulk ke lpelntingan korporasi; (2) melmbiarkan telrjadinya 

tindak pidana; ataul (3) tidak mellakulkan langkahlangkah yang dipe lrlu lkan ulntulk 

pe lncelgahan, melnce lgah dampak yang le lbih belsar dan melmastikan kelpatulhan 

telrhadap kelte lntulan hulkulm yang be lrlakul gulna me lnghindari telrjadi tindak pidana. 

De lngan te lrpe lnulhinya ke ldula kritelra te lrse lbult, barul ke lmuldian ditelntulkan telrdapat 

ke lsalahan korporasi.  

Pe lrsoalan se llanjultnya dalam pe lrkara a qulo, pada pe lrtimbangan pultulsan 

PT. GSG, majellis hakim tampak tellah melncampulradulkkan antara dapat 

dipelrtanggulngjawabkannya korporasi de lngan ke ladaan jasmani dan rohani Liaw 

Nany di pe lrsidangan. Pe lrnyataan Liaw Nany yaitul  

“...melmbelnarkan idelntitas telrte lra didalam sulrat dakwaan dan dalam 

ke ladaan selhat jasmani dan rohani selrta mampul melnjawab seltiap pelrtanyaan yang 

diajulkan Majellis Hakim, Jaksa Pe lnulntult Ulmulm maulpuln olelh Pe lnase lhat 

Hulkulm...” 

dianggap Maje llis adalah keladaan yang dapat melmpelrtanggulngjawabkan korporasi 

melnulrult hulkulm.
106

 Padahal keldula keladaan telrse lbult belrbelda dan tidak ada 

kaitannya satul sama lain. 

Ke ladaan se lhat jasmani dan rohani Liaw Nany (Dire lktulr melwakili 

Korporasi) dipe lrsidangan tidak selrtamelrta melngakibatkan korporasi otomatis 

dapat dipelrtanggulngjawabkan. Se lhat jasmani dan rohani telrse lbult adalah selbagai 

syarat dapat melwakili korporasi dan dapat dilanjultkan prosels pe lrsidangan pelrkara 

pidana. Liaw Nany me lskipuln posisinya se llakul Dire lktulr PT. GSG namuln te lrbulkti 

dalam pelrsidangan, ia hanya dipinjam namanya se llaku l direlktulr olelh Liaw E ldi 
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Wirawan dan tidak pelrnah telrlibat opelrasional korporasi. Seldangkan pe llakul 

matelriil ataul orang yang se lbe lnarnya mellakulkan tindak pidana pelrpajakan 

melngatasnamakan korporasi adalah Dirult Liaw E ldi Wirawan, selbagaimana 

telrbulkti di pelrsidangan se lrta te llah dinyatakan belrsalah melski de lngan pe lnulntultan 

telrpisah.
107

 De lngan delmikian julstrul se lharulsnya me lns rela (sikap kalbul belrsalah) 

Dire lktulr Ultama Liaw E ldi Wirawan yang le lbih telpat dipelrsoalkan ulntulk dapat 

dipelrtanggulngjawabkannya korporasi PT. GSG.  

 

Kajian terhadap Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam 

Pertimbangan Majelis Hakim 

Se ltellah dipelrolelh kelsalahan korporasi, analisis sellanjultnya adalah 

bagaimana pelmbelnaran korporasi dapat dibelbani pelrtanggulngjawaban pidana
108

 

dalam hal ini telrhadap PT.GSG atas pelrbulatan dan kelsalahan pelngulrulsnya. Hal 

telrse lbult telrkait delngan ajaran ataul telori pelrtanggulngjawaban pidana korporasi 

yang diadopsi dalam sulatul pelrulndang-ulndangan pe lrpajakan (UlUl KUlP). Ada 

be lbelrapa telori se lbagai landasan pelmbe lnaran dibelbankan pelrtanggulngjawaban 

pidana korporasi, diantaranya yang pe lnullis anggap dapat ditelrapkan telrhadap 

tindak pidana pelrpajakan yakni thelory of idelntification dan thelory of vicariouls 

liability selbagaimana argulme lntasi yang me llandasi pada ulraian sellanjultnya. 

Namuln delmikian, delngan tidak melnge lsampingkan pulla telori pelrtanggu lngjawaban 

pidana korporasi belrkelmbang lainnya, se lpe lrti: strict liability, Dellelgation The lory, 

Aggre lgation Thelory, Corporate l Culltulre l The lory, Re lactivel Corporate l Faullt, 
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Manage lme lnt Failulre l Mode ll, Rels Ipsa Loqulitulr, Fulnctionelell Dade lrschaps 

The lorie l,
109

 dan lainnya. 

The l idelntification thelory, se lmu la tindakan ataul tindak pidana yang 

dilakulkan orang-orang yang dapat diide lntifikasikan delngan organisasi ataul 

melre lka yang dise lbult who constitulte l its dire lcting mind, yaitul individul-individu l 

se lpe lrti para peljabat ataul manage lr, yang dalam tulgasnya tidak dibawah pelrintah 

ataul arahan dari kelwe lnangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat 

diidelntifikasikan selbagai pelrbulatan ataul tindak pidana koporasi.
110

 Melnulrult 

doktrin ini, pelrulsahaan dapat mellakulkan se ljulmlah dellik selcara langsulng me llaluli 

orang-orang yang be lrhulbulngan e lrat delngan pe lrulsahaan dan dipandang se lbagai 

pe lrulsahaan itul se lndiri. Telgasnya, pe lrbulatan ataul ke lsalahan selnior officelr 

diidelntifikasi selbagai pe lrbulatan ataul kelsalahan korporasi.
111

 Vicariouls liability 

thelory (pe lrtanggulngjawaban pe lngganti) artinya, organisasi dapat 

dipelrtanggulngjawabkan atas pelrbulatan karyawannya, wakil pe lrulsahaan, ataul 

melre lka yang me lmpelrolelh mandat dari pe lrulsahaannya, ataul se ltiap orang yang 

be lrtanggulngjawab ke lpadanya.
112

 Telori ini lelbih melne lkankan pelrtanggulngjawaban 

pe lngulruls korporasi se lbagai „ageln‟ pe lrbulatan dari korporasi, belrtolak dari doktrin 

re lsponde lnt sulpelrior, be lrdasarkan pada elmployme lnt principlel dan thel delle lgation 

principlel. 

 Vicariouls liability melrulpakan pelnge lculalian tanggulngjawab individu l 

dalam hulkulm pidana belrdasarkan aditarian ne lmo pulnitulr pro alie lno de llicto (tidak 
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se lorangpuln dipidana karelna pe lrbulatan orang lain).
113

 Pandangan Hanafi Amrani 

dan Mahru ls Ali yang me lnyimpullkan vicariouls liability selbagai 

pe lrtanggulngjawaban melnu lrult hulkulm se lse lorang atas pelrbulatan salah yang 

dilakulkan olelh orang lain.
114

 Lulasnya cakulpan vicariouls liability dapat 

melngantisipasi dalam hal tindak pidana dilakulkan age ln korporasi ataul pe lgawai 

yang me lmiliki hulbulngan pe lke lrjaan delngan korporasi. Artinya, melncakulp tidak 

hanya lingkulp pelngulruls te ltapi julga pe lgawai bahkan ageln be lrdasarkan hulbulngan 

pe lkelrjaan. Selkalipuln de lmikian, pada pelne lrapan vicariouls liability maka pelnulntult 

ulmulm wajib dapat dibulktikan adanya melns re la se lbagai landasan pellakul 

mellakulkan actuls re luls telrse lbult.
115

 Delngan melne lrapkan vicariouls liability, maka 

dapat dibelnarkan melngganggap actuls re luls dan me lns re la pe lrsone ll pelngganti 

korporasi ataul pe lgawai yang dibe lri we lwe lnang pe lrsone ll pe lnge lndali ulntulk 

mellakulkan pelrbulatan yang te lrnyata melrulpakan tindak pidana selbagai actuls re luls 

dan me lns re la korporasi.  

Pe lne lrapan telori pelrtanggulngjawaban pidana korporasi kelmbali lagi 

telrgantulng pe lr kasuls, se lhingga dapat be lrbe lda-be lda ulntulk se ltiap pelrkara pidana. 

Se lbagaimana vicariouls liability adalah ulntulk melmpe lrtanggulngjawabkan se lcara 

pidana atas pelrbulatan bawahan ataul ole lh age ln yang me lmiliki hulbulngan pe lke lrjaan 

de lngan korporasi. Se ldangkan ide lntification thelory, dalam hal pellakul matelriil 

adalah peljabat yang dapat diidelntikkan delngan korporasi.  
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Pada pe lrkara PT. GSG, se lbe lnarnya Majellis Hakim tidak me lmbelrikan 

pe lrtimbangan hulkulm telori pelrtanggulngjawaban pidana yang digulnakan se lbagai 

pe lmbelnaran pelnjatulhan pidana telrhadap PT.GSG. Be lndasarkan Pasal 53 ayat (2) 

UlUl No 48 Tahuln 2009 te lntang Ke lkulasaan Ke lhakiman, yang me lne lntulkan bahwa 

pultulsan dan pe lneltapan hakim haruls me lmulat pe lrtimbangan hulkulm yang 

didasarkan alasan dan dasar hulkulm yang te lpat dan belnar.  

Pultulsan pe lngadilan haruls obje lktif dan be lrwibawa, olelh kare lnanya haru ls 

didulkulng alasan-alasan ataul pe lrtimbangan hakim. Alasan ataul konside lrans itul 

melrulpakan pelrtanggulngjawaban hakim kelpada masyarakat atas pultulsannya 

telrse lbult.
116

 Apabila mellihat prosels pe lrsidangan, se lbagaimana keltelrangan Ahli 

Hulkulm, Yulnuls Hulse lin di pelrsidangan, tellah melngulrai me lnge lnai doctrinel of 

vicariouls liability/ relsponde lat sulpe lrior or lelt thel mastelr answe lr, ataul 

pe lrtanggulngjawaban pelngganti ulntulk dapat ditelrapkan dalam melmpidana 

korporasi. Pelndapat Ahli,
117

 doktrin telrse lbult se ljalan delngan Pe lrma Korporasi
118

, 

bahwa haruls ada hulbulngan ke lrja dan ada di dalam ataul maulpu ln di lular 

lingkulngan korporasi. Se lharulsnya pe lndapat ahli telrse lbult dimasulkkan se lbagai 

pe lrtimbangan hakim, jika melmang hakim selpakat pelnggulnaan te lori vicariouls 

liability selbagai dasar pelmbelnar pelnjatulhan pidana telrhadap korporasi PT GSG.  

Pe lnggulnaan vicariouls liability menurut penulis u lntulk me lnjangkaul pe llakul 

matelriil yang lulas cakulpannya yakni pe llakul matelriil tindak pidana sellakul age ln 
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ataul pelgawai ataul karyawan korporasi. Dalam hal ini, julstrul idelntification thelory 

adalah lelbih telpat digulnakan me lmpelrtanggulngjawabkan korporasi, melngingat 

actuls re luls dan me lns re la be lrasal dari pe llakul yang me lmiliki posisi tinggi ataul 

dire lcting mind and will korporasi, yakni Liaw E ldi Wirawan se llakul direlktulr 

ultama. Dalam mellaksanakan tulgasnya Liaw Eldi Wirawan tidak dibawah pelrintah 

ataul arahan dari kelwe lnangan atasan yang lain, ole lh karelna itul tindak pidana 

maulpuln ke lsalahan pellakul matelriil telrse lbult dapat diidelntifikasikan selcara 

langsulng se lbagai tindak pidana dan kelsalahan korporasi.  

 

D. Anali isi is Putusan Nomor 35/ Pi id.Sus/2022/PN.Lsm 

Tindak pidana korporasi di bidang pe lrpajakan telrkait pelnyalahgulnaan 

faktulr pajak fiktif dilakulkan olelh PT. Pultra Mandiri, lelbih telpatnya dalam 

pe lnggulnaan faktulr pajak fiktif yang tidak se lsulai delngan transaksi se lbe lnarnya. 

Kasuls telrse lbu lt belrsifat inkrah di Pelngadilan Nelge lri Lhokse lulmawe l dalam Pultulsan 

No. 35/Pid.Suls/2020/PN Lsm. Te lrdakwa Adnan Hasan (AH) se llakul direlktulr PT. 

Pultra Mandiri melngkre lditkan Faktulr Pajak yang dite lrbitkan PT Bina Gulna Le lstari 

(PT. BGL) ke ldalam SPT masa pada Pelriode l Janulari 2016 s.d Julni 2020 se lbagai 

Faktulr Pajak masulkan de lngan rincian selbanyak 12 (dula be llas) Faktulr Pajak ulntulk 

pe lmbellian selmeln. Dimana pajak yang dikre lditkan olelh PT. Pultra Mandiri de lngan 

melnggulnakan Faktulr Pajak yang te lrbitkan PT. BGL te lrse lbult se lnilai 

Rp641.263.176,00 (elnam ratuls e lmpat pullulh satul julta dula ratuls e lnam pullulh tiga 

ribul selratuls tuljulh pullulh elnam rulpiah) melrulpakan faktulr pajak tidak belrdasarkan 

transaksi selbe lnarnya ataul le lbih dikelnal de lngan istilah faktulr pajak fiktif, yang 
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mana pada kelnyataannnya PT.Pultra Mandiri tidak pelrnah be lrtransaksi atas 

pe lmbellian selmeln ke lpada PT. BGL. 

Kasuls te lrse lbult be lrmulla disaat telrdakwa Adnan Hasan  (AH) se llakul 

direlktulr PT. Pultra Mandiri melminta tolong ke lpada telrdakwa E lS (dalam belrkas 

telrpisah) ulntu lk melmbantul pe lngulrulsan pajak pelrulsahan PT. Pultra Mandiri delngan 

melnye lrahkan NPWP pe lrulsahaan, sellanjultnya E lS melnawarkan kelpada telrdakwa 

be lrulpa faktulr pajak delngan harga pelmbe llian 50% dari harga yang te lrcantulm 

dalam faktulr dan nantinya dapat dikrelditkan dalam SPT Masa PPN pelrulsahaan 

PT. Pultra Mandiri, faktulr pajak telrse lbult dipelrolelh E lS dari sauldara Y (belrkas 

telrpisah) karyawan PT. BGL yang me lrulpakan pelrulsahaan distribultor selme ln, 

dimana faktulr pajak be lrulpa pelnjulalan selmeln yang dite lrbitkan kelpada PT. Pultra 

Mandiri tidaklah belrdasarkan transaksi selbe lnarnya dikare lnakan PT Pu ltra mandiri 

tidak pelrnah mellakulkan pelmbellian selmeln kelpad PT. BGL, faktulr pajak telrse lbult 

se lbe lnarnya adalah transaksi pelmbe llian se lmeln olelh Toko-Toko yang tidak 

melmpulnyai NPWP dan se lharulsnya dilaporkan de lngan syste lm gulnggulng namuln 

Sauldara Y me lnelrbitkan Faktulr Pajak de lngan nama pe lrulsahaan dan NPWP PT. 

Pultra Mandiri. 

Telrdakwa AH me lnye ltuljuli pe lmbellian faktulr pajak fiktif telrse lbult lalul 

mellakulkan pelmbayaran 50% atas nilai faktulr pajak fiktif telrselbult dan me llakulkan 

pe lngkre lditan selbagai pajak masulkan dalam pellaporan SPT Masa PPN yang 

dilaporkan kel Direlktorat Jelnde lral Pajak se lcara belrlanjult pada pelriodel Janulari 

2016 hingga Julni 2020.  
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Pola transaksi telrse lbult melngakibatkan adanya ke lrulgian dalam pelndapatan 

ne lgara karelna kulrangnya pajak yang se lharulsnya dise ltorkan olelh PT. Pultra 

Mandiri. se lhingga me lngakibatkan nelgara melngalami kelrulgian se lbe lsar Rp 

641.263.176. Atas pe lrbulatan telrse lbult, telrdakwa AH didakwa me lnggulnakan 

dakwaan komullatif  selbagaimana diatulr dalam Pasal 39A hulrulf a Jo Pasal 43 

Ulndang-ulndang Nomor 28 Tahuln 2007 Te lntang Pe lrulbahan Ke ltiga Atas Ulndang-

ulndang Nomor 6 tahuln 1983 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara 

Pe lrpajakaan jo Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2021 Telntang Harmonisasi 

Pe lratulran Pe lrpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke l-1 KUlHP, DAN Pasal 39 ayat (1) 

hulrulf d Jo Pasal 43 Ulndang-ulndang 28 Tahuln 2007 Telntang Pe lrulbahan Ke ltiga 

Atas Ulndang-ulndang Nomor 6 tahuln 1983 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata 

Cara Pelrpajakaan Jo Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 2021 Telntang Harmonisasi 

Pe lratulran Pe lrpajakan Pasal 55 Ayat (1) ke l-1 KUlHP, Ulndang-ulndang Nomor 8 

Tahuln 1981 te lntang Hulkulm Acara Pidana, dan pe lratulran pelrulndang-ulndangan 

lain yang be lrsangkultan yang ulnsulr-ulnsulrnya adalah selbagai be lrikult: 

1. Ulnsulr Se ltiap Orang; 

2. Ulnsulr De lngan se lngaja melne lrbitkan dan/ataul melnggu lnakan faktulr pajak, bulkti 

pe lmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti seltoran pajak yang 

tidak belrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya; 

3. Ulnsulr Wakil, kulasa, ataul pe lgawai dari Wajib Pajak, yang me lnyulru lh 

mellakulkan, yang tulrult se lrta mellakulkan, yang me lnganjulrkan, ataul yang 

melmbantul me llakulkan tindak pidana di bidang pe lrpajakan; 
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4. Ulnsulr Me lrelka yang me llakulkan, melnyulrulh me llakulkan dan tulrult se lrta 

mellakulkan; 

Sanksi pidana tellah dijatulhkan olelh majellis hakim kelpada telrdakwa dalam 

pultulsannya be lrdasarkan dakwaan komullatif kelsatul dan keldula se lbagai belrikult: 

1. Me lnyatakan Telrdakwa Adnan Hasan Bin H. Mulhammad Hasan te lrse lbult diatas, 

telrbulkti selcara sah dan melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana “Tulrult 

Se lrta Mellakulkan Tindak Pidana Pelrpajakan” selbagaimana dalam dakwaan 

Kulmullatif Ke lsatul dan Ke ldula; 

2. Me lnjatulhkan pidana kelpada Telrdakwa ole lh karelna itul de lngan pidana pe lnjara 

se llama 3 (Tiga) Tahuln; 

3. Me lnjatulhkan pidana delnda se ljulmlah Rp1.152.826.636,00 (satul miliar selratuls 

lima pullulh dula julta dellapan ratuls dula pullulh elnam ribul e lnam ratuls tiga pullulh 

e lnam rulpiah) de lngan pe lrincian 2 x Rp641.263.176,00 = Rp1.282.526.352,00 - 

Rp.129.699.716,00, de lngan ke lte lntulan apabila delnda telrse lbult dalam waktul 1 

(satul) bullan selsuldah pultulsan pe lngadilan yang me lmpulnyai kelkulatan hulkulm 

teltap tidak dibayar maka harta belnda Telrdakwa disita olelh Jaksa dan dilellang 

ulntulk melmbayar de lnda, dalam hal Telrdakwa tidak melmpulnyai harta belnda 

yang me lnculkulpi ulntulk melmbayar de lnda maka Telrdakwa haruls melnjalani 

pidana kulrulngan pe lngganti de lnda sellama 2 (dula) Bullan 

 

Jaksa Pelnulntult Ulmulm dalam dakwaan ke ldulanya me lncantulmkan Pasal 

39A hulrulf a UlUl No. 28 Tahuln 2007 te lntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara 

Pe lrpajakan yang dimana pasal telrse lbult be lrbulnyi “Se ltiap orang yang de lngan 

se lngaja melne lrbitkan dan/ataul melnggulnakan faktulr pajak, bulkti pelmulngultan 

pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti se ltoran pajak yang tidak 

be lrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya dipidana delngan pidana pe lnjara paling 

singkat 2 (dula) tahuln dan paling lama 6 (e lnam) tahuln se lrta delnda paling se ldikit 2 

(dula) kali julmlah pajak dalam faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti 

pe lmotongan pajak, dan/ataul bulkti se ltoran pajak dan paling banyak 6 (e lnam) kali 

julmlah pajak dalam faktulr pajak, bulkti pe lmulngultan pajak, bulkti pelmotongan 

pajak, dan/ataul bulkti seltoran pajak”.  
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Hal yang tidak dipultulskan olelh Majellis Hakim dalam kasuls ini adalah 

telrkait delngan pe lrtanggulngjawaban pidana atas PT. Pultra Mandiri, padahal 

pe lnggulnaan faktulr pajak fiktif ataul faktulr pajak yang tidak se lsu lai delngan 

transaksi selbe lnarnya ole lh PT. Pultra Mandiri yang diwakilkan olelh pelngulrulsnya 

melnye lbabkan ne lgara melngalami kelrulgian se lbe lsar kulrang lelbih Rp 641,643.176.  

Tindakan yang dilakulkan pe lngulruls PT. Pultra Mandiri tidak dilakulkan 

dibawah pelrintah atasan, karelna Telrdakwa sellakul direlksi melmiliki pelran 

ke lduldulkan yang culkulp tinggi. Ole lh kare lna itul, apabila dikaitkan delngan telori 

idelntifikasi, pelrbulatan dari pelngulruls PT. Pultra Mandiri melrulpakan celrminan dari 

pe lrbulatan PT. Pultra Mandiri itul se lndiri. Me lns re la yang dimiliki olelh pe lngulruls 

PT. Pultra Mandiri selbagaimana yang te lrlihat dalam ulnsulr “melne lrbitkan dan/ataul 

melnggulnakan faktulr pajak, bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak 

dan/ataul bulkti seltoran pajak yang tidak be lrdasarkan transaksi selbelnarnya” dalam 

Pasal 39A hu lrulf a UlUl No. 28 Tahuln 2007, ditinjaul dari telori idelntifikasi.  

Pe lrtanggulngjawaban tindak pidana telrhadap korporasi salah satulnya diatulr 

dalam Pelratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 te lntang Pe ldoman 

Pe lnanganan Pe lrkara Pidana delngan Sulbje lk Hulkulm Korporasi. Se lmakin komplelks 

dan melningkatnya ke ljahatan korporasi se lhingga me lnimbullkan kelsullitan dalam 

melne lntulkan pelrtanggulngjawabannya me lrulpakan salah satul pe lrtimbangan dalam 

melne lrbitkan pelratulran ini. 

Pe lratulran ini julga dituljulkan selbagai pe ldoman dalam melnangani tindak 

pidana delngan sulbje lk hulkulm korporasi. Pe ldoman ini belrtuljulan se lbagai peldoman 

dalam melnangani pe lrkara korporasi ditingkat pelnyidikan, pe lnulntultan, dan 
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pe llaksanaan pultulsan pelngadilan dalam pelnanganan pelrkara pidana delngan sulbje lk 

hulkulm korporasi telrhadap Pelngulruls, Korporasi dan/ataul Pe lngulruls dan Korporasi.  

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan 

Nomor 35/Pid.Sus/2022/Pn Lsm)  

Ditinjaul mellaluli Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 

telntang Pe ldoman Pelnanganan Pe lrkara Pidana Delngan Sulbje lk Hulkulm Korporasi, 

pe lrlul dike ltahuli telrlelbih dahullul rulang lingkulp dari Pe lratulran Jaksa Agulng 

telrse lbult. Be lrikult melrulpakan rulang lingkulp dari Pelratulran Jaksa Agulng RI No. 

PE lR-028/A/JA/10/2014:  

1. Dalam hal ulndang-ulndang me lngatulr sulbjelk hulkulm korporasi, maka 

tulntultan pidana diajulkan kelpada:  

a. Korporasi;  

b. Pe lngulruls korporasi;  

c. Korporasi dan pe lngulruls korporasi.  

2. Dalam hal ulndang-ulndang tidak melngatulr sulbje lk hulkulm korporasi, maka 

tulntultan diajulkan kelpada pelngulruls.  

3. Telrhadap korporasi bulkan belrbadan hulkulm, pelrtanggu lngjawaban 

pidananya dibe lbankan kelpada pe lngulruls se lrta dapat dikelnakan pidana 

tambahan dan/ataul tindakan tata telrtib telrhadap korporasi.  

UlUl No. 28 Tahuln 2007 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara 

Pe lrpajakan tidak melngatulr korporasi se lbagai sulbje lk hulkulm pidana. Frasa “Se ltiap 

orang” dalam UlUl Pajak hanya me lngacul pada sulbjelk hulkulm orang, bulkan 

korporasi. Maka dari itul, UlUl No. 28 Tahuln 2007 apabila dikaitkan delngan 



104 

 

Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 se lsulai de lngan klaulsull 

nomor 2 yaitul pe lrtanggulngjawaban pidana ataul tulntultan akan diajulkan ke lpada 

pe lngulruls apabila dalam ulndang-ulndang tidak melngatulr sulbje lk hulkulm korporasi.  

Pe lrbu latan pelngulruls korporasi yang dapat dibelbani pelrtanggulngjawaban 

pidana julga diatulr dalam Bab II hulrulf B Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-

028/A/JA/10/2014, yaitul se lbagai be lrikult:  

1. Se ltiap orang yang me llakulkan, tulrult se lrta mellakulkan, melnyulrulh me llakulkan, 

melnganju lrkan me llakulkan, ataul me lmbantul mellakulkan tindak pidana;  

2. Se ltiap orang yang me lmiliki kelndali dan we lwe lnang ulntulk me lngambil langkah 

pe lncelgahan tindak pidana telrse lbult namuln tidak melngambil langkah yang 

se lharulsnya dan melnyadari akan melnelrima relsiko yang culkulp be lsar apabila 

tindak pidana telrse lbult telrjadi;  

3. Se ltiap orang yang me lmpulnyai pe lnge ltahulan akan adanya re lsiko yang culkulp 

be lsar culkulplah apabila ia tahul bahwa tindak pidana telrse lbult dilakulkan olelh 

korporasi; dan/ataul  

4. Se lgala belntulk pelrbulatan lain yang dapat dimintakan pelrtanggu lngjawaban 

korporasi melnulrult ulndang-ulndang.  

Dalam kasuls yang pe lnullis telliti, yaitul dalam Pultulsan No. 

35/Pid.Suls/2022/PN Lsm, Te lrdakwa AH se llakul direlksi dari PT. Pultra Mandiri 

melrulpakan se lse lorang yang tulrult se lrta mellakulkan tindak pidana di bidang 

pe lrpajakan atas pelnggulnaan faktulr pajak fiktif. Hal ini selsulai delngan amar 

pultulsan hakim yang melnyatakan telrdakwa AH te lrbulkti selcara sah dan 
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melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana “tulrult se lrta mellakulkan tindak 

pidana dibidang pe lrpajakan”.  

Apabila dikaitkan delngan hulrulf B poin 1 Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. 

PE lR-028/A/JA/10/2014, Te lrdakwa AH te lrmasulk ke l dalam pelrbulatan pelngulruls 

korporasi yang dapat dimintakan pelrtanggulngjawaban pidana. Se lsu lai delngan 

dakwaan keldula, Telrdakwa AH dijatulhi pidana pelnjara sellama 3 (tiga) tahuln dan 

de lnda selbe lsar Rp. 1.152.826.636 de lngan rincian: 2 x Rp 641.263.176 = 

1.282.526.352,00 - Rp.129.699.716, de lngan ke ltelntulan apabila delnda telrse lbult 

tidak dibayar maka diganti delngan pidana kulrulngan se llama 2 (dula) bullan.  

Be lrdasarkan Pultulsan No. 35/Pid.Suls/2022/PN Lsm, khulsulsnya dalam 

pe lnjatulhan sanksi pidana korporasi telrhadap PT. Pultra Mandiri, majellis hakim 

tidak melnjatulhkan sanksi pidana tambahan be lrulpa pelrtanggulngjawaban pidana 

korporasi kelpada PT. Pultra Mandiri. Hal ini dikarelnakan tidak diatulrnya 

korporasi selbagai sulbje lk hulkulm dalam UlUl No. 28 Tahuln 2007 telntang Ke lte lntulan 

Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan  

Pe lrbu latan pelngulruls korporasi yang dapat dimintakan pelrtanggu lngjawaban 

pidana tellah selsulai de lngan Pe lratulran Jaksa Agulng, yang dimana telrdakwa Adnan 

Hasan me lrulpakan orang yang be lrdasarkan amar pultulsan hakim mellaku lkan tindak 

pidana “tulrult selrta mellakulkan tindak pidana di bidang pelrpajakan”. Hal ini selsulai 

de lngan yang diatulr di Pelratulran Jaksa Agulng khulsulsnya dalam BAB II poin B 

yaitul se ltiap orang yang me llakulkan, tulrult se lrta mellakulkan, melnyulrulh me llakulkan, 

melnganjulrkan mellakulkan, ataul melmbantul mellakulkan tindak pidana, melrulpakan 

pe lrbulatan pelngulruls yang dapat dijelrat pelrtanggulngjawaban pidana.  
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Lahirnya Pe lratulran Jaksa Agulng RI No. PE lR-028/A/JA/10/2014 te lntang 

Pe ldoman Pe lnanganan Pe lrkara Pidana delngan Sulbje lk Hu lkulm Korporasi ini masih 

dianggap be llulm dapat melnye lle lsaikan ke lragulan dari JPUl ulntulk me lndakwa 

korporasi. Be lrdasarkan peldoman ini, dalam hal ulndang-ulndang me lngatulr sulbjelk 

hulkulm korporasi, maka tulntultan pidana dikelrahkan kelpada korporasi, pelngulruls, 

ataul ke ldulanya. Dalam hal ulndang-ulndang tidak melngatulr sulbje lk hulkulm 

korporasi, maka tulntultan dikelrahkan kelpada pelngulruls. Pe lrtanyaan yang mulncull 

dari konselp diatas, apa telori pe lrtanggulngjawaban pidana korporasi yang dianult 

olelh pe lratulran jaksa telrse lbult. Se ljaulh ini yang be lrhasil ditelliti belrdasarkan 

pe lnellitian yang ada, se llulrulh doktrin ataul telori pelrtanggulngjawaban pidana 

korporasi dianult de lngan me lngkombinasikan se llulrulh doktrin telrse lbult kel pe lratulran 

jaksa ini. 

Lilik Mullyadi me lnge lmulkakan pe lrnyataan bahwasannya pe lrtimbangan 

hakim dibagi melnjadi dula jelnis yaitul pe lrtimbangan yulridis dan fakta yang 

didapatkan di pelrsidangan. Majellis hakim wajib melngulasai ataul dapat 

melngide lntifikasi aspelk praktik se lrta teloritik, yulrisprulde lnsi dan kasuls yang 

ditangani  

1. Pe lrtimbangan yulridis, me lrulpakan pe lrtimbangan yang dibulat majellis hakim 

be lrdasarkan fakta-fakta di pelrsidangan dan ole lh pelratulran pelrulndang-

ulndangan te llah diteltapkan selbagai hal yang wajib dicantulmkan dalam pultulsan. 

Pe lrtimbangan hakim yulridis te lrdiri dari:  

a. Dakwaan Jaksa Pelnulntult Ulmulm, pada ulmulmnya dibulat dalam belntulk 

sulrat ataul akta yang me lngandulng se lgala rulmu lsan tindak pidana yang 
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didakwakan kelpada telrdakwa belrdasarkan hasil pe lnyidikan. Dakwaan julga 

dapat diselbult selbagai landasan bagi majellis hakim dalam melme lriksa dan 

melmu ltulskan pelrkara;  

b. Tulntultan Pidana, jelnis dan belrat ataul tidaknya sulatul tindak pidana akan 

dise lbultkan dalam sulrat tulntultan yang dibulat olelh Jaksa Pe lnulntult Ulmulm 

de lngan tuljulan pelnjatulhan pultulsan ke lpada telrdakwa. Dalam 

pe lnyu lsulnannya, sulrat tulntultan diselsulaikan be lrdasarkan sulrat dakwaan 

be lrdasarkan pelmbulktian dalam pelrsidangan. Pada ulmulmnya, JPUl akan 

melnye lsulaikan ulnsulr-ulnsulr tindak pidana yang didakwakan kelpada 

telrdakwa;  

c. Ke lte lrangan Saksi, melrulpakan salah satul bulkti yang dapat diajulkan di 

pe lrsidangan dalam pelrkara pidana yang te lrdiri dari selgala ke ltelrangan dari 

se lse lorang te lntang sulatul pe lristiwa pidana yang dide lngar se lndiri, lihat 

se lndiri, dan alami diselrtai alasan dari pe lnge ltahulannya te lrse lbult. Dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUlHAP hulrulf a melngatulr melnge lnai ke ltelrangan saksi 

se lbagai salah satul alat bulkti dalam hulkulm pidana;  

d. Ke lte lrangan Te lrdakwa, Pasal 184 ayat (1) KUlHAP hulrulf e l diatu lr me lnge lnai 

ke ltelrangan telrdakwa melrulpakan salah satul alat bulkti dalam pelrkara 

pidana. Ke ltelrangan te lrdakwa melrulpakan ke ltelrangan melnge lnai apa yang 

tellah dilakulkan telrdakwa melnge lnai pe lrbulatan pidananya yang 

dikeltahulinya se lndiri ataul yang dialami selndiri;  

e l. Barang Bulkti, melrulpakan barang yang digu lnakan te lrdakwa keltika 

mellakulkan tindak pidana ataul barang hasil dari pelrbulatan tindak pidana. 
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Barang yang dijadikan bulkti dalam pe lrsidangan be lrfulngsi ulntulk 

melmpe lrkulat keltelrangan daripada saksi, ahli selrta telrdakwa yang 

melnitikbelratkan kelpada kelsalahan telrdakwa;  

f. Ke lte lntulan dalam KUlHP, Pasal 197 hulrulf el KUlHAP me lngatulr 

bahwasannya salah satul yang wajib te lrmulat dalam pultulsan pidana adalah 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan yang wajib dijadikan dasar dalam 

pe lmidanaan. Pasal yang didakwa JPUl melrulpakan dasar bagi majellis 

hakim melmpe lrtimbangkan dan melmultulskan pelrkara pidana.  

2. Pe lrtimbangan Non-Yulridis me lrulpakan pelrtimbangan yang me lmulat latar 

be llakang dari tindak pidana telrdakwa, kondisi elkonomi, dan hakim melyakini 

apakah telrdakwa me llakulkan pelrbulatan pidana ataul tidak se lbagaimana yang 

telrmulat dalam ulnsulr tindak pidana yang didakwakan.  

Se lsulai delngan yang te llah diulraikan melnge lnai be lbelrapa faktor yang 

dipelrtimbangkan olelh majellis hakim selpe lrti faktor yulridis dan non-yulridis, dalam 

kasuls yang pe lnullis telliti yaitul Pultulsan No. 35/Pid.Su ls/2022/PN Lsm, majellis 

hakim melnyatakan dalam amar pultulsannya bahwa Telrdakwa telrbulkti se lcara sah 

dan melyakinkan me llakulkan tindak pidana “tulrult se lrta me llakulkan tindak pidana 

dibidang pelrpajakan” belrdasarkan dakwaan keldula Jaksa Pelnulntult Ulmulm yaitu l 

Pasal 39A hulrulf a UlUl No. 28 Tahuln 2007 te lntang Pe lrulbahan Ke ltiga atas UlUl No. 

6 Tahuln 1983 telntang Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan selbagaimana 

tellah be lbelrapa kali telrakhir diulbah de lngan UlUl No. 16 Tahuln 2009 jo. Pasal 64 

ayat (1) KUlHP.  
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Hakim dalam melnjatulhkan pultulsan be lrdasarkan Pultulsan No. 

35/Pid.Suls/2022/PN Lsm yang dimana dakwaan keldula melrulpakan dakwaan yang 

lelbih melnde lkat delngan fakta-fakta pelrsidangan, dakwaan telrse lbult belrbulnyi se ltiap 

orang yang de lngan se lngaja melne lrbitkan dan/ataul melnggulnakan faktulr pajak, 

bulkti pelmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak, dan/ataul bulkti seltoran pajak 

yang tidak be lrdasarkan transaksi selbe lnarnya se lcara be lrlanjult. Be lrikult me lrulpakan 

ulnsulr-ulnsulr dakwaan keldula:  

1. Barang siapa;  

2. De lngan se lngaja melne lrbitkan dan/ataul melnggulnakan faktulr pajak, bulkti 

pe lmulngultan pajak, bulkti pelmotongan pajak dan/ataul bulkti seltoran pajak yang 

tidak belrdasarkan transaksi selbe lnarnya;  

3. Dilakulkan selde lmikian rulpa se lhingga haruls dipandang se lbagai satu l pe lrbulatan 

yang be lrlanjult.  

Telrhadap ulnsulr-ulnsulr te lrse lbult, Majellis Hakim melmpelrtimbangkan hal-hal 

se lbagai be lrikult:  

Ad.1 Se ltiap Orang 

Ulnsulr “Se ltiap Orang” adalah siapa saja yang me lnjadi sulbje lk hulkulm, 

dalam hal ini tidak telrkelculali laki-laki dan pelrelmpulan yang je llasnya ke lpada 

sipe llakul dapat dimintai pelrtanggulngjawaban te lrhadap pelrbulatan yang 

dilakulkannya; 

Sulbje lk hulkulm adalah melrelka yang tulndulk pada hulkulm yang be lrlakul di 

Ne lgara Re lpu lblik Indone lsia, yaitul se ltiap warga Ne lgara Indone lsia ataul se ltiap orang 

yang be lrdomisili diwilayah Ne lgara Relpulblik Indone lsia; 
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Be lrdasarkan ke ltelrangan saksi-saksi dan ke ltelrangan te lrdakwa, orang ataul 

sulbje lk hulkulm yang dipe lriksa se lbagai pellakul pelrbulatan se lbagaimana didakwakan 

olelh Pe lnulntult Ulmulm adalah Telrdakwa Adnan Hasan; se lte llah ditanyakan olelh 

Ke ltula Maje llis Hakim ke lpadanya, te lrdakwa tellah melmbe lnarkannya, se lhingga 

tidak telrdapat kelkellirulan telntang orang (e lrror in pe lrsona) yang diajulkan olelh 

Pe lnulntult Ulmulm telrse lbult, namuln delmikian apakah telrdakwa selbagai sulbye lk 

hulkulm telrse lbult dapat dinyatakan se lbagai pe llakul dari tindak pidana yang 

didakwakan olelh Pe lnulntult Ulmulm, maka se llanjultnya haruls dibulktikan apakah 

yang be lrsangkultan tellah mellakulkan pelrbulatan selbagaimana ulnsulr-ulnsulr pasal 

telrse lbult diatas; 

Ad.2 De lngan se lngaja melnyampaikan Su lrat Pe lmbelritahulan dan/ataul ke ltelrangan 

yang isinya tidak be lnar ataul tidak lelngkap; 

ulnsulr ke ldula ini adalah belrsifat altelrnatif se lhingga salah satul saja telrbulkti maka 

ulnsulr ke ldula inipuln dianggap te llah telrbulkti dan telrpelnulhi; 

Me lnulrult telori dan doktrin dalam hulkulm pidana telrdapat 3 (tiga) belntulk 

ke lse lngajaan, yakni:  

1. Se lngaja se lbagai maksuld (opze ltals oogmelrk)  

Se lngaja se lbagai maksuld apabila pelmbulat melnghe lndaki akibat dari 

pe lrbulatannya. Ia tidak pelrnah mellakulkan pelrbulatannya apabila pelmbulat 

melnge ltahuli bahwa akibat pelrbulatannya tidak akan telrjadi. Dalam praktelk; be lntulk 

se lngaja inilah yang paling muldah ulntulk dibulktikan, delngan me llihat kelnyataan-

ke lnyataan yang te lrjadi; 
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2. Se lngaja delngan ke lsadaran telntang kelpastian (opzelt melt belwu lsthe lid van 

ze lkelrhe lid of noodkellijkhelid)  

Se lngaja de lngan ke lpastian telrjadi itul pe lmbulat yakin bahwa akibat yang 

dimaksuldkannya tidak akan telrcapai tanpa telrjadinya akibat yang tidak dimaksuld. 

Me lnulrult telori ke lhelndak, apabila pelmbulat julga me lnghe lndaki akibat ataul hal-hal 

yang tulrult se lrta melmpelngarulhi te lrjadinya akibat yang te lrlelbih dahullul tellah dapat 

digambarkan selbagai sulatul akibat yang tidak dapat diellakkan telrjadinya maka 

orang itul mellakulkan selngaja de lngan ke lpastian telrjadi;  

3. Se lngaja de lngan ke lsadaran ke lmulngkinan (opze lt me lt 

waarschijnlijkhelidsbe lwulstzijn)  

Se lngaja delngan ke lsadaran ke lmulngkinan (opze lt me lt 

waarschijnlijkhelidsbe lwulstzijn) ataul se lngaja delngan sadar ke lmulngkinan te lrjadi 

(opze lt me lt mogellijkhelidsbelwulstzijn) ataul se lngaja belrsyarat (voorwaarde llijk opzelt) 

melnulrult Haze lwinke ll-Sulringa te lrjadi jika pelmbulat teltap mellaku lkan yang 

dikelhe lndakinya walaulpuln ada kelmulngkinan akibat lain yang sama selkali tidak 

diinginkannya telrjadi. Jika walaulpuln akibat (yang sama se lkali tidak diinginkan) 

itul diinginkan daripada melnghe lntikan pelrbulatannya, maka telrjadi pulla 

ke lse lngajaan; dan apabila salah satul dari tiga wuljuld kelse lngajaan telrse lbult tellah 

telrbulkti, maka suldah telrbulkti adanya “ke lse lngajaan” 

Ulnsulr se lngaja di dalam pelnjellasan Me lmory Van Toellichting (MVT) 

adalah “Melnghe lndaki dan melnge ltahuli”. Yang dimaksuld de lngan “Me lnghe lndaki 

dan melnge ltahuli” adalah selse lorang yang mellakulkan selsulatul pelrbulatan delngan 

se lngaja itul, harulslah melnghe lndaki (Willelns) apa yang ia bulat dan haruls 
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melnge ltahuli (welttelns) apa yang ia bulat, be lse lrta akibatnya. Ini be lrarti pellakul 

melnge ltahuli dan sadar selhingga dapat 

dipelrtanggulngjawabkan atas pelrbulatannya kare lna ia melmang be lnar-be lnar 

be lrkelhe lndak ulntulk me llakulkan pe lrbulatannya te lrse lbult dan melnge ltahuli telntang 

maksuld dari pelrbulatannya se lndiri; 

Be lrsandar pada telori di atas, akan dipe lrtimbangkan apakah Telrdakwa 

be lnar tellah melnyampaikan Sulrat Pelmbelritahulan dan/ataul ke ltelrangan yang isinya 

tidak belnar ataul tidak lelngkap; Me lnimbang, bahwa be lrdasarkan fakta hulkulm 

yang telrulngkap di pe lrsidangan bahwa PT. Pultra Mandiri tellah melnggulnakan/ 

melngkre lditkan Faktulr Pajak yang dite lrbitkan PT Bina Gulna Le lstari keldalam SPT 

masa pada Pelriodel Janulari 2016 s.d Julni 2020 se lbagai Faktulr Pajak masulkan 

de lngan rincian se lbanyak 12 (dula be llas) Faktulr Pajak ulntulk pe lmbellian selme ln. 

Bahwa pajak yang dikre lditkan olelh PT. Pultra Mandiri delngan me lnggulnakan 

Faktulr Pajak yang te lrbitkan PT. Bina Gulna Le lstari te lrse lbult adalah selnilai 

Rp641.263.176,00 (elnam ratuls e lmpat pullulh satul julta dula ratuls e lnam pullulh tiga 

ribul se lratuls tuljulh pullulh e lnam rulpiah); 

Faktu lr Pajak PT. Bina Gulna Le lstari yang digulnakan/dikre lditkan olelh 

Telrdakwa telrse lbult bulkan transaksi yang se lbe lnarnya namuln Saksi Yafits 

melmbulatkan Faktulr Pajak de lngan nama pe lrulsahaan dan NPWP PT. Pultra Mandiri 

yang se lbe lnarnya tidak pelrnah melmbelli se lmeln dari PT. Bina Gulna Le lstari; 

Telrdakwa melmpe lrolelh Faktulr Pajak Masulkan yang tidak belrdasarkan 

transaksi yang se lbe lnarnya itul adalah delngan cara Sdr. Elddy Syawal (alm) yang 

melmang Te lrdakwa minta tolong ulntulk me lmbantul me lngulruls masalah pajak 
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pe lrulsahaan melmbelrikan nomor NPWP Pe lrulsahaan Telrdakwa kelpada orang yang 

melnge llularkan faktulr pajak telrse lbult, se llanjultnya se lte llah Sdr. E lddy Syawal (alm) 

melndapatkan faktulr pajak telrse lbult, Sdr. E lddy Syawal (alm) me lngatakan kelpada 

Telrdakwa belrapa harga yang haruls Telrdakwa bayar dan kelmuldian Telrdakwa 

melnye lrahkan ulang se lnilai 50% dari harga PPN yang ada di faktulr pajak telrse lbult 

ulntulk Sdr. E lddy Syawal (alm) se lcara tulnai dan belbe lrapa kali se lcara angsulran; 

Me lnimbang, bahwa Telrdakwa me lnjabat se lbagai Direlktulr pada PT Pultra Mandiri 

NPWP 01.503.326.9-102.000  

Telrdakwa maul melne lrima faktulr pajak yang Sdr. E lddy Syawal (alm) 

tawarkan telrse lbult olelh karelna Sdr. Elddy Syawal (alm) melngatakan bahwa faktulr 

pajak telrse lbu lt tidak belrmasalah dan Telrdakwa culkulp melmbayar 50% dari harga 

PPN yang ada di faktulr pajak telrse lbult; 

Be lrdasarkan ulraian telrse lbult diatas Majellis Hakim belrke lyakinan melnulrult 

hulkulm bahwa ulnsulr “De lngan se lngaja melnyampaikan Sulrat Pelmbelritahulan 

dan/ataul ke ltelrangan yang isinya tidak be lnar ataul tidak lelngkap” tellah telrpe lnulhi; 

Ad.3 Se lhingga dapat melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan Nelgara; 

Kata “dapat” selbellulm frasa “melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan 

ne lgara” melnulnjulkkan bahwa tindak pidana pajak melrulpakan dellik formil yaitul 

de lngan adanya tindak pidana pajak cu lkulp de lngan dipelnulhinya ulnsulr-ulnsu lr 

pe lrbulatan yang suldah dirulmulskan dalam rulmulsan dellik, bulkan delngan timbullnya 

sulatul akibat. Hal ini melmiliki pelnge lrtian yakni ulntulk dapat dikatakan adanya 

tindak pidana pajak, timbullnya akibat belrulpa kelrulgian pada pe lndapatan nelgara 

tidaklah belnar-be lnar haruls telrjadi, namuln culkulp de lngan adanya pote lnsi 
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melnimbullkan kelrulgian pada pe lndapatan ne lgara,  kata “melnimbullkan ke lrulgian” 

sama artinya de lngan me lnye lbabkan rulgi ataul melnye lbabkan be lrkulrang, se lhingga 

de lngan delmikian yang dimaksuldkan delngan ulnsulr melnimbullkan kelrulgian pada 

pe lndapatan nelgara adalah sama artinya de lngan me lnye lbabkan rulginya pe lndapatan 

ne lgara ataul melnye lbabkan be lrkulrangnya pe lndapatan nelgara”; 

Pe lrhitulngan Saksi Ahli ke lrulgian pada pe lndapatan nelgara yang diakibatkan 

olelh pe lrbulatan Telrdakwa pada pelriodel pajak masa Janulari 2016 s.d Julni 2020 

adalah selnilai Rp641.263.176,00 (elnam ratuls e lmpat pullulh satul julta dula ratuls 

e lnam pullulh tiga ribul se lratuls tuljulh pullulh e lnam rulpiah) selsulai delngan PPN yang 

telrcantulm dalam Nomor Faktulr Pajak 010.001-16.24726889 tanggal 07/01/2016 

sampai delngan Nomor Faktulr Pajak 010.004-20.10815896 tanggal 11/05/2020, 

be lrdasarkan Relkapitullasi Pelmbayaran MPN an. Pultra Mandiri, Te lrdakwa tellah 

melnye ltor ke lrulgian pe lndapatan nelgara se ljulmlah Rp129.699.716,00 (selratuls dula 

pullulh se lmbilan julta elnam ratuls se lmbilan pullulh se lmbilan ribul tuljulh ratuls e lnam 

be llas rulpiah), selhingga pe lmbayaran yang tellah dilakulkan olelh Telrdakwa telrse lbult 

dapat dipelrhitulngkan se lbagai bagian dari pelmullihan kelrulgian pelndapatan nelgara 

yang te llah ditimbullkan olelh Telrdakwa; 

Be lrdasarkan ulraian telrse lbult di atas Majellis Hakim be lrkelyakinan me lnulrult 

hulkulm bahwa ulnsulr “se lhingga dapat me lnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan 

Ne lgara” tellah telrpelnulhi; 

Ad.4 Wakil, kulasa, ataul pe lgawai dari Wajib Pajak, yang me lnyulrulh me llakulkan, 

yang tulrult se lrta mellakulkan, yang me lnganjulrkan, ataul yang me lmbantul mellakulkan 

tindak pidana di bidang pe lrpajakan; 
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Ulnsulr ke le lmpat ini adalah belrsifat altelrnatif selhingga salah satul saja 

telrbulkti maka ulnsulr keldula inipuln dianggap tellah telrbulkti dan telrpe lnulhi, 

be lrdasarkan Pasal 32 UlUl KUlP: Ayat (1) hulrulf a yang be lrbulnyi:  

“dalam melnjalankan hak dan kelwajiban se lsulai delngan ke lte lntulan pelratulran 

pe lrulndang-ulndangan pe lrpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan 

olelh Pe lngulruls” 

 

Ayat (4) be lrbulnyi:  

“telrmasulk dalam pelnge lrtian pelngulruls se lbagaimana dimaksuld pada Ayat 

(1) hulrulf a adalah orang yang nyata-nyata melmpulnyai we lwe lnang ikult 

melne lntulkan kelbijaksanaan ataul melngambil kelpu ltulsan dalam melnjalankan 

pe lrulsahaan”: 

Dalam pelnjellasan Pasal, yang dimaksuld “wakil” badan ataul pe lngulruls adalah  

“orang yang nyata-nyata be lrwe lnang me lnandatangani kontrak delngan 

pihak keltiga, melnandatangani celk dan se lbagainya walaulpuln orang 

telrse lbult tidak telrcantulm namanya dalam sulsulnan pelngulruls yang te lrtelra 

dalam akta pelndirian maulpuln akta pe lrulbahan, telrmasulk pe lnge lrtian 

pe lngu lruls ataul pe lnge lndali pelrulsahaan”; 

 

Be lrdasarkan fakta hulkulm yang te lrulngkap di pelrsidangan, Te lrdakwa 

melnjabat selbagai Dire lktulr pada PT Pultra Mandiri NPWP 01.503.326.9-102.000 

dan PT Pultra Mandiri NPWP 01.503.326.9- 102.000 melrulpakan salah satul Wajib 

Pajak dalam wilayah ke lrja KPP Pratama Lhokse lulmawel; 

Be lrdasarkan ulraian telrse lbult diatas Majellis Hakim belrke lyakinan melnulrult 

hulkulm bahwa ulnsulr “Wakil, kulasa, ataul pe lgawai dari Wajib Pajak, yang 

melnyulrulh me llakulkan, yang tulrult se lrta me llakulkan, yang me lnganjulrkan, ataul yang 

melmbantul me llakulkan tindak pidana di bidang pe lrpajakan” tellah telrpe lnulhi;  

Ad.5 Me lre lka yang me llakulkan, melnyulrulh mellakulkan ataul tulrult selrta mellakulkan; 

Ulnsulr Pasal 55 ayat (1) ke l-1 KUlHPidana ini pada hakikatnya 

melngandulng pe lnge lrtian dan makna yang sama delngan ulnsulr yang me llakulkan, 



116 

 

melnyulrulh me llakulkan ataul tulrult selrta mellakulkan pada Pasal 43 UlUl KU lP 

be lrdasarkan fakta-fakta hulkulm yang te lru lngkap dipe lrsidangan bahwa Telrdakwa 

melmpe lrolelh Faktulr Pajak Masulkan yang tidak be lrdasarkan transaksi yang 

se lbe lnarnya itul adalah de lngan cara Sdr. E lddy Syawal (alm) yang me lmang 

Telrdakwa minta tolong ulntulk melmbantu l melngulruls masalah pajak pelrulsahaan 

melmbe lrikan nomor NPWP Pe lrulsahaan Telrdakwa ke lpada orang yang 

melnge llularkan faktulr pajak telrse lbult, se llanjultnya se lte llah Sdr. E lddy Syawal (alm) 

melndapatkan faktulr pajak telrse lbult, Sdr. E lddy Syawal (alm) me lngatakan kelpada 

Telrdakwa belrapa harga yang haruls Telrdakwa bayar dan kelmuldian Telrdakwa 

melnye lrahkan ulang se lnilai 50% dari harga PPN yang ada di faktulr pajak telrse lbult 

ulntulk Sdr. E lddy Syawal (alm) se lcara tulnai dan belbe lrapa kali selcara angsulran. 

Telrdakwa maul melne lrima faktulr pajak yang Sdr. E lddy Syawal (alm) tawarkan 

telrse lbult olelh karelna Sdr. Elddy Syawal (alm) melngatakan bahwa faktulr pajak 

telrse lbult tidak belrmasalah dan Telrdakwa culkulp melmbayar 50% dari harga PPN 

yang ada di faktulr pajak telrse lbult. Be lrdasarkan ulraian telrse lbult diatas Majellis 

Hakim be lrke lyakinan melnulrult hulkulm bahwa ulnsulr “Me lre lka yang me llakulkan, 

melnyulrulh me llakulkan ataul tulrult se lrta mellakulkan” tellah telrpelnulhi; 

Majellis Hakim dalam pelrtimbangannya me llihat selmula ulnsulr dari Pasal 39 

ayat (1) hulrulf d Jo Pasal 43 Ulndang-u lndang Nomor Nomor 28 Tahuln 2007 

Telntang Pe lru lbahan Ke ltiga Atas Ulndang-ulndang Nomor 6 tahuln 1983 te lntang 

Ke lte lntulan Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakaan Jo Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 

2021 Telntang Harmonisasi Pe lratulran Pe lrpajakan Pasal 55 Ayat (1) ke l-1 KUlHP 

tellah telrpelnu lhi, maka Telrdakwa harulslah dinyatakan tellah telrbulkti selcara sah dan 
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melyakinkan me llakulkan tindak pidana selbagaimana didakwakan dalam dakwaan 

Ke lsatul, ole lh karelna se llulrulh ulnsulr-ulnsulr dari dakwaan kulmullatif Pelnulntult Ulmulm 

tellah telrpe lnu lhi, maka ulntulk tidak melngullangi lagi pe lrtimbangan ulnsulr, maka 

Majellis Hakim melnolak Nota Pe lmbellaan Pe lnasihat Hulkulm Te lrdakwa se lpanjang 

melnyangkult de lngan pe lrtimbangan Ulnsulr; 

Pe lrmohonan Telrdakwa yang me lmohon kelringanan pidana, Majellis Hakim 

akan melmpelrtimbangkan se lbagai alasan yang me lringankan pidana bagi 

Telrdakwa. Se llama dalam pelrsidangan, Majellis Hakim tidak melne lmulkan hal-hal 

yang dapat melnghapulskan pe lrtanggulngjawaban pidana, baik se lbagai alasan 

pe lmbelnar dan ataul alasan pe lmaaf, maka Telrdakwa haruls 

melmpe lrtanggulngjawabkan pelrbulatannya, dan telrdakwa dinilai mampul 

be lrtanggulng jawab, maka haruls dinyatakan be lrsalah dan dijatulhi pidana; 

Ancaman hulkulman dalam dakwaan kulmullatif telrdiri dari pidana pelnjara 

dan delnda yang be lrsifat ku lmullatif, delngan kata lain pidana pelnjara dan delnda 

ditelrapkan selcara belrsamaan, dimana ulntulk delndanya se lndiri julga dite ltapkan 

se lcara limitatif paling se ldikit 2 (dula) kali dan paling banyak 4 (e lmpat) kali julmlah 

pajak telrultang yang tidak ataul kulrang dibayar, de lngan pe lrkaliannya didasarkan 

pada julmlah pajak telrultang, maka apabila de lnda dibayar bulkan be lrarti melrulpakan 

pe lmbayaran pajak telrultang akan teltapi melrulpakan delnda pelnghulkulman, 

se ldangkan pelmbayaran pajak telrultang itul se lndiri belrada dilular dari pelnghulkulman 

ini yang melrulpakan kelwe lnangan dari Dire lktorat Jelnde lral Pajak selbagaimana 

suldah dipelrtimbangkan pada ulnsulr di atas; 
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Ke lulntulngan yang dipe lrolelh ole lh Te lrdakwa dari Faktulr Pajak yang tidak 

be lrdasarkan transaksi yang se lbe lnarnya be lrdasarkan Relkapitullasi Pe lne lrimaan 

Ulang, adalah selnilai Rp641.263.176,00 (e lnam ratuls elmpat pullulh satul julta dula 

ratuls e lnam pullulh tiga ribul se lratuls tuljulh pullulh elnam rulpiah) dan Telrdakwa tellah 

melnye ltor/me lncicil seljulmlah Rp129.699.716,00 (se lratuls dula pullulh se lmbilan julta 

e lnam ratuls se lmbilan pullulh se lmbilan ribul tuljulh ratuls. Bahwa cician/se ltoran 

telrse lbult yang te llah Telrdakwa lakulkan telrse lbult dapat dipelrhitulngkan se lbagai 

bagian dari pelmullihan kelru lgian pelndapatan nelgara yang te llah ditimbullkan olelh 

Telrdakwa,  de lngan de lmikian apabila delnda telrse lbult dikali 2 (dula) ataul 200%, 

maka delnda yang haruls ditanggulng ole lh Te lrdakwa adalah seljulmlah 

Rp1.152.826.636,00 (satul miliar selratuls lima pullulh dula julta dellapan ratuls dula 

pullulh elnam ribul e lnam ratuls tiga pullulh e lnam rulpiah) delngan pe lrincian 2 x 

Rp641.263.176,00 = Rp1.282.526.352,00, dikulrangi Rp.129.699.716,00 yang 

tellah Telrdakwa seltor/cicil; 

Ke lte lntulan pidana kulrulngan pe lngganti de lnda dalam hal Telrdakwa tidak 

melmpulnyai harta belnda yang me lnculkulpi ulntulk melmbayar de lnda, maka 

be lrdasarkan keltelntulan Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 10 Tahuln 2020 

telntang Pe lmbe lrlakulkan Rulmulsan Hasil Rapat Plelno Kamar Mahkamah Tahuln 

2020 se lbagai Pe ldoman Pe llaksanaan Tulgas Bagi Pe lngadilan, lamanya pidana 

kulrulngan pe lngganti de lnda dalam pelrkara tindak pidana pelrpajakan paling lama 8 

(de llapan) bullan yang dipe lrhitulngkan se lcara proposional; 

Be lrdasarkan ke ltelntulan SE lMA Nomor 10 Tahuln 2020 te lrselbult dan 

dikaitkan delngan be lsaran de lnda yang haruls dibayar ole lh Te lrdakwa, maka Majellis 
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Hakim melnilai lamanya pidana kulrulngan pelngganti delnda yang akan dijatulhkan 

pada diri Telrdakwa suldah telpat, adil dan proporsional selsulai delngan pe lrbulatan 

pidana Telrdakwa, dalam pelrkara ini telrhadap Telrdakwa tellah dilakulkan 

pe lnahanan, maka masa pelnahanan telrselbult haruls diku lrangkan se llulrulhnya dari 

pidana yang dijatulhkan; 

Pe lnjatulhan pidana telrhadap Telrdakwa, melmpe lrtimbangkan telrle lbih 

dahullul ke ladaan yang me lmbe lratkan dan yang me lringankan Telrdakwa; 

- Pe lrbulatan Telrdakwa tellah melrulgikan pe lndapatan nelgara yang ultamanya 

be lrasal dari selktor pelne lrimaan pajak; 

- Pe lrbulatan Telrdakwa dilakulkan selcara belrullang kali dari pelriodel Janulari 

2016 s.d Julni 2020;  

- Te lrdakwa melnye lsali pe lrbulatannya dan be lrjanji tidak akan melngullanginya 

lagi; 

- Te lrdakwa belrte lruls telrang se lhingga me lmpe lrlancar prosels pe lrsidangan; 

- Te lrdakwa melmpulnyai tanggulngan ke llularga; 

- Te lrdakwa suldah belrulsaha melnge lmbalikan kelrulgian Ne lgara telrse lbult delngan 

cara melncicil namuln bellulm lulnas; 

- Te lrdakwa suldah belrulsia lanjult; 

- Te lrdakwa bellulm pelrnah dihulkulm; 

Be lrdasarkan ulraian diatas, majellis hakim me lnjatulhi sanksi pidana kelpada 

telrdakwa dan melnyatakan Telrdakwa Adnan Hasan te lrbulkti selcara sah dan 

melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana “tulrult se lrta mellakulkan tindak 

pidana dibidang pe lrpajakan”.  

Ke ldu ldulkan ne lbis in ide lm yang be lrarti bahwa tidak bolelh dijatulhkan 

pultulsan lagi dalam selngke lta yang sama.  dalam Pultulsan No. 35/Pid.Su ls/2022/PN 

Lsm, dalam pelnanganan pe lrkara yang mellibatkan korporasi, pada ulmulmnya, 
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aparat pelne lgak hulkulm dapat melmisahkan belrkas antar pelrkara korporasi yaitul 

pe lmisahan belrkas de lngan sulbje lk hu lkulm pe lngulruls dan sulbje lk hulkulm 

korporasinya. Hal ini be lrlakul apabila aparat pelne lgak hulkulm diharulskan ulntulk 

melnje lrat korporasi.  

Persyaratan yang te lrdapat dalam nelbis in idelm antara lain yaitul obje lk, 

sulbje lk, alasan ataul pelngadilan yang digulnakan dalam pelrkara yang sama. Namuln, 

dalam pelrkara tindak pidana korporasi, hal ini telntulnya tidak dapat dikatakan 

ne lbis in idelm kare lna sulbjelk hulkulm dalam pelnanganan pe lrkara korporasi telrse lbult 

be lrbelda sulbje lk hulkulmnya. Hal ini dikarelnakan dalam pelnyidikannya, 

ke ltelrbatasan waktul yang hanya 30 hari akan sullit telrwuljuld jika pelnyidikan pellakul 

lapangan (saksi) dan pe llakul intellelktulal (pe lngulruls ataul korporasi) dilakulkan 

be lrsamaan ataul melnggabulngkan pe lrkara delngan me lnggulnakan conculrsuls re lalis 

yang diatulr dalam Pasal 65-71 KUlHP.  

Pe lrsoalan ini dapat disiasati delngan melmisahkan belrkas pelnyidikan antara 

pe llakul lapangan delngan pe llakul intellelktulal yang te lntulnya telrle lbih dahullu l 

be lrkoordinasi kelpada jaksa karelna jaksa yang be lrwe lnang me lmisahkan belrkas 

pidana. Delngan cara ini fakta di lapangan akan telrulngkap telrle lbih dahullul mellaluli 

ke ltelrangan saksi dan plelge lr, se ltellah itul dilaksanakan pelnyidikan ke lpada pellakul 

intellelktulalnya dalam hal ini korporasi ataul pe lngulruls ataul keldulanya. Hal ini telntul 

tidak mellanggar ne lbis in idelm karelna adanya 2 (dula) te lrsasngka yang be lrbe lda.  

Be lrdasarkan pe lnellitian yang dilakulkan ole lh Pulslitbang Hulkulm dan 

Pe lradilan Badan Litbang Diklat Kulmdil Mahkamah Agulng pada tahuln 2015, 

KUlHAP tidak me lngatulr bahwa pultulsan pe lmidanan haruls se lsulai de lngan tulntultan 
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Jaksa Pelnultu lt Ulmulm. Hal te lrse lbult telrmasulk dalam ranah kelwe lnangan hakim 

ulntulk melmultuls se lsulai fakta dipelrsidangan se lrta kelyakinannya dalam melmbelrikan 

pe lmidanaan mellelbihi tulntultan Jaksa Pelnu lntult Ulmulm jika dirasa adil dan rasional. 

Hal te lrse lbult julga pulla melrulpakan relalitas bahwa tulntultan dari Jaksa Pelnulntult 

Ulmulm tidaklah sellalul sama ataul se lsulai de lngan batasan maksimal ancaman pidana 

yang te lrdapat selcara elksplisit dalam pelratu lran pelrulndang-ulndangan. 

Hakim dapat melmultuls le lbih tinggi dari tulntultan Jaksa Pelnulntult Ulmulm, 

namuln tidak dipelrke lnankan mellelbihi batas maksimulm ancaman pidana yang 

ditelntulkan olelh UlUl. Me lskipuln te lrdapat sulatul kelbe lbasan dan indelpe lndelnsi pada 

hakim, masih telrdapat batasan-batasan dalam melnjatulhkan pultulsan, antara lain:  

1. Tidak dipelrbole lhkan melle lbihi sanksi pidana maksimal yang didakwakan;  

2. Tidak dipelrbole lhkan melmbelrikan pultulsan pidana yang tidak diatulr dalam 

KUlHP ataul pe lratulran dilular KUlHP;  

3. Pultulsan wajib melngandulng pe lrtimbangan yang culkulp be lrdasarkan bulkti.  

Me lnge lnai pe lnjatulhan sanksi pidana kelpada telrdakwa, dapat disimpullkan 

bahwasannya hal telrse lbult sangat be lrgantulng ke lpada kelyakinan/pe lnilaian majellis 

hakim. Dari pelnje llasan diatas julga dapat disimpullkan bahwasannya apabila jaksa 

tidak melmasulkkan sulatul pasal dalam sulrat dakwaannya, tidak ada pijakan hulkulm 

bagi hakim dalam melnggu lnakan pasal itul ulntulk melnjelrat telrdakwa. Namuln, 

majellis hakim tidak hanya be lrpe lran se lbagai corong ulndang-ulndang. Hakim julga 

be lrpelran dalam melmbe lrikan sulatul makna mellaluli konstrulksi ataul pelne lmulan 

hulkulm. 
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Pe lne lgakan hulkulm bagi hakim melrulpakan kelwajiban dalam melmbulat 

pultulsan seladil-adilnya. Me lme lriksa, melngadili dan melmultuls pe lrkara melrulpakan 

ke lwajiban majellis hakim delngan cara melnggali, melngikulti dan melmahami nilai-

nilai hulkulm dan rasa keladilan dalam lingkulngan masyarakat.  

Majellis hakim  pada dasarnya me lmang diwajibkan melnjatulhkan pultulsan 

se lsulai delngan prose ldulr hulkulm acara yang be lrlakul. Apabila hakim melmultuls 

de lngan se lwe lnang-we lnang (tidak selsulai prose ldulr yang be lrlakul) maka hal telrse lbult 

dapat dikatakan mellanggar KUlHAP. Apabila telrjadi pellanggaran dalam hulkulm 

acara pidana maka dapat dikatakan pulla majellis hakim melncelde lrai hak asasi 

manulsia. Kare lna tuljulan dari ditelrapkannya atulran dari implelmelntasi pe lmidanaan 

adalah bagian ultama ulntulk mellindulngi warga nelgara sulpaya tidak dipelrmainkan 

ataul melnjadi korban dari kelse lwe lnangan pe lnelgak hulkulm dan melnimbullkan 

ke ltidakpastian hulkulm. Akan te ltapi, apabila ditelmulkan adanya ke ltidakjellasan selrta 

pe lrlulnya pe lnafsiran se lsulai de lngan prinsip keladilan yang tulmbulh dalam 

masyarakat maka majellis hakim dapat mellakulkan pelne lmulan hulkulm 

melnggulnakan me ltode l intelrpre ltasi, telrultama intelrpreltasi e lkstelnsif dan antisipatif 

ataul fultulristic. 
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BAB IV 

 

UPAYA PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM 

PENYALAHGUNANAAN FAKTUR PAJAK 

 

 

A. Upaya Penanganan Penyalahgunaan Faktur Pajak. 

 

Faktu lr Pajak adalah bulkti pulngultan pajak yang dibulat PKP atas 

pe lnye lrahan Barang Ke lna Pajak (BKP) dan/ataul Jasa Ke lna Pajak (JKP) PPN 

maulpuln PPnBM. PKP wajib melmbulat faktulr pajak ulntulk se ltiap pelnye lrahan 

BKP/JKP ataul e lkspor BKP tidak be lrwuljuld/JKP. 

Faktu lr pajak fiktif ataul faktulr pajak tidak sah adalah faktulr pajak yang 

telrbit tidak belrdasarkan transaksi selbe lnarnya ataul faktulr pajak yang ditelrbitkan 

olelh pe lngulsaha yang be llulm dikulkulhkan se lbagai Pelngulsaha Ke lna Pajak (PKP). 

Pasal 39A disisipkan dalam UlUl KUlP be lrtuljulan ulntulk melncelgah dan 

melmbe lrantas tindak pidana di bidang pe lrpajakan khulsulsnya pe lne lrbitan dan 

pe lnggulnaan Faktulr Pajak fiktif yang tuljulan akhirnya bagi para kriminal adalah: 

(1) me lngulrangi julmlah PPN kulrang bayar te lrultang Wajib Pajak khulsulsnya 

pe lnggulna Faktulr Pajak tidak sah; dan (2) melngambil ke lulntulngan dari re lstitulsi 

PPN dalam SPT Masa PPN se lcara mellawan hulkulm.  

PPN hanya dike lnakan atas se ltiap pelrtambahan nilai yang te lrjadi dalam 

masing-masing prose ls produlksi/ pe lrdagangan dan dituljulkan ulntulk ditanggulng 

(de lstinaris) hanya ole lh konsulme ln akhir. PPN me lnggulnakan siste lm pelrhitulngan 

pe lngkre lditan PPN Masulkan (PM) yang belrasal dari pelmbellian bahan/ barang 

dagangan de lngan PPN Ke llularan (PK) dari pelnjulalan barang dagangan/ hasil 
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produlksi, dimana PPN hanya dise ltorkan jika telrdapat kellelbihan PK dibanding 

PM.  

SPT dinyatakan Le lbih Bayar jika nilai PM le lbih belsar daripada PK yang 

dipelrhitulngkan se lndiri olelh Wajib Pajak dalam SPT masa. Adanya siste lm 

pe lrhitulngan pe lngkre lditan PK-PM me lmbulat selolah Faktulr Pajak melmpulnyai nilai 

ulang, yang be lrfulngsi ulntulk me lngulrangi PPN kulrang bayar yang haruls dise ltor 

se ltiap bullannya ole lh Wajib Pajak.  

Be lbe lrapa Wajib Pajak yang me lmiliki kelgiatan telrtelntul se lbagaimana diatulr 

dalam Pasal 9 ayat (4) UlUl PPN se lpe lrti Wajib Pajak elksportir, Wajib Pajak yang 

mellakulkan pelnye lrahan ke lpada pe lmulngu lt PPN, dan Wajib Pajak lainnya yang 

pe lnye lrahannya tidak dipulngult ataul dibelbaskan PPN, maka ke lse llulrulhan PM dari 

pe lmbelliannya yang te llah dipulngult ole lh pihak pe lnjulal dapat sellulrulhnya dilakulkan 

re lstitulsi ataul kompelnsasi kel masa pajak be lrikultnya. Hal ini telrnyata dimanfaatkan 

olelh se lbagian orang ulntulk me lnelrbitkan dan melnjulal Faktulr Pajak fiktif  

Be lrbagai tingkatan kelsalahan dalam kacamata hulkulm pidana dapat telrjadi 

disini dan dapat diklasifikasikan melnjadi e lnam tingkatan: 

1.  Se lngaja me lndirikan satul ataul se lrangkaian badan ulsaha se lcara telrorganisir 

de lngan tuljulan se lmata-mata ulntulk me lnelrbitkan dan melnggulnakan Faktulr 

Pajak fiktif tanpa didasari transaksi pelnye lrahan Barang Ke lnaPajak (BKP) 

dan/ataul Jasa Ke lna Pajak (JKP), se lrta komoditas yang dipe lrdagangkan 

se lmata-mata hanya Faktulr Pajak fiktif. Hal ini dilakulkan ulntulk me lmpelrolelh 

ke lulntulngan dari melnjulal Faktulr Pajak tanpa ada pelnye lrahan BKP dan/ataul 

JKP. Tidak jarang, pelrulsahaan pelnelrbit Faktulr Pajak fiktif selngaja didirikan 
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olelh pe lrulsahaan yang me lmanfaatkan Faktulr Pajak fiktif telrse lbult (pelnggulna) 

ulntulk melngulrangi PPN te lrultang, le lgalisasi impor ilelgal, dan/ataul 

melmpe lrbelsar re lstitulsi PPN.  

2.  Selngaja melmbelli Faktulr Pajak TBTS ulntulk dapat dikrelditkan/dipelrhitulngkan 

dalam SPT Masa PPN ulntulk me lngulrangi julmlah PPN kulrang bayar yang 

haruls diseltor ke l kas Nelgara se ltiap masa pajaknya. De lngan me lmbayar 

se ljulmlah pelrse lntasel te lrtelntul saja (misalnya 10%) dari nilai PPN yang te lrte lra 

dan akan dikrelditkannya dalam SPT Masa PPN se lhingga dapat melnghe lmat 

PPN yang haruls dise ltorkan. 

 3.   Selngaja melminta PKP pe lnjulal ulntulk melrulbah idelntitas pelmbe lli dalam Faktulr 

Pajak yang dite lrbitkannya. Dalam hal ini yang me lmiliki inisiatif adalah pihak 

PKP pe lmbe lli. Telrdapat kelmulngkinan bahwa pihak PKP pe lnjulal ataul pe lne lrbit 

melnge lt ahuli akibat dan konselkule lnsi dari pelrbulatan melngalihkan idelntitas 

pihak pelmbelli ini ataul se lkeldar lalai dan abai telrhadap konselkule lnsi dari 

pe lrbulatannya. Ske lma se lpe lrti ini lazim dise lbult switching. Be lrbelda de lngan 

tingkatan pelrtama dan keldula, pada transaksi switching ulmulmnya be lnar 

telrdapat pelnye lrahan BKP dan/ataul JKP dari PKP pe lnjulal kel PKP pe lmbe lli. 

4.   Se lngaja melndirikan anak pelrulsahaan se lmata-mata ulntulk melmanfaatkan PM 

yang se lbe llulmnya dipe lrhitulngkan ole lh pelrulsahaan pelmasok di lular kellompok 

ulsahanya, akibat pelnye lrahan BKP yang tidak dipulngult PPN (PK Rp0). 

De lngan melndirikan spelcial pulrpose l ve lhiclel yang me lnambah staging 

pe lmulngu ltan PPN, sulatul ke llompok ulsaha dapat melmindahkan sellu lrulh PM ke l 

pe lrhitulngan SPT Masa PPN pape lr company dan melngajulkan relstitulsi atas 
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ke lse llulru lhan PM kare lna tidak ada PK yang dipu lngult. De lngan be lrdirinya 

papelr company, maka PM yang se lbe llulmnya dinikmati pelrulsahaan pelmasok 

melnjadi belrpindah kel papelr company.  

5. PKP pe lnjulal se lngaja melnawarkan dan melnju lal Faktulr Pajak yang 

ditelrbitkannya tanpa adanya pe lnye lrahan BKP dan/ataul JKP ke lpada pihak 

lain. Skelma ini julga me lrulpakan skelma switching. Pihak yang aktif dan 

be lrinisiatif adalah pihak pelnjulal dan biasanya te lrjadi karelna barang 

produlksinya banyak dibe lli olelh pelmbe lli non PKP dan/ataul tidak maul 

dipulngu lt PPN se lhingga tidak melme lrlulkan Faktulr Pajak ulntulk dikrelditkan 

dalam SPT Masa PPN nya. Faktulr Pajak yang “idlel” inilah yang ke lmuldian 

“dipasarkan” ulntulk Wajib Pajak lain yang ingin melnambah julmlah PM 

se lcara mulrah walaul me llawan hulkulm.  

6. Telrdapat kelsalahan belrulpa lalai maulpuln abai (nelgligelncel) yang se lbagian be lsar 

dilakulkan olelh PKP pe lmbe lli se lbagai pe lnggulna Faktulr Pajak PPN, se lhingga 

dapat dikatelgorikan se lbagai korban. Dise lbult lalai dan abai selpanjang PKP 

pe lmbelli telrse lbult selcara nyata me lmbelli BKP dan/ataul JKP, namuln PPN yang 

tellah dibayarkannya me llaluli pe lmulngu ltan olelh pihak pe lnjulal tidak diseltorkan 

ke l Kas Ne lgara dan/ataul tidak dilaporkan ke l Kantor Pe llayanan Pajak olelh 

pe lnjulal. Tidak jarang pe lnggulna Faktulr Pajak fiktif se lpelrti ini haruls 

melmbayar PPN 2 (du la) kali, yaitul saat melmbayar tagihan se lsulai julmlah 

Faktulr Pajak PPN (dasar pe lnge lnaan pajak ditambah PPN) yang dipulngult 

pe lnjulal dan saat melmbayar ke ltika dilakulkan tindakan olelh DJP, baik be lrulpa 

pe lmbeltu llan SPT hingga pe lme lriksaan Bulkti Pe lrmullaan. Pelrlul pe lmbulktian 
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lelbih lanjult ulntulk melne lntulkan ulnsulr ke lsalahan apakah belrulpa kelse lngajaan 

ataul hanya karelna ke llalaian. 

Maraknya kasuls faktulr pajak fiktif yang me lrulgikan pe lne lrimaan nelgara, 

melnulntult otoritas pajak ulntulk me llakulkan sulatul te lrobosan delngan me llakulkan 

pe lnye lmpulrnaan sistelm administrasi pelrpajakan. Ulpaya pe lnanganan diambil olelh 

Dire lktorat Jelnde lral Pajak (DJP) telrkait pelnce lgahan faktulr pajak fiktif adalah 

pe lnelrapan faktulr pajak ellelktronik (el-faktulr). dimana faktulr pajak yang dibulat 

mellaluli aplikasi ataul sistelm ellelktronik yang dite lntulkan dan/ataul diseldiakan olelh 

Dire lktorat Jelnde lral Pajak. Seltiap Pelngulsaha Ke lna Pajak (PKP) diwajibkan 

mellakulkan pelnge llolaan administrasi faktu lr pajak dan pellaporan PPN nya me llaluli 

aplikasi el-faktulr. 

E l-Faktulr Pajak adalah aplikasi pelrpajakan yang digulnakan olelh PKP 

ulntulk melmbulat faktulr pajak selcara ellelktronik dan mellaporkan SPT Masa PPN 

se lsulai keltelntulan pelrulndangan-ulndangan yang be lrlakul.  Pelnggulnaan telknologi 

informasi pada kelbijakan faktulr pajak mellaluli pe lnelrapan aplikasi el-faktulr 

melmbe lri kelmuldahan layanan bagi pe lngulsaha kelna pajak, telrultama dalam hal 

ke lnyamanan, kelcelpatan dan kelmuldahan mellakulkan transaksi selrta protelksi dari 

pe lnyalahgulnaan pihak yang tidak belrtanggulngjawab. 

Dalam hal kelnyamanan pelngulsaha, te lrdapat tiga poin pelnting, yaitul: 

1.   Pe lnggulnaan Tanda Tangan E llelktronik ,  

Tanda tangan elle lktronik adalah tanda tangan yang te lrdiri atas informasi 

e llelktronik yang dile lkatkan, telrasosiasi ataul te lrkait delngan informasi 

e llelktronik lainnya yang digulnakan se lbagai alat ve lrifikasi dan aultelntikasi. 
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De lngan tanda tangan ellelktronik, peljabat/pe lgawai yang ditulnjulk olelh PKP 

tidak diwajibkan lagi u lntulk me lmbelrikan tanda tangan basah se lhingga akan 

melnghe lmat waktul PKP. Tanda tangan e llelktronik ini belrbe lntulk QR Code l. 

Me lski delmikian, apabila konsulmeln (lawan transaksi) masih melnginginkan 

celtakan el-Faktulr de lngan tanda tangan basah, DJP teltap melmpelrbolelhkannya. 

2. Tidak Pelrlul Printoult 

Kare lna el-Faktulr be lrbe lntulk ellelktronik, maka tidak ada kelwajib ulntulk 

melnce ltaknya dalam belntulk kelrtas. Me lski de lmikian, apabila pihak pelnjulal ataul 

pe lmbelli masih melmelrlulkan ve lrsi celtaknya, el-Faktulr teltap dapat diceltak selsulai 

ke lbultulhan. 

3. Satul Ke lsatulan de lngan Pe llaporan SPT Masa PPN 

PKP yang me lnggulnakan aplikasi el-Faktulr wajib me lmbulat SPT Masa PPN 

mellaluli aplikasi el-Faktulr. Caranya de lngan melnggu lnakan data inpult faktulr 

pajak dan dokulme ln Lainnya, me llelngkapi formullar SPT yang suldah te lrbe ltulk 

dan melmbulat filel CSV yang sama delngan SPT PPN Masa PPN 1111 ulntulk 

pe llaporan kel KPP me llaluli laman welbsitel yang te llah diseldiakan olelh DJP. 

Se lmelntara, dari selgi ke lamanan data wajib pajak telrdapat tiga poin pelnting, yaitul: 

1. Ke lamanan dari pelnyalahgulnaan dari pihak yang tidak be lrtangulng jawab kare lna 

melmiliki selrtifikat digital yang ditanam dalam aplikasi telrse lbult dimana hanya 

dibelrikan olelh DJP ke lpada PKP yang be lrwe lnang me lne lrbitkan Faktulr Pajak.  

2.   Approval DJP 

Pada prinsipnya, approval DJP me llipulti faktulr pajak ke llularan, faktulr pajak 

masulkan, faktulr pajak pelngganti, pe lmbatalan faktulr pajak kellularan, 
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pe lrelkaman reltulr pajak kellularan, pe lmbatalan faktulr pajak masulkan dan 

pe lmbulatan reltulr pajak masulkan. 

Se lcara relal-timel, DJP julga akan mellakulkan pelnge lce lkan melnye llulrulh atas 

se lmula data selpe lrti NPWP, statuls PKP, Nomor Se lri Faktulr Pajak. 

3.. Validasi Faktulr Pajak dapat Dikeltahuli Pe lmbelli 

Ulntulk lawan transaksi, dalam hal ini pihak pelmbelli yang me lrulpakan 

pe lnggulna e l-Faktulr, ke lbelnaran el-Faktulr dapat dikeltahuli keltika 

prose ls ulpload faktulr se ltellah telrlelbih dahullul mellakulkan inpult atas el-Faktulr 

mellaluli melnul faktulr pajak masulkan. 

Dan, ulntulk lawan transaksi dalam hal ini pihak pelmbelli yang bulkan 

melrulpakan pe lnggulna e l-Faktulr, validitas e l-Faktulr dapat dike ltahuli de lngan 

melnindai QR Code l yang te lrdapat pada celtakan el-Faktulr me lnggulnakan 

aplikasi pelmbaca QR Code l (QR Code l Scanne lr). 

Manfaat  aplikasi el-Faktulr bagi  DJP adalah  melmpe lrmuldah pelngawasan 

prose ls bisnis wajib pajak  melminimalisir kelculrangan yang dilakulkan olelh wajib 

pajak yang dapat melrulgikan pe lne lrimaan ne lgara, se lpe lrti halnya wajib pajak non-

Pe lngulsaha Ke lna Pajak (PKP) yang me lne lrbitkan faktulr pajak padahal tidak belrhak 

melne lrbitkan faktulr pajak, faktulr pajak yang te lrlambat ditelrbitkan, faktulr pajak 

fiktif, ataul faktulr pajak ganda selrta melngulrangi be lban administrasi yang be lgitu l 

be lsar bagi pihak DJP maulpuln bagi PKP. Aplikasi e l-faktulr se lndiri telruls dilakulkan 

pe lnye lmpulrnaan syste lm dimana ve lrsi telrakhir adalah Aplikasi el-Faktulr 3.2 yang 

dirilis pada awal kulartal keldula tahuln 2022, be lrsamaan delngan be lrlakulnya tarif 

PPN te lrbarul 11% 
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Be lrbagai ke lbijakan lain telrkait pelnanganan faktulr pajak fiktif yaitul 

mellaluli pelmbe lntulkan satulan tulgas (Satgas) pelnanganan faktulr pajak fiktif yang 

melnyasar pe lnggulna Faktu lr pajak fiktif/ TBTS, dilakulkan de lngan pe lnde lkatan 

pe lrsulasif belrulpa ke lgiatan klarifikasi di kantor wilayah DJP ataul Kantor Pe llayanan 

Pajak, sasaran belrikultnya yaitul jaringan pe lnelrbit faktulr pajak TBTS mellaluli 

pe lndelkatan agrelsif be lrulpa pelnanganan tindak pidana di bidang pelrpajakan yang 

dikeltahuli selke ltika ataul ope lrasi tangkap tangan Kanwil DJP ataul Direlktorat 

Inte llijeln dan Pe lnyidikan delngan hulkulman pidana dan pelrampasan aselt. 

Ke lbijakan lain telrkait relgullasi pelnangangan faktulr pajak fiktif yaitu l 

ditelrbitkannya Pe lratulran Dire lktulr Jelnde lral Pajak Nomor PE lR-16/PJ/2018 dimana 

dalam pelratulran telrse lbult diatulr ulpaya pe lnanganan faktulr pajak yang te lrindikasi 

tidak sah/fiktif yang dibulat ataul yang dilaporkan  olelh wajib pajak. DJP 

be lrwe lnang me lnjatulhkan sanksi administratif. Sanksi yang dimaksuld 

adalah melmbelrikan statuls sulspe lnd te lrhadap wajib pajak. Bagi wajib pajak yang 

telrke lna statuls sulspe lnd, DJP melnonaktifkan se lmelntara Selrtifikat Ellelktronik wajib 

pajak delngan cara melnonaktifkan selmelntara akuln PKP pada sistelm informasi di 

DJP. Wajib pajak yang te lrke lna statuls sulspe lnd otomatis tidak akan mampul 

melne lrbitkan faktulr pajak, telrhitulng se ljak tanggal diteltapkannya statuls telrse lbult. 

Statuls non aktif selme lntara ini dibelrikan DJP ulntulk melmbelri kelse lmpatan 

bagi wajib pajak ulntulk mellakulkan klarifikasi atas indikasi yang dituljulkan kelpada 

diri wajib pajak. Klarifikasi yang haruls disampaikan wajib pajak ini melmiliki 

batas waktul 30 hari se ljak dijatulhkan statuls sulspe lnd. Jika wajib pajak mellakulkan 

karifikasi dan belrhasil melmbulktikan indikasi yang dijatulhkan kelpadanya tidak 
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be lnar, DJP akan melncabult statuls su lspe lnd. Apabila wajib pajak gagal 

melmbulktikan ataul tidak mellakulkan klarifikasi telrkait pelmbulatan faktulr pajak 

fiktif, DJP akan melnjatulhkan sanksi hulku lm belrulpa pe lncabultan statuls PKP. Jika 

wajib pajak selcara nyata dikeltahuli melne lrbitkan faktulr pajak tidak sah, maka 

statuls PKP se lge lra dicabult tanpa mellaluli prose ls sulspe lnd. Se llain itul, wajib pajak 

akan langsulng diprose ls hulkulm. Be lrdasarkan Pasal 39A UlUl KUlP, sanksi pidana 

pe lrpajakan kelpada wajib pajak yang me lmbulat dan mellaporkan faktulr pajak fiktif 

adalah pidana pelnjara paling singkat 2 tahuln dan paling lama 6 tahuln. Sellain itul, 

wajib pajak julga dike lnakan delnda paling se ldikit dula kali dan paling banyak elnam 

kali julmlah pajak dalam faktulr pajak. 

Be lrbagai ulpaya dan kelbijakan pelnanganan dibulat ulntulk melncelgah 

telrjadinya faktulr pajak fiktif /TBTS namuln masih ditelmulkan kasuls 

pe lnyalahgulnaan faktulr pajak yang me lmanfaatkan kellelmahan aplikasi el-faktulr  

dimana aplikasi telrse lbult bellulm se lpe lnulhnya mampu l melnde ltelksi ke lbe lnaran 

transaksi yang te lrcantulm dalam faktulr pajak yang dibu lat, ini dise lbabkan karna 

lulasnya cakulpan prosels bisnis wajib pajak, selhingga dibultulhkan ulpaya 

pe lngawasan ulntulk melnde ltelksi indikasi faktulr pajak yang tidak be lrdasarkan 

transaksi yang se lbe lnarnya / fiktif selrta pe lnelgakkan hulkulm yang agre lsif de lngan 

melnge lde lpankan asas ulltimulm re lmeldiu lm gulna me lmaksimalkan pelmullihan 

pe lndapatan nelgara. 

B. Upaya Penegakan Hukum Penyalahgunaan Faktur Pajak 

Pe lnggulnaan ulpaya hulkulm pidana dalam melnanggullangi ke ljahatan 

telrmasulk se lbagai salah satul ulpaya ulntulk melngatasi masalah sosial telrmasulk 
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dalam bidang kelbijakan pelnelgakan hulkulm. De lmikian pulla dalam melnanggullangi 

ke ljahatan di bidang pe lrpajakan. Pe lnelgakan hulkulm pada hakikatnya be lrgulna 

ulntulk melmullihkan kelmbali kelamanan dan keltelrtiban masyarakat yang se lmpat 

telrganggul akibat sanksi pidana telrse lbult, agar te lrcipta sulatul ke lpastian hulkulm. 

Pe lne lgakan hulkulm itul me lrulpakan sulatul prose ls ulntulk me lwuljuldkan kelinginan-

ke linginan hulkulm agar melnjadi kelnyataan.  

Apabila pe lnelgakan hulkulm khulsulsnya hulkulm pajak dapat belrjalan selsulai 

de lngan ke ltelntulan hulkulm dalam ulndang-ulndang pe lrpajakan, maka keltiga 

ke lpelntingan di atas telrlindulngi. Apabila wajib pajak mellakulkan tindak pidana 

pe lrpajakan, maka keltiga macam kelpe lntingan di atas melnjadi tidak telrlindulngi 

lagi. Ke lpe lntingan Ne lgara be lrulpa pelne lrimaan pajak tidak telrcapai, yang ke lmuldian 

melngancam tidak telrlaksananya pe lmbangulnan nasional selbagai kelpe lntingan 

masyarakat. Wajib pajak selndiri se lbagai kelpe lntingan pribadi julga me lndapat 

sanksi pidana.  

Hasil pajak yang dipulngult olelh pelme lrintah dari masyarakat tidak hanya 

digulnakan u lntulk melmbiayai pe lnge llularan rultin teltapi dituljulkan pulla ulntulk 

pe lmbangulnan di selgala bidang. Pe llaksanaan pelmbangu lnan nasional di ndonelsia 

yang me llipulti belrbagai selktor yang diharapkan dapat melningkatkan Pelndapatan 

Nasional selkaliguls me lnjamin pelmbagian pe lndapatan yang me lrata bagi se llulrulh 

rakyat ndonelsia. Ke lte lrkaitan yang e lrat antara pelmelrintah selbagai pelmulngult pajak 

de lngan rakyat se lbagai su lbye lk pajak melnimbullkan hulbulngan hulkulm antara 

pe lmelrintah dan rakyat. Hulbulngan hulkulm telrse lbult melnye lbabkan hu lkulm pajak 
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masulk dalam lingkulp hulkulm pulblik.
119

  Pe lnggulnaan ulpaya hulkulm pidana dalam 

melnanggullangi ke ljahatan telrmasulk se lbagai salah satul ulpaya ulntulk me lngatasi 

masalah sosial telrmasulk dalam bidang ke lbijakan pelne lgakan hulkulm. De lmikian 

pulla dalam melnanggullangi ke ljahatan di bidang pe lrpajakan.  

Ke lte lntulan pidana yang diatulr dalam ulndang-ulndang pajak dapat 

dipelrlakulkan selsulai delngan ke lte lntulan yang diatulr dalam bulkul pe lrtama dari 

KUlHP ke lculali ulndang-ulndang pajak melne lntulkan lain. Jika KUlHP me lne lntulkan 

lain, maka yang be lrlakul adalah hulkulm pajak selbagai le lx spe lcialis. Artinya, jika 

ada dula pe lratulran hulkulm yang me lngatulr hal yang sama, maka yang dibe lrlakulkan 

adalah pelratulran hulkulm yang te lrakhir be lrdasarkan sulbstansi yang te lrkandulng 

dalam asas hulkulm “lelx spe lcialis delrogat lelgi ge lne lrali”. Hal ni me lnulnjulkkan 

bahwa pelmbelratan sanksi pidana yang diatulr dalam hulku lm pajak 

melnge lsampingkan pe lmbe lratan sanksi pidana yang diatulr dalam KUlHP. 

Pe lnge lnyampingan tul dilakulkan karelna te llah telrjadi keljahatan yang me lme lnulhi 

ulnsulr-ulnsulr de llik pajak delngan UlUl KUlP melrulpakan lelx spelcialis dari KUlHP.  

Ulpaya pe lnanggullangan tindak pidana pe lrpajakan telrhadap faktulr pajak 

tidak sah julga dapat dilakulkan se lcara prelve lntif dan re lprelsif. Ulpaya 

pe lnganggullangan pre lve lntif melmiliki tuljulan ulntu lk me llakulkan langkah 

pe lncelgahan te lrhadap belrbagai pe llanggaran norma. Dalam hal ni ulpaya pre lve lntif 

pe lnanggullangan tindak pidana pelrpajakan telrhadap faktulr pajak fiktif dapat 

dilakulkan delngan me lningkatkan pe lnge lndalian intelrnal yang dilaku lkan se lcara 

pe lriodik dan tidak hanya pada saat mellakulkan pelme lriksaan. DJP diharapkan 
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dapat telruls melningkatkan pelngawasan baik mellaluli pelningkatan sistelm informasi 

intelrnal, pelngawasan e lkste lrnal, se lrta belrkoordinasi delngan be lrbagai pihak gulna 

melnce lgah ke ljahatan keljahatan pelrpajakan.  

Kasu ls faktulr pajak tidak sah haruls ditangani de lngan tindakan konkre lt, 

karelna elfe lk yang ditimbullkan dari kasuls ini bisa melngganggul pe lndapatan nelgara. 

Ke ljahatan faktulr pajak fiktif ataul tidak be lrdasarkan transaksi selbe lnarnya yang 

sullit di tellulsu lri ini dipicul olelh kelmampulan pellakul. intinya para pellakul keljahatan 

faktulr pajak adalah orang-orang intelle lk. Artinya orang-orang yang pulnya 

pe lnge ltahulan ataul wawasan se lpultar pajak, dan melnge lrti se llulk-be llulk pajak. 

Be lrbe lkal pelnge ltahulan yang dimiliki pellakul, para pellakul bisa melnge llabuli aparat 

pajak delngan muldahnya. Ada be lbelrapa se lrangkaian prosels yang be lnar-be lnar 

melre lka pahami. Di situl melre lka melmanfaatkan kellelmahan peltulgas pajak.
120

 

Pe lne lgakan hulkulm dibidang pe lrpajakan adalah tindakan yang dilakulkan 

olelh pe ljabat telrkait ulntulk melnjamin sulpaya wajib pajak dan calon wajib pajak 

melme lnulhi keltelntulan ulndang-ulndang pelrpajakan. Selpe lrti dalam hal 

melnyampaikan SPT, pe lmbulkulan, dan informasi lain yang re lle lvan se lrta melmbayar 

pajak pada waktulnya. Sarana mellakulkan pe lnelgakan hulkulm dapat mellipulti sanksi 

atas kellalaian melnyampaikan SPT, bulnga yang dike lnakan atas ke ltelrlambatan 

pe lmbayaran, dan dakwaan pidana dalam hal telrjadi pelngge llapan pajak.  

Dalam doktrin hulkulm, pelratulran pelrulndang-ulndangan me lnge lnai pajak 

telrmasulk ranah hulkulm administrasi ne lgara se lhingga problelm hulkulm yang 

mulncull telrkait delngan pe llanggaran pe lratulran pelrpajakan dan pelnelgakan 
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hulkulmnya dilakulkan mellaluli me lkanisimel pe lnye lle lsaian hulkulm administrasi. 

Me lskipuln telrmasulk hulkulm administrasi, pelratulran pelrulndang-ulndangan te lntang 

pajak melmiliki ciri yang be lrbe lda de lngan hulkulm administrasi yang lain, kare lna 

sifat hulkulm pajak adalah melmbelrikan welwe lnang se lcara lulas kelpada nelgara ulntulk 

melmulngult pajak dari wajib pajak. 

Ne lgara melmiliki welwe lnang ulntulk melnelntulkan wajib pajak dan melmaksa 

ke lpada wajib pajak ulntulk melme lnulhi ke lwajibannya. Se llain itul, pellanggaran 

pe lratulran pelrpajakan dalam pelne lgakan hulkulmnya julga dilakulkan mellaluli 

melkanisimel pelnye lle lsaian hulkulm melmbelrikan sanksi pidana. Pelrulmulsan sanksi 

pidana haruls me lmpelrtimbangkan nilai, asas, dan norma hulkulm agar tuljulan dari 

hulkulm telrse lbult telrcapai. Dalam pelmidanaan nilai masyarakat yang haru ls 

diprioritaskan adalah mellindulngi masyarakat selrta melmajulkan kelse ljahtelraan 

ulmulm delngan teltap melmpelrhatikan hake lkat dari tuljulan hulkulm yaitul kelpastian 

dan keladilan ataul celrtainty dan elqulality.  

Pe lne lgak hulkulm sesuai Ulndang-Ulndang KUlP dibe lrikan opsi ataul pilihan 

ulntulk melnelrapkan sanksi administrasi maulpuln sanksi pidana selsulai kelwe lnangan 

yang dimilikinya dalam melnindak seltiap ke lsalahan faktulr pajak tidak sah yang 

telrdapat UlUl KUlP. Sulbtansi pe lrbulatannya, matelriil kelsalahan, maulpuln dampak 

ne lgatifnya ke lsalahan pelrlul dibelrikan keltelntulan pelratulran pe llaksanaannya ataul 

de llelgasi pe lrulndang-ulndangan. Hal telrse lbu lt ulntulk melmbelrikan parameltelr se lbagai 

batasan para pelne lgak hulkulm me llakulkan diskre lsi ulntulk melnghindari te lrjadinya 

ke lbelbasan intelpre ltasi ataul pelnafsiran hulkulm selpe lrti pelnafsiran gramatikal, 
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siste lmik, historis, maulpuln sosiologis ulntulk melncari makna-makna yang te lrtullis 

dalam ulndang-ulndang de lmi pelme lnulhan ke lpelntingan ulmulm.
121

  

Parameltelr te lrse lbult di atas dapat dijadikan se lbagai pe ltulnjulk me lmbelrikan 

sulatul pilihan kelpultulsan ataul tindakan ke lpada para pelne lgak hulkulm ulntulk 

melne ltapkan sanksi administrasi ataul pidana. Ke ltiadaan ataul ke ltidakjellasan 

pe lratulran pelrulndang-ulndangan me lmang tidak melnghalangi pe ljabat pelme lrintahan 

yang be lrwe lnang ulntulk me lne ltapkan dan me llakulkan ke lpultulsan ataul tindakan 

se lpanjang melmbe lrikan kelmanfaatan ulmulm dan selsu lai de lngan Asas ulmulm 

pe lmelrintahan yang baik selbagaiamana diatulr dalam Pasal 9 ayat (4) Ulndang-

Ulndang Nomor 30 Tahuln 2014. Sanksi pidana melrulpakan langkah telrakhir yang 

ditelmpulh pe lnelgak hulkulm apabila pelnggu lnaan sarana hulkulm administratif tidak 

e lfelktif lagi dan haruls dilakulkan tindakan administratif selcara selkule lnsial 

(be lrulrultaan).
122

 

Ulpaya pe lnganggullangan se lcara relpre lsif de lngan me lmiliki tuljulan ulntulk 

pe lnindakkan telrhadap pellanggaran norma, agar me lnimbullkan elfelk je lra bulat para 

pe llakulnya. Dalam hal ini ulpaya pe lnanggullangan se lcara re lprelsif tindak pidana 

pe lrpajakan telrhadap faktulr pajak tidak sah dapat dilakulkan delngan ulpaya hulkulm 

yang dijalani melmbe lrikan elfe lk jelra pada para pellakul. Pada prinsipnya ulpaya 

hulkulm dilakulkan ulntulk melmbe lrikan pelmbinaan dan elfe lk jelra, selrta julga haruls 

ada ulnsulr pe lmaksa selpe lrti dibelrlakulkannya delnda ataul ganti rulgi.  
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Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2009 julga me lmbelrikan sanksi yang 

culkulp belrat bagi praktelk ni, hal ni telntulnya me lnjadi sangat belrdasar delngan 

melnjulnjulng tinggi aspe lk ke ladilan selbagai re lprelse lntasi dari fulngsi buldge lt air yang 

melnjadi sangat pelnting bagi pe lmbiayaan Nelgara. Hal ni dapat melmbanguln 

se lbulah opini selbagai sulatul sistelm pelringatan ni bagi para pellakul pidana 

pe lrpajakan, dan bisa melmbelrikan elfe lk je lra delngan be lratnya sanksi yang 

dibelrikan.  

Asas ulltimulm re lmeldiulm dalam keltelntulan pelrpajakan selcara elksplisit 

hanya ditelmulkan dalam pelratulran pellakasanaan Ulndang-Ulndang KUlP yaitu l 

Ke lpultulsan Dirje ln Pajak Nomor KE lP-272/PJ/2002 tanggal 17 Me li 2002 telntang 

Pe ltulnjulk Pe llaksanaan Pelngamatan, Pe lmelriksaan Bulkti Pe lrmullaan, dan 

Pe lnyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pe lrpajakan yang me lnye lbultkan bahwa pada 

dasarnya ke lgiatan pelnyidikan tindak pidana di bidang pe lrpajakan adalah ulpaya 

paling akhir (ulltimatulm re lme ldiulm) dalam ulsaha pelne lgakkan keltelntulan 

pe lrulndang-ulndangan pe lrpajakan yang be lrlakul se ltellah ulpaya lain yang te llah 

dilaksanakan selbe llulmnya. Se llanjultnya se ljak Ulndang-Ulndang Nomor 27 Tahuln 

2008 yang be lrlakul 1 Janulari 2008 barul melnge lnalkan asas ulltimulm relme ldiulm 

yang dise lbultkan selcara elksplisit pada me lmori pelnjellasan Pasal 13A UlUl KU lP 

yang be lrbulnyi pe lnge lnaan sanksi pidana melrulpakan ulpaya te lrakhir ulntulk 

melningkatkan kelpatulhan melnge lnai pelrpajakan. Namuln hal ini melnye lbabkan 

timbullnya pe lrmasalahan barul karelna apabila dilakulkan pe lnafasiran selcara a 

contrario maka dianggap langkah-langkah pelne lgakkan hulkulm yang lain tidak 

melmiliki asas ulltimatulm re lme ldiulm.  
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Pe lngatulran mode ll u lltimulm re lme ldiulm tidak diatulr dalam satul bab ataul 

pasal saja selhingga haruls dilakulkan pe lnafsiran sistelmatis dalam melnafsirkan 

sulatul keltelntulan katakata dalam sulatul pe lratulran dalam hulbulngannya de lngan 

kalimat yang be lrsangkultan se lrta sellulrulh pasal dalam UlUl KUlP haru ls dianggap 

se lbagai sulatul ke lsatulan sistelm intelgral te lrkait, telrpadul, dan saling du lkulng. Hal 

inilah yang me lnye lbabkan para pelne lgak hulkulm melmiliki pelmahaman dan tafsir 

asas ulltimatulm re lme ldiulm yang tidak selragam melngingat ulndang-ulndang tidak 

melngatulr se lcara elksplisit dan keltelntulan dalam ulndang-ulndang saling be lririsan 

dan saling telrkait satul sama lain.  

Stuldi kasuls faktulr pajak fiktif yang dilakulkan olelh PT Pultra Mandiri 

dalam analisis pultulsan pada bab se lbe llulmnya. Dire lktorat Jelnde lral Pajak 

Ke lme lnte lrian Ke lulangan (DJP Ke lmelnke lul) tellah mellaku lkan selrangkaian kelgiatan 

pe lnelgakan hulkulm mullai dari prosels pe lmelriksaan bulkti pelrmu llaan yang 

dilanjultkan delngan tahapan pelnyidikan olelh pe lnyidik PPNS Dire lktorat Jelnde lral 

Pajak dan pellimpahan telrsangka ke lpada pihak keljaksaan ulntulk dilakulkan prosels  

pe lnulntultan hingga ke llularnya pultulsan pe lngadilan yang me lnyatakan Te lrdakwa 

se lcara sah dan melyakinkan be lrsalah mellakulkan tindak pidana “tulrult se lrta dalam 

tindak pidana di bidang pe lrpajakan” telrkait pelnyalahgulnaan faktulr pajak fiktif 

de lngan  me lnggulnakan faktulr pajak yang tidak belrdasarkan transaksi selbe lnarnya 

dalam pelngkre lditan pajak masulkan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN ke l 

Dire lktorat Jelndelral Pajak. 

Ulndang-Ulndang Tindak Pidana di bidang Pe lrpajakan selcara telgas 

melnyatakan bahwa tindak pidana di bidang pe lrpajakan adalah “dapat 
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melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan ne lgara” yang maknanya adalah telrcakulp 

dalam pelnge lrtian “dapat melrulgikan ke lulangan ne lgara ataul pelre lkonomian nelgara”. 

Jika keldulanya sama-sama melngatulr telntang tindak pidana yang “dapat 

melnimbullkan kelrulgian pada pelndapatan ne lgara” ataul “dapat melrulgikan ke lulangan 

ne lgara ataul pelre lkonomian nelgara”, maka selsulai delngan asas pe lne lrapan hulkulm 

pidana telrhadap ulndang-ulndang yang me lngatulr tindak pidana delngan obje lk yang 

sama, dibelrlakulkan hulkulm yang se lcara khulsuls me lngatulr matelri tindak pidana 

telrse lbult.  

Pe lne lgakan hulkulm tidak hanya me llipulti pidana yang be lrsifat melnde lritakan 

teltapi julga tindakan. Selcara dogmatis pidana dipandang se lbagai pelngimbalan ataul 

pe lmbalasan telrhadap kelsalahan si pelmbu lat se ldang tindakan dimaksuldkan ulntulk 

mellindulngi masyarakat telradap keljahatan yang dilakulkan si pelmbulat. Pelmbelrian 

sanksi pidana selpe lrti ini diharapkan dapat melmbanguln se lbulah su latul siste lm 

pe lringatan dini bagi para pellakul pidana pe lrpajakan, dan bisa melmbelrikan e lfelk 

jelra de lngan be lratnya sanksi yang dibe lrikan. Ulntulk me lmellihara pelndapatan 

ne lgara, maka rulmulsan pidana delnda telrhadap pellakul tindak pidana pelrpajakan 

olelh Wajib Pajak melnjadi sanksi ultama (pre lmiulm re lme ldiulm), se ldangkan pidana 

pe lnjara dirulmulskan se lbagai sanksi yang be lrsifat ulltimatulm re lme ldiu lm (se lnjata 

pamulngkas).  

Pe lne lgakan hulkulm yang dilakulkan DJP telrhadap para pellakul tindak pidana 

pe lrpajakan khulsulnya ke ljahatan telrhadap faktulr pajak yang tidak sah, diharapkan 

dapat melmullihkan kelrulgian pada pe lndapatan nelgara dan me lmbelrikan e lfelk ge lntar 

(de lte lrre lnt e lffelct) agar tidak ada wajib pajak lainnya yang akan me llakulkan tindak 
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pidana di bidang pelrpajakan.Delngan maraknya kasuls me lnge lnai pelmalsulan faktulr 

pajak telrse lbult, DJP diharapkan dapat telruls me lningkatkan pelngawasan baik 

mellaluli pelningkatan sistelm informasi ntelrnal, pelngawasan e lkste lrnal, selrta 

be lrkoordinasi delngan be lrbagai pihak gulna melncelgah ke ljahatan keljahatan 

pe lrpajakan.  

Pola pe lnelgakan hulkulm dipe lngarulhi ole lh tingkat pe lrkelmbangan 

masyarakat, telmpat hulkulm itul belrlakul ataul dibelrlakulkan. Rangkaian kelgiatan 

yang dituljulkan ulntulk melnce lgah se lcara langsulng te lrjadinya ke ljahatan, telrmasulk 

julga ke lgiatan pe lmbinaan masyarakat. Masyarakat adalah lingkulngan dimana 

hulkulm telrse lbult be lrlakul dan ditelrapkan. Dalam pelne lgakan hulkulm masyarakat 

melrulpakan faktor yang me lnge lfe lkifkan sulatul pe lratulran dan melnjadi salah satul 

indikator belrfulngsinya hulkulm yang be lrsangkultan. De lngan kulrangnya ke lsadaran 

masyarakat ataul delrajat kelpatulhan masyarakat telrhadap pelratulran dan kelte lntulan 

ulmulm pelrpajakan yang me lnimbullkan ke lrulgian pada pelndapatan nelgara, maka 

yang me lnjadi tuljulan kita pada hakelkatnya ulntulk pe lne lgakan hulkulm bulkanlah 

se lmata-mata se lkeldar me lningkatkan kelsadaran hulkulm masyarakat saja, teltapi 

melmbina kelsadaran hulkulm masyarakat. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pe lrtanggu lngjawaban pidana telrhadap korporasi se llakul sulbje lk hulkulm tidak 

diatulr se lcara elksplisit dalam  UU KUP, Pe lrtanggulngjawaban pidana korporasi 

dikeltahuli delngan me lnarik kelsimpullan seltellah dilakulkan pelnafsiran sistelmatis 

telrhadap u lnsulr - ulnsulr dalam pasal pidana se lrta melmpelrtimbangkan be lbelrapa 

pe lrspe lktif doktrin pelrtanggulngjawaban pidana dan ketentuan terkait lainnya 

se lsulai delngan fakta-fakta di pelrsidangan, Hasil analisis pultulsan nomor 

35/Pid.Suls/2022/PN Lsm yang me lne lmpatkan Direlktulr PT. Pultra Mandiri 

selaku terdakwa yang dimintai pelrtanggulngjawaban pidana korporasi dengan 

vonis pidana penjara dan pidana denda atas kasuls pe lnggulnaan faktulr pajak 

fiktif sesuai ancaman pidana dalam UU No. 28 tahun 2007 dengan 

melnggulnakan pendekatan telori vicarious liability dan melngacul pada Pe lratulran 

Jaksa Agulng RI No. 28 Tahuln 2014, be lrbelda de lngan Pultulsan Nomor 

334/Pid.Suls/2020./PN.Jkt Brt yang me lne lmpatkan PT. GSG se lbagai korporasi 

yang dimintai pelrtanggulngjawaban pidana delngan pe lnde lkatan Idelntification 

The lory. 

2. Ulpaya pe lnanganan dan penegakan hukum dalam kasus penggunaan faktur 

pajak fiktif yang dilakukan oeh korporasi melnge lde lpankan asas ulltimulm 

re lme ldiulm guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan memberikan 

detteren effect mellaluli se lrangkaian kelgiatan pelne lgakan hulkulm mullai dari 

prose ls pe lmelriksaan bulkti pelrmullaan yang dilanjultkan delngan tahapan 
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pe lnyidikan olelh PPNS Dire lktorat Jelnde lral Pajak dan pellimpahan telrsangka 

ke lpada pihak keljaksaan ulntulk dilakulkan prose ls pelnulntultan hingga kellularnya 

pultulsan pelngadilan. 

 

B. Saran 

1. De lmi melwuljuldkan moral julsticel, social julsticel dan lelgal julsticel dalam 

ke lrangka pidana pelrpajakan melndatang, pe lrlul adanya re lgullasi dan batasan 

yang je llas dalam keltelntulan ulmulm pelrpajakan atas pihak yang dimintai 

pe lrtanggulngjawaban pidana dalam tindak pidana pelrpajakan yang dilakulkan 

olelh korporasi khulsulsnya pe lnggulna faktulr pajak fiktif ataul tidak belrdasarkan 

transaksi selbe lnarnya. 

2. Kasuls pe lnggulnaan faktulr pajak fiktif yang dilakulkan ole lh korporasi dapat 

diminimalisir dengan ulpaya pe lnanganan dan pelnegakan hulku lm mellaluli 

pe lngulatan sistelm pelngawasan yang optimal dan telrintelgrasi se lrta sosialisasi 

yang massif ulntulk melnulmbulhkan kelsadaran dan buldaya hulkulm yang tinggi 

bagi masyarakat. 
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